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KATA PENGANTAR

Sekretariat Jenderal, sebagai salah satu unit eselon | di

5 Kementerian  Kesehatan, memiliki  kewajiban  untuk
\F:/’ melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
‘ Pemerintah (SAKIP) yang digambarkan dalam Laporan
Kinerja. Laporan Kinerja merupakan salah satu tahap dalam

SAKIP yang menggambarkan akuntabilitas  instansi

pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun.
Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah
disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja. Laporan ini
juga merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja
dalam rangka good governance.

Alhamdulillah, Laporan Kinerja Entitas Eselon 1 Sekretariat Jenderal telah
selesai disusun tepat waktu, berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Program
(IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Laporan kinerja berisi capaian kinerja
dan capaian anggaran, analisis kegagalan/keberhasilan, kendala dalam pencapaian
target serta upaya tindak lanjut.

Semoga laporan kinerja Sekretariat Jenderal dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Laporan kinerja ini juga menjadi
umpan balik bagi satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal untuk mendorong
peningkatan kinerja yang lebih baik dan memberikan manfaat dalam perencanaan
kedepan bagi para pelaksana program kegiatan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam meraih capaian kinerja
maupun anggaran serta berperan aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja

Sekretariat Jenderal tahun 2021 kami sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Januari 2022
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021 merupakan

gambaran tentang capaian kinerja selama satu tahun. Laporan

Kinerja ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Tahun
2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2021. PK
Sekretariat Jenderal Tahun 2021 disusun berdasarkan DIPA 2021.

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika.
Pertama, sebagaimana kita ketahui pada tahun 2021 Indonesia masih dilanda
pandemi COVID-19 yang berdampak serius pada hampir semua sektor, termasuk
sektor kesehatan. Hal tersebut memaksa Kementerian Kesehatan untuk
menyesuaikan kebijakan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, di tahun 2021 terjadi pergantian pimpinan
tinggi di Kementerian Kesehatan, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri
Kesehatan dan Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Sekretaris Jenderal,
yang mendorong adanya transformasi dalam upaya percepatan pelaksanaan
program kesehatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Sekretariat Jenderal mempunyai dua
program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan sasaran program “Meningkatnya
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan”. Dengan 5 indikator untuk menilai kinerja program yaitu:
a. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes, dengan capaian sebesar 92,19 atau

117,16% dari target 78,69;

b. Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan,
dengan capaian sebanyak 2 atau 100% dari target 2;

c. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota,
dengan capaian sebesar 40% atau 100% dari target 40%;

d. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD
yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan, dengan
capaian sebesar 91,18% atau 228% dari target 40%; dan

e. Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan

dan jaminan kesehatan, dengan capaian 2 atau 100% dari target 2.



2. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
dengan sasaran program “Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)”. Terdapat 1 indikator untuk menilai
kinerja program yaitu “Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu
Indonesia Sehat (KIS)”, dengan capaian sebanyak 93,55 juta jiwa atau 96,64%
dari target 96,80 juta jiwa.

Selain capaian di atas, pada tahun 2021 Sekretariat Jenderal telah meraih
penghargaan baik dari lingkup internal Kementerian Kesehatan maupun

kementerian/lembaga lain, adapun penghargaan yang telah didapat sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Schretariat Jenderal Kementerian Keschatan Republik Indonesia

sebagai apresiasi atas dukungan dan kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jabatan Fungsional Perencana (JFP)
di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jakarta, 21 Oktober 2021

Kepala
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Fkenami dan Bisnis Universitas Indonesia

e

Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D
NUP: 060 603 476

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT

PIAGAM PENGHARGAAN
Sckretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

sebagai apresiasi atas dukungan dan kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan pengelolaan Sistem Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jakarta, 21 Oktober 2021

Kepala
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Fkesami dan Bisnis Universitas Indonesia

Ok e

Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D
NUP: 060 603 476

Kedua penghargaan di atas diberikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan

Masyarakat kepada Sekretariat Jenderal sebagai apresiasi atas dukungan dan



Kerjasama dalam Pengembangan SDM Jabatan Fungsional dan pengelolaan
SAKIP.

2. Biro Kepegawaian

Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian telah menerima penghargaan
dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena telah berhasil menerapkan
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penghargaan diterima
pada tanggal 30 November 2021.

3. Biro Hukum dan Organisasi
Keberhasilan yang telah dicapai Tahun 2021 telah diapresiasi dengan
mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin
sebagai Peringkat | dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Kategori Satuan Kerja NonBLU sesuai piagam penghargaan nomor
HK.01.07/MENKES/6551/2021

4. Pusat Kesehatan Haji

hatan Haji

SEKRETARIAT JENDERAL




Pusat Kesehatan Haji menerima penghargaan internal sebagai juara Ill dalam
Penilaian Internal Gerakan Kantor BERHIAS pada bulan Maret 2021

5. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Government Social Media Award 2021

Government Social Media Award 2021

Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
masuk ke dalam 5 nominasi dalam Goverment Social Media Summit (GSMS)
tahun 2021 yakni Most Active (Kementerian), Most Engaging (Kementerian), Best
Use of Video (Kementerian), Best Collaboration #VaksinUntukNegeri, dan Best
Account (Kementerian) dan berhasil menerima 2 penghargaan vyaitu Most
Engaging (Kementerian) dan Best Account (Kementerian).

Kementerian Kesehatan juga mendapatkan predikat Menuju Informatif pada
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Pubik kategori Kementerian tahun 2021.
Penghargaan diberikan pada 26 Oktober 2021 di Jakarta.

6. Biro Umum

(%)
T, C——
g
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Penghargaan

ian Kesel

N R R R G R T e T

Kementerian Kesehatan melalui Biro Umum mendapatkan penghargaan dari
ANRI sebagai Peringkat | Tingkat Kementerian berdasarkan Nilai Hasil
Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 dengan kategori “Sangat Memuaskan”.
Penghargaan ini merupakan peringkat tertinggi selama tiga tahun berturut-turut
sejak tahun 2019.



BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

alam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Akuntabilitas kinerja
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh
kementerian dan lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih
dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Salah satu
wujud perubahan dalam program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya
mendukung pembangunan kesehatan secara sistematis, berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
sehingga tercipta Good Governance.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Jenderal setiap tahun
wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2021 merujuk pada Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Sekretariat
Jenderal Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal
Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

tentang Kementerian Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, Sekretariat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:



. Koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;

. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian
Kesehatan;

. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama. Hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;

. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa;

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal berpedoman

kepada Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka struktur organisasi

Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut :

‘| MENTERI KESEHATAN - I

BIRO BIRO
AN|| KEUANGAN DAN
ANGGARAN NEGARA

BIRO.
‘ORGANISASI LUAR NEGERI' || PELAYANAN B aihd

I [

PUSAT ARALISIS A b PUSAT PUSAT
DATA DAN INFORMASI DETERMINAN i KRIsts HAT

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 Biro dan 5 Pusat. Adapun 7 Biro tersebut adalah
Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro
Hukum dan Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Biro

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan Biro Umum. Sedangkan 5 pusat adalah
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Pusat Data dan Informasi, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Pusat Pembiayaan

dan Jaminan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan dan Pusat Kesehatan Haiji.

a.

Biro Perencanaan dan Anggaran

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian. Dalam
melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan
fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program
transfer daerah;

2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan
anggaran pendapatan dan belanja negara;

3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar
pelayanan minimal bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan layanan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro

Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan

perbendaharaan;
Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

WD

Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan
organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan advokasi hukum;

3. Penataan organisasi dan tata laksana;
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4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Biro
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

Pengelolaan urusan pengadaan pegawai;

Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai,

Pengelolaan urusan pengembangan pegawai;

Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan

a k~ w0 nPE

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral, regional,
dan multilateral di bidang kesehatan;

2. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional,
dan multilateral di bidang kesehatan; dan

3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

1. Pengelolaan opini publik, produksi komunikasi, dan peliputan;

2. Pelaksanaan hubungan media dan lembaga,;

3. Pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat; dan

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Kketatausahaan,

kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum
menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protocol;

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

Pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi;

Pengelolaan urusan gaji; dan

S

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi,
pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi;

2. Pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan
teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem
informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan
informasi;

4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis

Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis
perilaku, dan kesehatan inteligensia;

2. Pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan
kesehatan inteligensia;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis,

analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; dan

4. Pelaksanaan administrasi Pusat.
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Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan
serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan;

2. Pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi
ekonomi pembiayaan kesehatan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan
kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; dan

4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Krisis Kesehatan

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Pusat Krisis Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi
dan informasi krisis kesehatan;

2. Pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi
penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi Kkrisis
kesehatan;

3. Pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan
krisis kesehatan; dan

4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Kesehatan Haji

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Haji menyelenggarakan

fungsi:
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1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian

faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan

kesehatan haiji;

2. Pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko,

pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan

pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi

pelayanan kesehatan haji; dan
4. Pelaksanaan administrasi pusat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 976 pegawai dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal

Kementerian KesehatanTahun 2021

1 Biro Perencanaan dan Anggaran 74
2 Biro Keuangan dan BMN 111
3 Biro Hukum dan Organisasi 61
4 Biro Kepegawaian 117
5 Biro Kerjasama Luar Negeri 40
6 Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 55
7 Biro Umum 179
8 Pusat Data dan Informasi 71
9 Pusat Analisis Determinan Kesehatan 47
10 | Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 62
11 | Pusat Krisis Kesehatan 46
12 | Pusat Kesehatan Haji 63
13 | Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia 50

Total 976

Sumber: Data SIMKA per Desember 2021

Sekretariat Jenderal

sebagai

penggerak utama (prime mover) tentu

memerlukan SDM dengan kompetensi tinggi yang tercermin dari jenjang pendidikan.

Distribusi pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan dengan jenjang pendidikan
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sebagai berikut: Jumlah S3: 9 orang, S2: 349 orang, S1: 393 orang, DIV: 1 orang,
DIll: 122 orang, SMA: 96 orang, SMP: 4 orang, SD: 2 orang, total seluruh pegawai
976 orang.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2020

Berdasarkan Pendidikan

1 | Biro Perencanaan dan 0 37 31 8 1 0 0 74
Anggaran

2 | Biro Keuangan dan BMN 0 30 55 12 14 0 0 111

3 | Biro Hukum dan 61
Organisasi 0 21 31 8 0 0

4 | Biro Kepegawaian 0 26 46 39 0 0 117

5 | Biro K_erjasama Luar 0 o5 14 1 0 0 40
Negeri

6 | Biro Komunikasi dan 0 14 31 7 3 0 0 55
Pelayanan Masyarakat

7 | Biro Umum 2 29 62 25 55 4 2 179

8 | Pusat Data dan Informasi 0 35 32 1 3 0 0 71

9 | Pusat Analisis 47
Determinan Kesehatan 3 21 22 1 0 0

10 Pusat Pembiayaan dan 0 37 17 6 > 0 0 62
Jaminan Kesehatan

11 | Pusat Krisis Kesehatan 2 19 19 5 1 0 0 46

12 | Pusat Kesehatan Haiji 2 37 18 5 1 0 0 63

13 | Sekretariat Konsil 50
Kedokteran Indonesia 0 18 21 4 7 0 0

Total 9 349 394 122 96 4 2 976
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Sistematika Laporan
Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai

berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini berisi ringkasan Laporan Kinerja Setjen yang menyajikan tujuan dan
sasaran strategis program berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2020 — 2024,
pencapaian outcome, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan yang

telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator program

BAB | : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum
organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (tugas pokok dan fungsi)
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB Il : Perencanaan Kinerja
Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian

kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB Il : Akuntabilitas Kinerja
Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta

realisasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan tindaklanjut kedepan.

Lampiran
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berdasarkan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024, bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan
2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan
penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Dalam Renstra, Kementerian
Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu:

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;

b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat;

d. Penigkatan sumber daya kesehatan; dan

e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan strategis Kementerian Kesehatan tersebut di

atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:
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Tabel 2.1.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

1 | Peningkatan derajat kesehatan | 1 | Meningkatnya kesehatan ibu,

masyarakat melalui pendekatan anak dan gizi masyarakat
siklus hidup

2 | Penguatan pelayanan | 2 | Meningkatnya ketersediaan dan
kesehatan dasar dan rujukan mutu fasyankes dasar dan rujukan

3 | Peningkatan pencegahan dan | 3 | Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian  penyakit dan pengendalian  penyakit  serta
pengelolaan kedaruratan pengelolaan kedaruratan
kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat

4 | Peningkatan sumber daya |4 | Meningkatnya akses, kemandirian
Kesehatan dan mutu kefarmasian dan alat

kesehatan

5 | Meningkatnya pemenuhan SDM
Kesehatan dan kompetensi sesuai

standar
6 | Terjaminnya pembiayaan
kesehatan
5 | Peningkatan tata kelola | 7 | Meningkatnya sinergisme pusat
pemerintahan yang baik, bersih dan daerah serta meningkatnya
dan inovatif tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih
8 | Meningkatnya efektivitas

pengelolaan  litbangkes  dan
sistem informasi kesehatan untuk
pengambilan keputusan

Dari 8 sasaran strategis Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal
mendukung 3 sasaran strategis dari Kementerian yaitu “terjaminnya pembiayaan
kesehatan”, “meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dan “meningkatnya efektivitas
pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan
keputusan”. Untuk dapat mencapai sasaran strategis tersebut, Sekretariat Jenderal
mempunyai dua program vyaitu Program Dukungan Manajemen dan Program
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masing-masing
program mempunyai sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan selama 5
(lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-2 Renstra Kementerian Kesehatan, yang
dalam pelaksanaannya masih terhambat dengan adanya pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya distabilitas besar-besaran dalam
kehidupan manusia dalam skala global, termasuk kesehatan. Hal tersebut memaksa

Kementerian Kesehatan untuk menyesuaikan kebijakan dalam hal perencanaan dan
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penganggaran serta pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, di tahun 2021 terjadi
pergantian pimpinan tinggi di Kementerian Kesehatan, yaitu Bapak Budi Gunadi
Sadikin sebagai Menteri Kesehatan dan Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha
sebagai Sekretaris Jenderal, yang mendorong adanya transformasi dalam upaya
percepatan pelaksanaan program kesehatan.

Transformasi tersebut mencakup enam hal prinsip atau disebut sebagai pilar
transformasi yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan,
Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan,
Transformasi SDM kesehatan, Transformasi Teknologi Kesehatan. Prinsip dan
tujuan dari transformasi kesehatan tersebut harus dirumuskan secara operasional
dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu Renstra Kementerian
Kesehatan 2020-2024 perlu dilakukan revisi. Namun sampai dengan akhir tahun
2021 Renstra Kementerian Kesehatan belum selesai direvisi, oleh karena itu pada
tahun 2021 secara operasional masih menggunakan Renstra 2020-2024 yang
ditetapkan melalui Permenkes Nomor 21 Tahun 2020, dimana pada pelaksanaannya
adanya perbedaan target untuk Indikator “Jumlah penduduk yang menjadi peserta
Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” antara
yang tercantum dalam Renstra (108,6 juta jiwa) dengan yang tercantum dalam Renja
K/L dan DIPA/PK TA 2021 (96,8 juta jiwa).

Target PBI tahun 2021 sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan Surat Bersama
Pagu Indikatif (SBPI) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-
376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tertanggal 8 Mei 2020
perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, total alokasi anggaran tahun 2021
Kementerian Kesehatan sebesar Rp 78,700 triliun yang di dalamnya terdapat alokasi
anggaran PBI sebesar Rp 48,786 triliun untuk sasaran 96,8 juta jiwa peserta PBI. Hal
ini juga dibahas dalam trilateral meeting antara Kementerian Keuangan, Bappenas
dan Kementerian Kesehatan yang menyepakati bahwa anggaran PBI JKN pada
tahun 2021 disediakan untuk 96,8 juta jiwa peserta atau tidak sama dengan target
dalam RPJMN dan Renstra. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada matrik
sandingan Renstra 2020-2024, Renja 2021 dan DIPA/PK 2021 berikut ini:
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Sandingan Renstra, Renja, dan DIPA/PK 2021

Tabel 2.2

RENSTRA 2020-2024 RENJA 2021 DIPA/PK 2021
PROGRAM IKP TARGET | PROGRAM IKP TARGET | PROGRAM IKP TARGET
Dukungan Nilai Reformasi 78,69 Dukungan Nilai Reformasi 78,69 Dukungan Nilai Reformasi 78,69
Manajemen | Birokrasi Poin Manajemen Birokrasi Kemenkes Poin Manajemen Birokrasi Poin
Kemenkes Kemenkes
Dukungan Pusat 2 Dukungan Pusat 2 Dukungan Pusat 2
dalam Penguatan dalam Penguatan dalam Penguatan
Manajemen Manajemen Bidang Manajemen
Bidang Kesehatan Kesehatan Bidang Kesehatan
Persentase 40 Persentase provinsi 40 Persentase 40
provinsi yang yang mendapatkan provinsi yang
mendapatkan penguatan dalam mendapatkan
penguatan dalam penyelenggaraan SPM penguatan dalam
penyelenggaraan Bidang Kesehatan penyelenggaraan
SPM Bidang provinsi dan SPM Bidang
Kesehatan provinsi kabupaten/kota Kesehatan provinsi
dan dan
kabupaten/kota kabupaten/kota
Persentase 40 Persentase provinsi 40 Persentase 40
provinsi  dengan dengan anggaran provinsi  dengan
anggaran kesehatan daerah anggaran

kesehatan daerah
dalam APBD yang
sesuai dengan
prioritas nasional di
bidang kesehatan

dalam APBD yang
sesuai dengan prioritas
nasional di bidang
kesehatan

kesehatan daerah
dalam APBD yang

sesuai dengan
prioritas  nasional
di bidang
Kesehatan
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RENSTRA 2020-2024 RENJA 2021 DIPA/PK 2021
PROGRAM IKP TARGET | PROGRAM IKP TARGET | PROGRAM IKP TARGET
Jumlah bahan 2 Jumlah bahan 2 Jumlah bahan 2
kebijakan  teknis kebijakan teknis kebijakan  teknis
pengembangan pengembangan pengembangan
pembiayaan pembiayaan kesehatan pembiayaan
kesehatan dan dan jaminan kesehatan kesehatan dan
jaminan kesehatan jaminan kesehatan
Pelayanan Jumlah penduduk 108,6 Pelayanan Jumlah penduduk yang 96,8 Pelayanan Jumlah penduduk 96,8
Kesehatan yang menjadi Kesehatan menjadi peserta Kesehatan yang menjadi
dan JKN peserta Penerima dan JKN Penerima Bantuan dan JKN peserta Penerima
Bantuan luran luran (PBI) melalui Bantuan luran
(PBI) melalui Jaminan  Kesehatan (PBI) melalui
Jaminan Nasional (JKN) Jaminan
Kesehatan Kesehatan

Nasional (JKN)

Nasional (JKN)
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, dikarenakan PK disusun berdasarkan DIPA, untuk
selanjutnya target IKP “Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” yang akan dipergunakan dalam laporan kinerja
adalah 96,8 Juta Jiwa.

Rencana Kerja
Sekretariat Jenderal pada tahun 2021 mempunyai 2 Program yaitu Program Program

Dukungan Manajemen dan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan, dengan 5 Indikator pencapaian sasaran atau Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai
berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

1 Program Meningkatnya Nilai Reformasi 78,69
Dukungan koordinasi Birokrasi
Manajemen pelaksanaan Kemenkes
tugas, pembinaan | Dukungan  Pusat 2
dan pemberian | dalam Penguatan
dukungan Manajemen Bidang
manajemen Kesehatan
Egg]eirggr']an Pers_en';ase 40
provinsi yang
mendapatkan

penguatan dalam
penyelenggaraan

SPM Bidang
Kesehatan provinsi

dan

kabupaten/kota

Persentase 40
provinsi dengan
anggaran

kesehatan daerah
dalam APBD yang
sesuai dengan
prioritas nasional di
bidang Kesehatan
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Jumlah Bahan 2
kebijakan  teknis
pengembangan
pembiayaan
Kesehatan dan
jaminan Kesehatan

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator tersebut, maka Sekretariat Jenderal melakukan
12 kegiatan, yaitu:
1. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan;
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara;
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi;
Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri;
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat;
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian;
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;

© © N o g s~ w DN

Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan;

=
o

. Pengelolaan Krisis Kesehatan;

=
=

. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;

12. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia;
Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar
Rp2.721.742.324.000,-.

2. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah
terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dengan 1 Indikator pencapaian
sasaran atau Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Jumlah penduduk yang menjadi peserta
Penerima Bantuan luran (PBI) rnelalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah Pembiayaan JKN/KIS. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
tersebut sebesar Rp45.413.329.504.000,-.
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Tabel 2.4

Program, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Jenderal Tahun 2021

2 | Pelayanan Terselenggaranya | Jumlah penduduk | 96,8 Juta
Kesehatan dan | Penguatan yang menjadi Jiwa
Jaminan Jaminan peserta Penerima
Kesehatan Kesehatan Bantuan luran
Nasional Nasional (PBI) rnelalui

Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN)

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat
Jenderal adalah sebesar Rp48.135.071.828.000-. Alokasi anggaran tersebut sesuai dengan yang

tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal

Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong". Visi dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi Presiden di bidang
Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan dan
sasaran strategis Kementerian Kesehatan, yang kemudian diturunkan kepada setiap Eselon 1,
termasuk Sekretariat Jenderal. Turunan tersebut diterjemahkan dalam sasaran Indikator Kinerja
Program (IKP) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. PK tersebut merupakan
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Gambaran IKP Sekretariat Jenderal

selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.5
Program, Indikator dan Target
Sekretariat Jenderal Dalam Renstra 2020-2024

No

Program

Indikator Kinerja Target

Utama 2020 2021 | 2022

2023

2024

Dukungan
Manajemen

1. Nilai Reformasi | 78,06 | 78,69 | 79,32
Birokrasi poin Poin | Poin
Kementerian
Kesehatan

2. Dukungan  Pusat 2 2 2
dalam penguatan
manajemen
kesehatan

3. Persentase provinsi 20 40 60
yang mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan
SPM Bidang
Kesehatan provinsi
dan kabupaten/kota

4. Persentase provinsi 20 40 60
dengan anggaran
kesehatan daerah
dalam APBD yang
sesuai dengan
prioritas nasional di
bidang kesehatan

5. Jumlah bahan 2 2 2
kebijakan teknis
pengembangan
pembiayaan
kesehatan dan
jaminan kesehatan

79,95
Poin

80

80

80,58
Poin

100

100

Pelayanan
Kesehatan
dan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)

1. Jumlah Penduduk 96,8 108,6 | 110
yang menjadi juta juta juta
peserta Penerima | jiwa jiwa jiwa
Bantuan luran (PBI)
melalui Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN)

111,4
juta
jiwa

112,9
juta
jiwa
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Target kinerja 5 tahunan tersebut kemudian dituangkan dan disesuaikan dalam rencana
kerja (Renja) tahunan. Renja ini sebagai dasar penyusunan RKA KL dan penerbitan
DIPA. DIPA ini dipergunakan sebagai dasar pembuatan PK yang ditandatangani oleh
eselon | dengan Menteri Kesehatan. Dokumen PK tahun 2021 yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal dengan Menteri Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Indikator Kinerjaa Program Sekretaris Jenderal

No Program Indikator Kinerja Program Target
1. | Program 1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian 78,69 poin
Dukungan Kesehatan
Manajemen 2. Dukungan Pusat dalam penguatan 2
manajemen Kesehatan
3. Persentase provinsi yang 40

mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM Bidang
Kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota

4. Persentase provinsi dengan anggaran 40
kesehatan daerah dalam APBD yang
sesuai dengan prioritas nasional di
bidang Kesehatan

5. Jumlah  bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan kesehatan 2
dan jaminan kesehatan

2. | Pelayanan 1. Jumlah Penduduk yang menjadi 96,8 juta jiwa
Kesehatan dan peserta Penerima Bantuan luran (PBI)
Jaminan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
Kesehatan (JKN)

Nasional (JKN)

Definisi Operasional Indikator Kinerja Program

1) Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan 5
Indikator Kinerja Program (IKP). Definisi operasional dan cara perhitungan IKP tersebut sebagai

berikut:
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Tabel 2.7

Definisi Operasional Indikator Kinerja Program Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan

No Indikator Definisi Operasional Cara Perhitungan
1. | Nilai Reformasi Birokrasi | Hasil penilaian dari Kementerian | Menggunakan hasil penilaian
Kementerian Kesehatan PAN dan RB terkait pelaksanaan 8 | dari Kementerian PAN dan
area perubahan pada Reformasi| RB
Birokrasi di Kementerian Kesehatan
2 | Dukungan pusat dalam | Jumlah dukungan Pusat dalam | Menghitung jumlah absolut
penguatan manajemen | bentuk norma, standar, prosedur dan | NSPK yang ditetapkan oleh
kesehatan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh | Sekretaris  Jenderal atau
Sekretaris Jenderal atau Menteri | Menteri Kesehatan
Kesehatan
3 | Persentase provinsi yang | Jumlah Provinsi yang mendapatkan | Jumlah Provinsi yang
mendapatkan penguatan | pendampingan dan  pembinaan | mendapatkan pendampingan
dalam  penyelenggaraan | dalam pelaksanaan penerapan SPM | dan pembinaan dalam rangka
SPM Bidang Kesehatan | Bidang Kesehatan Provinsi dan SPM | penyelenggaraan SPM
provinsi dan | Bidang Kesehatan Kab/Kota. | Bidang Kesehatan Provinsi
kabupaten/kota Penguatan provinsi dilihat dari | dan melaksanakan
kemampuan provinsi dalam | pembinaan penyelenggaraan
melakukan perencanaan kegiatan | SPM  Bidang Kesehatan
untuk pelaksanaan SPM Bidang | Kab/Kota dibagi 34 Provinsi
Kesehatan Provinsi yang terintegrasi | dikalikan 100%.
dengan berbagai sektor dan/atau
sumber dana, dan dalam melakukan
pendampingan dan  pembinaan
Kab/Kota dalam pelaksanaan SPM
Bidang Kesehatan Kab/Kota
4 | Persentase provinsi | Provinsi mengalokasikan anggaran | Jumlah Provinsi yang
dengan anggaran | APBD untuk Dinas Kesehatan | mengalokasikan  anggaran
kesehatan daerah dalam | Provinsi dalam rangka mendukung | minimal 30 % dari total
APBD yang sesuai dengan | pencapaian target Prioritas Nasional | anggaran Dinas Kesehatan
prioritas nasional di bidang | atau target RPIJMN bidang | Provinsi, di luar belanja
kesehatan Kesehatan yang ditetapkan setiap | pegawai, yang bersumber
tahunnya dalam APBD Provinsi. dari APBD dalam rangka
mendukung prioritas nasional
dibagi 34 Provinsi dikali
100%.
5 | Jumlah bahan kebijakan | Bahan kebijakan teknis | Jumlah dokumen hasil
teknis pengembangan | pengembangan pembiayaan | penelaahan data/ hasil
pembiayaan kesehatan | kesehatan dan jaminan kesehatan | kajian/ rancangan regulasi/

dan jaminan kesehatan

adalah hasil penelaahan data/ hasil
kajian/

regulasi yang dihasilkan
dalam rangka
pengembangan pembiayaan
kesehatan dan jaminan
kesehatan yang dihasilkan
setiap tahunnya
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2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional adalah

terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dengan IKP Jumlah penduduk yang

menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Definisi

operasional dan cara perhitungan IKP sebagai berikut:

Tabel 2.8

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan IKP Pelayanan Kesehatan dan JKN

No Indikator

Definisi Operasional

Cara Perhitungan

Jaminan
Nasional (JKN)

1 Jumlah  penduduk yang
menjadi peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) melalui
Kesehatan

Penerima Bantuan luran
(PBI) adalah masyarakat
miskin dan tidak mampu
yang iurannya dibiayai oleh
Pemerintah Pusat melalui
APBN untuk menjadi
peserta BPJS Kesehatan.
Peserta PBI ditetapkan oleh
Kementerian Sosial serta
diatur melalui regulasi yang
berlaku

Jumlah PBI yang terdaftar
dan yang dibayarkan
kapitasinya oleh BPJS
Kesehatan ke Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)

Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja program dalam dokumen PK

Sekretariat Jenderal tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Kesehatan.

Matriks Realisasi Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran

Kegiatan Tahun 2021

Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2021 ditampilkan berdasarkan dokumen Perjanjian

Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

29




Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.9
Matriks Realisasi Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2021

Program/ SasaranSasaran ' Reali-
No. Keqi Program/ Indikator Target :
egiatan Kegi sasi
egiatan
l. Dukungan Meningkatnya 1 | Nilai Reformasi Birokrasi 78,69 92,19
Manajemen koordinasi Kementerian Kesehatan
pelaksanaan
tugas, pembinaan
dan pemberian | 2 | Dukungan Pusat dalam 2 2
dukungan penguatan manajemen
manajemen kesehatan
Kementerian 3 | Persentase provinsi yang 40 40
Kesehatan mendapatkan penguatan dalam
penyelenggaraan SPM Bidang
Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
4 | Persentase  Provinsi dengan 40 91,18
anggaran  kesehatan daerah
dalam APBD yang sesuai dengan
prioritas nasional di bidang
Kesehatan
5 Jumlah bahan kebijakan teknis 2 2
pengembangan pembiayaan
kesehatan dan jaminan kesehatan
1. Perencanaan Meningkatnya 11 Nilai  kinerja  penganggaran 88 88,61
dan kualitas Kementerian Kesehatan
Penganggaran perencanaan dan | 2 Persentase provinsi yang 40 40
Program penganggaran mendapatkan penguatan dalam
Pembangunan program penyelenggaraan SPM Bidang
Kesehatan pembangunan Kesehatan Provinsi dan
kesehatan Kabupaten/Kota
3 Persentase Provinsi dengan 40 91,18
anggaran kesehatan daerah
dalam APBD vyang sesuai
dengan prioritas nasional bidang
kesehatan
2. Pembinaan Terwujudnya 1 Persentase pejabat pimpinan 78 84,24
Administrasi penataan ASN tinggi, pejabat administrator dan
Kepegawaian Kemenkes sesuai pejabat pengawas di lingkungan
kompetensi Kementerian Kesehatan yang
jabatan memiliki kompetensi  sesuai
dengan standar kompetensi
jabatan
2 Persentase PNS di lingkungan 64 68,67
Kementerian Kesehatan yang
menduduki jabatan fungsional
3 Tingkat kepuasan terhadap 4.1 3,08
layanan kepegawaian
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SasaranSasaran

pembangunan kesehatan yang
diukur dengan data rutin

No. ireog?;?;/ Program/ Indikator Target Zigli"
9 Kegiatan
3 Pembinaan Meningkatnya Persentase ketepatan  waktu 100 100
Pengelolaan kualitas penyampaian rekonsiliasi laporan
Administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja
Keuangan dan keuangan dan Persentase capaian realisasi 96 82,02
Barang Milik Barang Milik pelaksanaan pengadaan
Negara Negara (BMN) barang/Jasa
serta Pengadaan Persentase jumlah satker kantor 70 88,46
barang/jasa pusat dan kantor daerah dengan
Kementerian nilai Indikator Kinerja
Kesehatan secara Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=
efektif, efisien dan 80
dipertanggungjawa Persentase nilai Barang Milik 100 92,32
bkan sesuai Negara (BMN) yang telah
ketentuan mendapatkan Surat Keputusan
Penetapan Status Penggunaan
(SK PSP) sesuai ketentuan
4. Perumusan Meningkatnya Jumlah peraturan perundang- 125 181
Produk Hukum | Layanan Hukum undangan dan produk hukum lain
dan Organisasi dan Organisasi bidang kesehatan yang disusun
Jumlah produk penataan 18 17
organisasi dan tatalaksana serta
fasilitasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan
Jumlah permasalahan dan kasus 169 221
hukum vyang tertangani serta
fasilitasi pengawasan dan
penyidikan bidang Kesehatan
Nilai Reformasi Birokrasi di 81 92,12
lingkup Sekretariat Jenderal
5. Pengelolaan Meningkatnya Persentase kepuasan pelanggan 83 83,87
Ketatausahaan pelayanan dan terhadap layanan TU pimpinan
Kementerian pengelolaan dan protokol
ketatausahaan Jumlah  satker yang telah 66 102
Kementerian melaksanakan self assessment
dalam gerakan kantor Berbudaya Hijau
mendukung dan Sehat (BERHIAS)
terciptanya Good Jumlah satker yang 110 111
Governance melaksanakan Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
Jumlah satker yang 90 93
menggunakan aplikasi E-Monev
Belanja Pegawai Kementerian
Kesehatan
6. Pengelolaan Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi 25 25
Data dan pengelolaan data Kesehatan yang terintegrasi
Informasi dan informasi dalam Aplikasi Satu Data
Kesehatan kesehatan Kesehatan (ASDK)
Persentase indikator 5 8
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SasaranSasaran

menjadi hasil pertemuan regional
dan multilateral bidang Kesehatan

No. irogram/ Program/ Indikator Target Real."
egiatan Kegi sasi
egiatan
7. Penanggulanga | Meningkatnya Jumlah provinsi dan 123 123
n Krisis upaya Kesehatan kabupaten/kota yang ditingkatkan
Kesehatan pengelolaan krisis kapasitasnya dalam upaya
kesehatan di pengurangan risiko krisis
daerah kesehatan
Jumlah  kabupaten/kota yang 35 35
mendapatkan  dukungan tim
dalam wupaya penanggulangan
krisis Kesehatan
8. Pengelolaan Meningkatnya Jumlah publikasi program | 70.000 | 137.78
Komunikasi pengelolaan pembangunan kesehatan yang 4
Publik dan komunikasi dan disebarluaskan kepada
Pelayanan pelayanan masyarakat melalui berbagai
Masyarakat masyarakat media
Jumlah layanan informasi publik | 19.690 | 58.507
(permohonan  informasi  dan
pengaduan masyarakat) yang
diselesaikan
Jumlah UPT Kemenkes dengan 30 37
kategori baik dalam pelaksanaan
standar interaksi pelayanan
9. Peningkatan Kebijakan Jumlah rancangan kebijakan 4 5
Analisis pembangunan analisis determinan kesehatan
Determinan kesehatan yang diusulkan menjadi kebijakan
Kesehatan berdasarkan pembangunan Kesehatan
analisis determinan
Kesehatan
10. | Peningkatan Meningkatnya Indeks kepuasan jemaah haji Baik N/A
Kesehatan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan
Jemaah Haji kesehatan jemah haji di Arab Saudi minimal baik
haji mencapai (pada saat operasional haji)
istithaah Seluruh jemaah haji mendapatkan | 231.000 | 212.690
(kemampuan) pelayanan Kesehatan
Persentase jemaah haji 80 64,80
memperoleh pengukuran
kebugaran jasmani sebelum
keberangkatan
Persentase jemaah haji 100 87,14
memperoleh perlindungan atau
proteksi terhadap penyakit
meningitis meningokokus
sebelum keberangkatan
11. | Peningkatan Meningkatkan Jumlah perjanjian kerja sama 4 16
Kerja sama Luar | peran aktif kerja bilateral bidang kesehatan yang
Negeri sama luar negeri ditandatangani
bidang kesehatan Jumlah prakarsa Indonesia yang 5 13
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SasaranSasaran

No. irogram/ Program/ Indikator Target Real."
egiatan 4 sasi
Kegiatan
12. | Pengelolaan Meningkatnya Jumlah  penanganan kasus 43 70
Konsil pelayanan pelanggaran disiplin dokter dan
Kedokteran registrasi dan dokter gigi yang terselesaikan
Indonesia penyelenggaraan Jumlah Surat Tanda Registrasi | 73.000 | 64.039
standarisasi (STR) dokter dan dokter gigi yang
pendidikan profesi, diterbitkan
pembinaan  serta Jumlah  standar Pendidikan 7 15
penanganan kasus profesi dokter dan dokter gigi
pelanggaran yang disahkan
disiplin dokter dan
dokter gigi
Il. | Pelayanan Terselenggaranya Jumlah Penduduk yang menjadi 96,8 93,55
Kesehatan dan | Penguatan Peserta Penerima Bantuan
Jaminan Jaminan luran (PBI) melalui Jaminan -
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)
Nasional (JKN) | Nasional
Pengembangan | Dihasilkannya Jumlah kajian penilaian teknologi 2 2
Pembiayaan bahan kebijakan kesehatan yang dihasilkan
Kesehatan dan | teknis Jumlah kajian National Health 1 1
Jaminan pengembangan Account (NHA) yang dihasilkan
Kesehatan pembiayaan Jumlah kajian kebijakan teknis 1 1
kesehatan dan pembiayaan Kesehatan termasuk
JKN sumber pembiayaan yang baru
Jumlah bahan dukungan teknis 4 4
pembiayaan  kesehatan  dan
jaminan kesehatan
Jumlah advokasi dan sosialisasi 10 12

pembiayaan kesehatan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2020-2024. Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2021 diukur
dari pencapaian Indikator Kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal merupakan perbandingan
antara target kinerja dengan realisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja,
metode pengukuran capaian kinerja tersebut adalah dengan cara membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja hingga akhir tahun 2021. Melalui pengukuran kinerja diperoleh
gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Berikut ini adalah capaian Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan
Penguatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.1
Matriks Capaian Indikator Kinerja Program

No IKP 2019 2020 2021
T | C | % T | C| % T | C| %
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

1 | Jumlah 3 4 133.3
kebijakan
publik
berwawasan
Kesehatan

2 | Persentase 98 | 119.09 | 121.52
harmonisasi
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
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No

IKP

2019

T\c

%

Prog

ram Dukungan

Manajemen

Nilai
Reformasi
Birokrasi
Kemenkes

Dukungan
Pusat dalam
penguatan
manajemen
bidang
kesehatan

100

100

Persentase
provinsi yang
mendapatkan
penguatan
dalam
penyelenggar
aan SPM
Bidang
Kesehatan
provinsi
kab/kota

dan

20

20

100

40

40

100

Persentase
provinsi
dengan
anggaran
Kesehatan
daerah dalam
APBD yang
sesuai dengan
prioritas
nasional di
bidang
kesehatan

20

68

340

40

91,18

228

Jumlah Bahan
Kebijakan
teknis
pengembanga
n kesehatan
dan jaminan
Kesehatan

100
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No

IKP

2019

2020

2021

T\c

\ %

T]c |

%

T|c |

%

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS)

1

Jumlah
penduduk
yang menjadi
peserta
Penerima
Bantuan
luran
melalui
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)/ Kartu
Indonesia
Sehat (KIS)
(dalam juta)

(PBI)

96,8 | 96,51

99,70

Prog

ram Penguatan

Pelaksanaan J

aminan Kesehatan Nasional

Jumlah
penduduk
yang menjadi
peserta
Penerima
Bantuan
luran
melalui
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)

(PBI)

96,8

96,18

99,36

Jumlah Bahan
Kebijakan
teknis
pengembanga
n kesehatan
dan jaminan
Kesehatan

100
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No IKP 2019 2020 2021
T | ¢ | % T | Cc | % T | C | %
Program Pelayanan Kesehatan Dan JKN
1 Jumlah 96,8 | 93,55 | 96,64
penduduk
yang menjadi
peserta
Penerima
Bantuan
luran  (PBI)
melalui
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)
Berikut ini adalah capaian Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen pada tahun
2021
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Manajemen Tahun 2021
No Program Sasaran Indikator Target Capaian %
1 Program Meningkatnya Nilai Reformasi 78,69 92,2 117,16
Dukungan koordinasi Birokrasi
Manajemen pelaksanaan Kemenkes
tugas, Dukungan Pusat 2 2 100
pembinaan dan | dalam Penguatan
pemberian Manajemen
dukungan Bidang Kesehatan
manajemen Persentase 40 40 100
Kementerian provinsi yang
Kesehatan mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan
SPM Bidang
Kesehatan
provinsi dan
kabupaten/kota
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No

Program

Sasaran

Indikator

Target

Capaian

%

Persentase
provinsi  dengan
anggaran
kesehatan daerah
dalam APBD yang
sesuai dengan
prioritas nasional
di bidang
kesehatan

40

91,18

228

Jumlah bahan
kebijakan  teknis
pengembangan
pembiayaan
Kesehatan
jaminan
Kesehatan

dan

100

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dari 8 (delapan) sasaran strategis Kementerian, Sekretariat Jenderal mendukung 3 (tiga)

sasaran strategis dari Kementerian yaitu “Terjaminnya Pembiayaan Kesehatan”, “Meningkatnya

Sinergisme Pusat dan Daerah Serta Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih” dan “Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Litbangkes Dan Sistem Informasi Kesehatan

Untuk Pengambilan Keputusan”. Tahun 2021 capaian indikator keberhasilan sasaran strategis

tersebut adalah:

Capaian Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tabel 3.3

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

sinergisme pusat dan
daerah serta
meningkatnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih

mendapatkan penguatan
dalam penyelenggaraan
SPM Bidang Kesehatan
provinsi dan
kabupaten/kota

.. 0
N Kementerian Strategis Vel ORI &
1 | Terjaminnya Persentase anggaran 51 9,4 184,31
pembiayaan Kesehatan terhadap
kesehatan APBN
2 | Meningkatnya Persentase provinsi yang 40 40 100
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No Sasaran Stre_ltegls Indikator Sa_msaran Target Realisasi %
Kementerian Strategis
2 Persentase Provinsi 40 91,18 228
dengan anggaran
kesehatan daerah dalam
APBD yang sesuai
dengan prioritas nasional
di bidang Kesehatan
3 Nilai Reformasi Birokrasi 78,69 92,2 117,16
Kementerian Kesehatan
4 Nilai kinerja 88 94,74 108
penganggaran
Kementerian Kesehatan
3 | Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi 25 25 100
efektivitas pengelolaan Kesehatan yang
penelitian dan terintegrasi dalam aplikasi
pengembangan satu data Kesehatan
kesehatan dan Sistem
Informasi  Kesehatan
untuk pengambilan
keputusan

Hasil pengukuran dan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBN, capaian pada tahun 2021 adalah

184,31% atau 9,4% dari target 5,1%. Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi
ketentuan pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan mengusulkan
anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (anggaran kantor pusat;
anggaran kantor daerah; dan anggaran dekonsentrasi) dan anggaran TKDD (DAK
Kesehatan Fisik dan Nonfisik). Untuk anggaran kesehatan pada K/L lain juga
disinkronisasi oleh Kementerian Keuangan (cq. DJA) untuk memenuhi 5% dalam APBN.
Kegiatan yang telah dilakukan Setjen c.q Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan
koordinasi dengan unit internal Kemenkes untuk menyusun rencana kerja (Renja) dan
RKAKL Kemenkes (anggaran kantor pusat, kantor daerah dan dekonsentrasi) dan dalam
pengusulan kebutuhan anggaran transfer ke daerah (DAK Kesehatan Fisik dan Non
Fisik).

Meningkatnya anggaran kesehatan dalam APBN 2021 dipengaruhi oleh kondisi pandemi
Covid-19, di mana dalam masa pandemi ini sektor kesehatan mendapatkan perhatian
khususnya untuk penganggaran penanganan Covid-19. Anggaran Kemenkes (BA.024)

terkait penanganan Covid-19 digunakan untuk program vaksinasi, perawatan pasien,
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testing dan tracing, obat, dan insentif nakes, di mana program vaksinasi Covid-19 sendiri
dianggarkan sebesar Rp.35 Triliun. Anggaran pengadaan vaksin ini untuk memenuhi
kebutuhan vaksinasi dengan sasaran tenaga kesehatan, lansia, usia produktif, dan anak
12 -17 tahun. Pada akhir Desember 2021, sasaran vaksinasi bertambah dengan anak
usia 6-11 tahun. Penambahan Anggaran APBN 2021 tersebut juga digunakan untuk
Reformasi Sistem Kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan untuk kesinambungan
program JKN.

Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang
Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Capaian indikator ini sebesar 100% atau telah
mencapai target yang ditetapkan, yaitu 40%. Provinsi mampu melakukan perencanaan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM Provinsi yang terintegrasi dalam
dokumen perancanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA
Dinas Kesehatan Provinsi (pembiayaan APBD). Provinsi sebagai perpanjangan tangan
Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan SPM Bidang
Kesehatan Kab/Kota, lalu provinsi melaporakan pelaksanaan penerapan SPM paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Upaya yang dilakukan Setjen
dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan adalah membentuk sekretariat bersama
untuk mengikuti dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi bersama dengan K/L
teknis lain pengampu SPM, serta melakukan pembinaan dan pengawasan SPM Bidang
Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1213/2020 Tanggal 17 September 2020 Tentang Tim Sekretariat
Bersama Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Bidang Kesehatan.

Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai
dengan prioritas nasional di bidang kesehatan.

Realisasi Indikator Sasaran Strategis ini sebesar 91,8%, jauh melebihi target yang
ditetapkan vyaitu 40 %. Dari 34 provinsi, terdapat 31 provinsi (91,18%) yang telah
menganggarkan minimal 30% anggaran kesehatan bersumber APBD untuk mendukung
kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang dilakukan oleh Setjen untuk mendukung
sasaran strategis ini antara lain pembahasan/desk usulan kegiatan program prioritas yang
akan dimintakan dukungan ke daerah dengan unit utama, mengikuti dan berperan aktif
dalam Rakortekbang Kemendagri setiap awal tahun, evaluasi dan umpan balik
keselarasan program APBD dengan program Prioritas Nasional,

pembinaan/pendampingan penguatan provinsi dalam penyusunan perencanaan
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anggaran Kesehatan daerah dan mengikuti pelaksanaan evaluasi rancangan APBD
Provinsi di Kemendagri.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Target dari Indikator Sasaran Strategis ini adalah 78,69 dengan realisasi melebihi target
yaitu sebesar 92,2. Penilaian dilakukan di bulan September 2021 terhadap 8 area
perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, namun hasil
penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan belum diterima dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai dengan akhir bulan
Desember 2021. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan diterima pada tahun berikutnya (N+1). Oleh karena itu, nilai
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dari Kementerian PAN dan RB belum dapat
dicantumkan dalam dokumen laporan kinerja, sehingga dalam laporan ini menggunakan
nilai dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenkes yang
dilakukan oleh Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Jika
menggunakan hasil penilaian PMPRB, maka nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan sebesar 92,2, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 78,69,
dengan persentase pencapaian sebesar 117,16%. Keberhasilan capaian indikator Nilai
RB Kementerian Kesehatan pada Tahun 2021, diharapkan dapat berlanjut sampai
dengan akhir tahun Renstra 2020-2024.

Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan

Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes adalah 94,74 melebihi target yaitu 88. Angka ini diambil
pada hari terakhir penutupan aplikasi SMART-DJA Kementerian Keuangan yaitu tanggal
15 Januari 2022. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian diperoleh secara cascading
dari level Satker.

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan.
Target dari Indikator Sasaran Strategis ini yaitu 25 aplikasi dengan persentase realisasi
sebesar 100%. Pada tahun 2021 terdapat 25 aplikasi yang diidentifikasi terdapat pada

ASDK melalui proses integrasi dan data yang disajikan cukup baik sesuai periode data.
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Indikator Kinerja Program

A. Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Manajemen

No

Program

Sasaran

Indikator

Target

Capaian

%

Program
Dukungan
Manajemen

Meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan dan
pemberian
dukungan
manajemen
Kementerian
Kesehatan

Nilai Reformasi
Birokrasi
Kemenkes (Nilai)

78,69

92,2

117,16

Dukungan Pusat
dalam Penguatan
Manajemen
Bidang
Kesehatan
(Dokumen)

100

Persentase
provinsi yang
mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan
SPM Bidang
Kesehatan
provinsi dan
kabupaten/kota
(%)

40

40

100

Persentase
provinsi dengan
anggaran
kesehatan daerah
dalam APBD
yang sesuai
dengan prioritas
nasional di bidang
Kesehatan (%)

40

91,18

228
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No Program

Sasaran

Indikator

Target

Capaian %

Jumlah bahan
kebijakan teknis
pengembangan
pembiayaan
kesehatan dan
jaminan
Kesehatan
(dokumen)

2 2 100

Untuk Program Dukungan Manajemen, semua IKP telah mencapai target, bahkan 2 di antaranya

melebihi 100% yaitu pada indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes (Nilai)” dan “Persentase

provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional
di bidang Kesehatan (%)’”.

Indikator Kinerja Kegiatan

Penjelasan lebih detil untuk target dan capaian indikator pada masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut:

. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KESEHATAN
Tabel 3.5.1
Definisi Operasional dan Cara Perhitungan IKK
DEFINISI
SASARAN INDIKATOR OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN
Meningkatnya Nilai kinerja | Besarnya nilai kinerja | Nilai agregat dari nilai
kualitas penganggaran penganggaran yang | aspek implementasi
perencanaan Kementerian diperoleh melalui | (terdiri  nilai  realisasi,
dan Kesehatan perhitungan kinerja | konsistensi, efisiensi,
penganggaran menggunakan aplikasi | pencapaian keluaran dan
program SMART Kementerian | kesesuaian RPK-RPD),
pembangunan Keuangan yang | aspek manfaat dan aspek
kesehatan diformulasikan dari: konteks menggunakan
aplikasi SMART
1. Aspek Kemenkeu.

Implementasi yang
memperhitungkan

realisasi Anggaran,
konsistensi antara

RPD dan RPK,
Efisiensi dan
capaian keluaran
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SASARAN

INDIKATOR

DEFINISI
OPERASIONAL

CARA PERHITUNGAN

yang ditargetkan di
dalam RKA KL
secara tahunan

2. Aspek
yang
memperhitungkan
pencapaian
Indikator
Kegiatan (IKK),
Indikator Sasaran
Program/Indikator
Kinerja  Program
(IKP) dan Indikator
Sasaran Strategis
(ISS) yang ditarget
di dalam RENJA
K/L dan RENSTRA
K/L secara
tahunan.

3. Aspek
yang
memperhitungkan
relevansi,
kejelasan,
keterukuran
informasi  kinerja
dengan dinamika
masalah yang coba
dipecahkan melalui
intervensi program

Manfaat

Kinerja

Konteks

Persentase
provinsi yang
mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan
SPM bidang
Kesehatan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Jumlah Provinsi yang
mendapatkan
pendampingan
pembinaan
pelaksanaan
penerapan
Bidang

dan
dalam

SPM
Kesehatan
Provinsi dan SPM
Bidang Kesehatan
Kab/Kota. Penguatan
provinsi dilihat dari
kemampuan provinsi
dalam melakukan
perencanaan kegiatan

untuk pelaksanaan
SPM Bidang
Kesehatan Provinsi

Jumlah  Provinsi
mendapatkan
pendampingan dan
pembinaan dalam rangka
penyelenggaraan SPM
Bidang Kesehatan
Provinsi dan
melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan  SPM
Bidang Kesehatan
Kab/Kota dibagi 34
Provinsi dikalikan 100%

yang
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DEFINISI

SASARAN INDIKATOR OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN
yang terintegrasi
dengan berbagai
sektor dan/atau
sumber dana, dan
dalam melakukan

pendampingan dan
pembinaan Kab/Kota
dalam  pelaksanaan

SPM Bidang
Kesehatan Kab/Kota
Persentase Provinsi _ Jumlah Pr_ovm5| yang
Provinsi mengalokasikan mengalokasikan
rovinsi dengan - 0
anggaran anggaran APBD untuk anggaran minimal :_%0/0
kesehatan daerah Dinas Kesehatan | dari total anggaran Dinas
dalam APBD Provinsi dalam rangka | Kesehatan Provinsi, di
. | mendukung luar belanja pegawai,
yang sesuai . !
. pencapaian target | yang bersumber dari
dengan prioritas L .
nasional di bidang Prioritas NaS|ona! atau | APBD  dalam rgn_gka
target RPIJMN bidang | mendukung prioritas
kesehatan : Lo b
Kesehatan yang | nasional dibagi 34
ditetapkan setiap | Provinsi dikali 100%.
tahunnya dalam APBD
Provinsi
Tabel 3.5.2
Capaian IKK Tahun 2021
Sasaran/Sasaran : .
No. Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
1. Meningkatnya Nilai kinerja penganggaran 88 94,74
kualitas Kementerian Kesehatan
perencanaan dan | Persentase provinsi yang 40 40
penganggaran mendapatkan penguata
program dalam penyelenggaraan
pembangunan SPM Bidang Keseatan
kesehatan provinsi dan
Kabupaten/Kota
Persentase provinsi dengan 40 91,18

anggaran kesehatan daerah
dalam APBD yang sesuai
dengan prioritas nasional
bidang kesehatan

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
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1. Nilai Kinerja Penganggaran Kementerian Kesehatan

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Adanya komitmen kuat dari satuan kerja untuk mencapai target Nilai Kinerja
yang telah ditetapkan dan didukung dengan jumlah SDM yang cukup dan
berkompeten sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telat
dijadwalkan;

Satker telah menyiapkan strategi dan inovasi pelaksanaan kegiatan yang lebih
baik dari tahun sebelumnya walaupun masih pandemi Covid-19 dengan model
kegiatan daring atau gabungan dengan luring;

Dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala sehingga dapat
dilakukan deteksi dini permasalahan/kendala dan diberikan solusi perbaikan;
Dilakukan koordinasi yang baik kepada lintas sektor dan lintas program terkait;
Adanya komitmen pimpinan dan K/L koordinator untuk dilakukan pemantauan
dan pendampingan secara intensif untuk optimalisasi kinerja dan perbaikan
informasi kinerja pada aplikasi SMART;

Memberikan penghargaan/rewards bagi satuan kerja yang Nilai Kinerja Tinggi
dan Tingkat Kepatuhan yang baik melalui piagam penghargaan dari Menteri
Kesehatan yang dapat digunakan untuk menambahh Nilai SAKIP satuan
kerja;

Biro Perencanaan dan Anggaran dan Unit Eselon | terkait melakukan
bimbingan teknis terhadap beberapa satuan kerja di daerah yang memiliki

Nilai Kinerja masih rendah

Pada tahun 2021, target “Nilai Kinerja Penganggaran Kementerian Kesehatan” adalah

sebesar 88 dalam perhitungan kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan di

dalam aplikasi SMART-DJA Kementerian Keuangan. Hingga penutupan aplikasi

SMART-DJA tanggal 15 Januari 2022 oleh Kementerian Keuangan capaian nilai

kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 94,74.

46



Gambar 3.1

Dashboard SMART-DJA Kementerian Kesehatan per 15 Januari 2022

KEMENTERIAN KESEHATAN

Nilai Kinerja
94.74
Sangat Baik

100
100

89.47

50

Capaian Sasaran Strategis @ Rata Rata NKA Eselon

b) Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)

Pelaksanaan program dan kegiatan terkendala oleh karena terdapat beberapa
kali dilakukan efisiensi/refocussing anggaran sebanyak 7 kali sehingga
menghambat aktivitas satuan kerja;

Masih berprosesnya Revisi Renstra 2020-2024 dan revisi renja 2022, hal ini
juga berdampak pada terhambatnya rumusan informasi kinerja pada SMART
DJA.

Terdapat indikator yang merupakan indikator komposit dan melibatkan lintas
sektor sehingga sulit untuk dilakukan perhitungan capaian apabila pihak yang
turut bertanggung jawab dalam indikator tersebut tidak melaksanakan
kewajibannya;

Terdapat beberapa satker yang kurang dalam hal komunikasi antara operator
SMART dan pelaksana program sehinga pelaporan menjadi terlambat.
Kualitas evaluasi program masih berfokus pada capaian output dan
penyerapan anggaran dan belum fokus pada analisis keterkaitan kausalitas
antara kegiatan-kegiatan dengan sasaran strategis Kementerian dan sasaran

program yang akan dicapai oleh organisasi.
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¢) Pemecahan Masalah

1)
2)

3)

4)

5)

Percepatan penyelesaian revisi Renstra 2020-2024 Kementerian Kesehatan;
Koordinasi secara intensif lintas sektor pada tahun berjalan sehingga dapat
terus dikawal proses pencapaian pelaksanaan target untuk indikator komposit;
Melakukan pendampingan/bimbingan teknis kepada satuan kerja pusat,
daerah dan UPT untuk yang memiliki Nilai Kinerja rendah.

Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di unit
organisasi serta mendorong unit organisasi agar menindaklanjuti rekomendasi
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan budaya
kinerja tinggi di tingkat unit organisasi;

Meningkatkan kualitas evaluasi program di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang berfokus pada hasil/outcome program dan keterkaitan
kausalitas antara kegiatan-kegiatan dengan sasaran strategis kementerian

dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Melakukan percepatan penyelesaian revisi Renstra 2020-2024 Kementerian
Kesehatan dengan pertemuan-pertemuan pembahasan secara lebih intensif;
Indikator komposit yang melibatkan lintas sektor di masa yang akan datang
perlu dilakukan koordinasi secara intensif lintas sektor pada tahun berjalan
sehingga dapat terus dikawal proses pencapaian pelaksanaan target;
Meningkatkan lebih banyak jumlah lokasi pendampingan/bimbingan teknis
kepada satuan kerja pusat, daerah dan UPT untuk yang memiliki Nilai Kinerja
rendah.

Mempertimbangkan keterukuran, ketercapaian, keberlanjutan, pelaksanaan
kinerja yang berorientasi outcome dan indikator kinerja sesuai tujuan dan
sasaran strategis Kementerian Kesehatan agar memenuhi kriteria SMART,;
Unit utama menyusun RAP selaras dengan Renstra Kementerian Kesehatan;
Membuat logframe program di unit utama mulai input, proses, output,
outcome, impact;

Mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi dengan cara mensinkronisasi dan
mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi
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2. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM

bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

Komitmen daerah cukup tinggi untuk terlibat aktif pada penguatan penerapan
SPM bidang Kesehatan Adanya kebijakan DAK bidang kesehatan yang
diarahkan untuk mendukung penerapan SPM bidang kesehatan di daerabh;
Koordinasi yang sudah terbangun dengan baik dengan Bappenas dan
Kemendagri untuk mendukung penguatan daerah;

Peran aktif kemendagri dan Bappenas dalam menyelenggarakan koordinasi
yang melibatkan K/L pengampu SPM.

b) Permasalahan

1)
2)

3)
4)

Penentuan data sasaran/target SPM di daerah yang masih menjadi kendala;
Pemanfaatan aplikasi Siscobidkes (P2JK) untuk membantu menyusun
perkiraan kebutuhan anggaran penerapan SPM di daerah belum optimal,

Inovasi daerah dalam pemanfaatan sumber-sumber anggaran kurang optimal;
Sudah terdapat koordinasi antar K/L melalui forum sekber baik oleh
Kemendagri dan Bappenas; namun belum optimal terkait sistem informasi
berbagi data untuk pelaporan atau pencapaian indikator SPM (aplikasi

monevwas SPM - Kemendagri).

¢) Pemecahan Masalah

1)

2)

Perlu ada bimtek secara lebih intens dalam mensosialisasikan dan melatih
daerah untuk mengidentifikasi sasaran dan kebutuhan serta menyusun
dokumen perencanaan penganggaran untuk penerapan SPM;

Perlu dibahas dan disepakati antar KL untuk menentukan satu sistem
informasi (aplikasi) yang dapat digunakan sebagai wadah pelaporan capaian
indikator SPM dan diakses oleh seluruh KL sebagai bentuk monev terpadu;

d) Rencana Tindak Lanjut

1)
2)

3)

Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Daerah;
Koordinasi dengan unit teknis Kemenkes dalam membantu daerah untuk
menerapkan SPM;

Diusulkan untuk dibahas pada rapat-rapat koordinasi selanjutnya.
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3. Persentase Provinsi dengan anggaran Kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai

dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

Upaya koordinasi, intergrasi dan sikronisasi yang dlaksanakan secara
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sinergitas berbagai kebijakan,
upaya dan alokasi sumberdaya dalam menyusun perencanaan pembangunan
kesehatan pada setiap tingkatan pemerintahan dan satuan kerja.
Terbangunnya komitmen bersama antara para stakeholder yang semakin
kuat, baik dari tingkat pemerintahan pusat sampai tingkat pemerintahan
daerah, untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumberdaya bagi
pemecahan permasalahan kesehatan yang ditujukan pada upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk dukungan
anggaran untuk program prioritas nasional bidang kesehatan.

Regulasi dan kebijakan pemerintah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh
Kementerian\Lembaga terkait yang semakin relevan dalam memberikan
arahan pedoman perencanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan
pada setiap tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah, seperti
peraturan perundang-undangan penyusunan perencanaan  dan
penganggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan dan

regulasi di daerah.

b) Permasalahan

1)

2)

3)

Usulan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Krisna Selaras yang
diusulkan pada pelaksanaan Rakortekrenbang untuk dibahas dalam Desk
Musrenbangnas Tahun 2021 cukup banyak sedangkan waktu untuk desk
terbatas;

Pendeknya tenggat waktu sosialisasi dan penginputan usulan melalui aplikasi
KRISNA-SELARAS;

Partisipasi daerah belum optimal dalam mengusulkan APBD untuk urusan
kesehatan yang mendukung Program Prioritas Nasional di aplikasi Krisna
Selaras sehingga perencanaan antara yang di biaya APBN dan APBD belum

terpetakan;
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4)

Usulan daerah masih belum selaras dengan program pusat, dikarenakan
pelaksanaan Desk tidak diawali dengan sosialisasi atau penetapan menu
program/kegiatan dekonsentrasi ke daerah

c¢) Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

Pembahasan usulan kegiatan difokuskan pada Program Prioritas dan
dilakukan pilot project diskusi online melalui Sistem Informasi KRISNA-
SELARAS untuk beberapa proyek prioritas dan beberapa provinsi pilihan.
Mengikuti dan berperan aktif dalam Rakortekrenbang Kemendagri setiap awal
tahun.

Evaluasi dan umpan balik keselarasan program ABPD dengan Program
Prioritas Nasional.

Pembinaan/pendampingan  penguatan Provinsi dalam penyusunan

perencanaan anggaran kesehatan daerah.

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

4)

5)

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi pembahasan daerah
dalam rangka mengoptimalkan aspirasi daerah dan mengadakan diskusi
online melalui Sistem Informasi KRISNA-SELARAS dapat diterapkan untuk
semua provinsi sebelum pelaksanaan forum Musrenbangnas dengan
memberikan tenggat waktu yang cukup;

Perlu dipertimbangkan lagi mekanisme desk dalam Rakortekrenbang agar
lebih fokus pembahasanya dan dengan tenggat waktu yang cukup;
Penyusunan Menu kegiatan dekonsentrasi diharapkan disusun lebih awal dari
jadwal penelitian RKAKL, sehingga ada waktu menelaah usulan menu
kegiatan yang diusulkan dan perlunya diadakan sosialisasi terhadap menu-
menu kegiatan pusat yang akan didukung pelaksanaanya oleh daerah;
Pembinaan/pendampingan  penguatan Provinsi dalam penyusunan
perencanaan anggaran kesehatan daerah.

Mengikuti pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBD Provinsi di Kementerian

Dalam Negeri.
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Il. KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Sasaran kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian adalah terwujudnya penataan ASN

Kemenkes sesuai kompetensi jabatan dengan indikator, definisi operasional dan cara

perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1

Definisi Operasional dan Cara Hitung

Kesehatan yang
memiliki
kompetensi
sesuai dengan
standar
kompetensi
jabatan

terakhir dengan hasil
nilai kompetensi minimal
80% dari standar
kompetensi jabatan

DEFINISI
SASARAN INDIKATOR OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN
Terwujudnya | Persentase Persentase Pejabat | Jumlah Pejabat Pimpinan
penataan ASN | Pejabat Pimpinan Tinggi dan | Tinggi, Pejabat
Kemenkes Pimpinan Tinggi, | Pejabat Administator | Administrator dan
sesuai Pejabat dan Pengawas di | Pengawas di lingkungan
kompetensi Administrator lingkungan Kemenkes | Kementerian  Kesehatan
jabatan dan Pejabat yang sedang menduduki | yang sedang menduduki
Pengawas di jabatan dan telah | jabatan dan telah mengikuti
lingkungan mengikuti uji kompetensi | uji kompetensi dalam 3
Kementerian dalam 3 (tiga) tahun | (tiga) tahun terakhir dengan

hasil nilai kompetensi
minimal 80% dari standar
kompetensi jabatan dibagi
dengan Jumlah Pejabat

Pimpinan Tinggi, Pejabat
Administrator dan
Pengawas di lingkungan
Kementerian  Kesehatan

yang sedang menduduki
jabatan dan telah mengikuti
uji kompetensi dalam 3
(tiga) tahun terakhir dikali
100%

Persentase PNS
di lingkungan
Kementerian
Kesehatan yang
menduduki
Jabatan
Fungsional

Persentase PNS di
lingkungan Kementerian
Kesehatan yang

diangkat (inpassing, alih
jabatan dan
pengangkatan pertama)
dalam jabatan
fungsional  kesehatan
dan non kesehatan
sesuai dengan

kompetensinya

Jumlah pemangku jabatan
fungsional kesehatan dan
non kesehatan dibagi
dengan jumlah pejabat
pelaksana dan pejabat
fungsional kesehatan dan
non kesehatan
dilingkungan Kementerian
Kesehatan dikali 100%
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DEFINISI
SASARAN INDIKATOR OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN
Ti Tingkat kepuasan | Penilaian Kepuasan
ingkat . !
Kepuasan penerima Iaya_nan_ Layanan Kepegawaian
terhadap kgpe_gawalan, meliputi | menggunakan skal_a likert
Layanan pimpinan satker, | (1sdb). Ca_lra perhltung_an_
Kepegawaian pengelola adalah jumlah nilai
kepegawaian, dan | terbobot seluruh
pejabat fungsional | responden dibagi dengan
Anpeg terhadap | total jumlah responden
layanan kepegawaian
di lingkungan
Kementerian
Kesehatan
Tabel 3.6.2
Capaian Indikator Tahun 2021
Sasaran Indikator Target Realisasi
Terwujudnya Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 78% 84,24
penataan ASN | Pejabat Administrator dan Pejabat
Kemenkes Pengawas di lingkungan Kementerian
sesuai Kesehatan yang memiliki kompetensi
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
jabatan jabatan
Persentase @ PNS di lingkungan 64% 68,67
Kementerian Kesehatan yang
menduduki Jabatan Fungsional
Tingkat Kepuasan terhadap Layanan 4,1 3,08
Kepegawaian

Analisis pencapaian terhadap masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar kompetensi jabatan

a)

Faktor Keberhasilan
1) Proses pelaksanaan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan atau BAPERJAKAT dengan mempetimbangkan hasil
penilaian kompetensi
2) Dalam proses pengisian jabatan eselon | dan Il yang dilakukan oleh Panitia

Seleksi Terbuka (PANSEL) salah satu pertimbangan utama adalah
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b)

3)

4)

penilaian kompetensi dengan standar penilaian sesuai jabatan yang akan
diduduki

Melakukan pemanggilan pejabat yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM)

Melakukan penilaian kompetensi (assessment) kepada seluruh pejabat
struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan secara bertahap tiap

tahunnya

Permasalahan

1)

2)

3)

4)

Belum seluruh pegawai telah dilakukan penilaian kompetensi dikarenakan
keterbatasan anggaran.

Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi yang belum terencana
dengan baik.

Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan dari setiap proses
yang dilakukan dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

Perlu penyesuaian peraturan yang ada dan peraturan yang sedang direvisi

dengan peraturan baru.

Pemecahan Masalah dan Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi

hambatan/ kendala adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Pelaksanaan penilaian Kompetensi sebagai dasar pembagian
kewenangan pelaksanaan penilaian kompetensi;

Perlu disusun perencanaan pengembangan kompetensi (pendidikan dan
pelatihan) baik untuk kebutuhan individu ataupun organisasi serta
pelaksanaannya yang terstruktur dan terjadwal dengan jelas;

Perlu dibangun unit assessment center untuk penetapan kompetensi
berbasis teknologi informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Kesehatan;

Perlu segera dilakukan pengisian jabatan melalui manajemen talenta
karena telah ditetapkannya penilaian Sistem Merit dengan kategori sangat
baik;

Penyusunan Pola Karir Kementerian Kesehatan dan pola pengembangan

karier.

54



2. Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki

Jabatan Fungsional

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Penerapan Kebijakan dan percepatan pengangkatan Jabatan fungsional
melalui Inpassing.

Percepatan pengangkatan Jabatan fungsional melalui pengangkatan
pertama dan alih jabatan.

Pengembangan SILK Jabfung dan SILK Usul sesuai dengan
perkembangan peraturan kepegawaian;

Pembuatan aplikasi online untuk usul ralat SK dan TBR (Tenaga Bahaya
Radiasi);

Pelaksanaan paper-less aplikasi SILK Jabfung dan SILK arsip;

Pelantikan Jabatan Fungsional.

b) Faktor Penghambat

1)

2)

3)

4)

Banyaknya Pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Inpassing Jabatan
Fungsional.

Adanya ketentuan untuk beberapa Jabatan Fungsional tertentu yang
mewajibkan lulus Diklat Fungsional.

Penataan pegawai (distribusi, mutasi, rotasi) saat ini belum seluruhnya
menyesuaikan dengan peta jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor
41 tahun 2018;

Belum ditetapkan kebijakan internal tentang pengembangan kompetensi
jabatan fungsional kesehatan;

¢) Pemecahan Masalah dan Upaya Tindak Lanjut

1)
2)
3)
4)

Melaksanakan penilaian Uji Kompetensi Jabfung secara berjenjang;
Menyusun standar kompetensi teknis;

Melakukan pembinaan terhadap tim penilai angka kredit;

Melaksanaan sertifikasi bagi tim penilai UKOM dan PAK bersama Puskat
Mutu.

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian

a) Faktor Keberhasilan

1)

Pengumpulan data dilakukan melalui survei online (kuantitaif) dan

selanjutnya dilakukan Online Focus Group Discussion
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2)

Hasil survei kepuasan layanan kepegawaian sudah melebihi yang

ditargetkan yaitu sebesar 3,08 (kategori baik)

b) Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Berdasarkan hasil survey aspek waktu penyelesaian dan kualitas hasil
layanan menjadi perhatian

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh pengelola
kepegawaian Satker

Tidak adanya informasi terkait persyaratan dalam pengurusan layanan
kepegawaian

Kurangnya informasi yang diberikan melalui sosial media (Instagram,
Facebook, Twitter, WhatsApp dst

Tampilan website informasi Biro Kepegawaian sulit untuk digunakan
Website informasi Biro Kepegawaian sering mengalami gangguan
Pelaksanaan survey sudah menggunakan skala 1 s/d 4 namun untuk target
masih mengacu pada IKK lama dengan skala 1 s/d 5

Masih adanya nilai hasil survey yang dibawah kategori baik

¢) Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

1)

2)
3)

. PEMBINAAN
NEGARA

Menyusun strategi perbaikan sistem layanan kepegawaian berdasarkan
importance performance analysis
Menyusun jadwal pelaksanaan perbaikan system

Monitor pelaksanaan perbaikan layanan sesuai jadwal

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK

Sasaran kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara

adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN) serta

pelaksanaan pengadaan barang/jasa kementerian kesehatan secara efektif, efisien dan

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dengan indikator, definisi operasional dam cara

perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.7.1
Definisi Operasional dan Cara Hitung

DEFINISI CARA
= STASTAlRIAIN IMBHNARCIR OPERASIONAL PERHITUNGAN
1 | Meningkatnya Kualitas | Persentase Persentase Ketepatan | Jumlah  Satuan
Pengelolaan Keuangan | ketepatan seluruh satuan kerja | Kerja Aktif
dan Barang Milik | waktu menyampaikan (Penerima DIPA
Negara (BMN) serta | penyampaian Laporan Keuangan ke | Kemenkes Tahun
pelaksanaan Rekonsiliasi dalam aplikasi | Berjalan)  yang

Pengadaan Barang/jasa | Laporan e-Rekon&LK setiap | melakukan
Kementerian Kesehatan | Keuangan bulannya dalam rangka | upload data
secara Efektif, Efisien | Satuan Kerja proses rekonsiliasi data | keuangan dalam
dan transaksi keuangan | aplikasi E-

Dipertanggungjawabkan dan penyusunan | Rekon&LK
Sesuai Ketentuan Laporan Keuangan | secara tepat
sesuai dengan batas | waktu Jumlah

waktu yang ditetapkan
Kementerian Keuangan

satuan Kerja di
Kemenkes RI

dikali 100
Persentase Persentase = Capaian | Jumlah realisasi
Capaian Realisasi Paket | paket pengadaan
Realisasi Pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan Barang/jasa Satker dibagi
Pengadaan keseluruhan (Tender, | Total Paket
Barang/Jasa e-Purchasing dan | Pengadaan
Penunjukan Langsung) | Barang/Jasa
yang sedang diproses, | yang ada dalam
dalam pelaksanaan | SIRUP dikali 100
dan yang telah kontrak
Persentase persentase satker | Jumlah satker
jumlah  satker | kantor pusat dan kantor | kantor pusat dan
kantor Pusat | daerah diluar Badan | kantor daerah
dan Kantor | Layanan Umum | dengan nilai
Daerah dengan | dengan nilai Indikator | Indikator Kinerja
Nilai Indikator | Kinerja  Pelaksanaan | Pelaksanaan
Kinerja Anggaran (IKPA) >=80 | Anggaran (IKPA)
Pelaksanaan >= 80 dibagi
Anggaran jumlah satker
(IKPA) >=80 Kantor Pusat dan
Kantor Daerah
dikali 100
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DEFINISI CARA
NO STASTAGEA LIBLS IR OPERASIONAL PERHITUNGAN
Persentase nilai | Persentase nilai | Total Nilai Barang

Barang Milik
Negara (BMN)
yang telah
mendapatkan
Surat
Keputusan
Penetapan
Status

Barang Milik Negara
(BMN) Kementerian
Kesehatan yang telah
mendapatkan Surat
Keputusan Penetapan
Status Penggunaan
(SK PSP),
sebagaimana tercatat

Milik Negara
(BMN) pada 1
(satu) tahun

sebelumnya yang
telah
mendapatkan
Surat Keputusan
Penetapan Status

Penggunaan dalam Sistem Informasi | Penggunaan (SK
(SK PSP) | Manajemen Aset | PSP) dibagi total
sesuai Negara (SIMAN) dan | Nilai Barang milik
ketentuan diperoleh pada 1 (Satu) | negara (BMN)
tahun sebelum tahun |pada 1 (satu)
berjalan tahun sebelumnya
dikali 100
Tabel 3.7.2
Capaian Indikator 2021
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Target | Realisasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan Persentase ketepatan waktu 100 100
keuangan dan Barang Milik Negara penyampaian rekonsiliasi
(BMN) serta Pengadaan barang/jasa laporan keuangan satuan kerja
Kementerian Kesehatan secara efektif,
ef|5|en dan dipertanggungjawabkan Persentase capaian realisasi 96 71
sesuai ketentuan
pelaksanaan pengadaan
barang/Jasa
Persentase jumlah satker 70 90
kantor pusat dan kantor daerah
dengan nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
>=80
Persentase nilai Barang Milik | 100 92
Negara (BMN) vyang telah
mendapatkan Surat Keputusan
Penetapan Status
Penggunaan (SK PSP) sesuai
ketentuan
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Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

1. Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan

kerja

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga
yang menyatakan bahwa apabila satuan kerja tidak menyampaikan laporan
keuangan secara tepat waktu dan berkualitas akan dikenakan sanksi berupa Surat
Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat
pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang
ditentukan

Komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam melaporkan dan
menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka mendukung
perolehan opini WTP atas LK yang berkelanjutan.

Membuat Juklak Surat Edaran nomor HK.02.02/11/21866/2021 Tentang Kebijakan
Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan
Membuat Juknis nomor KU.04.04/11/22171/2021 Tentang Langkah-Langkah
Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian
Kesehatan

Membuat surat edaran nomor KU.04.02/11/15611/2021 tentang penerapan dan
penilaian PIPK kemenkes tahun 2021 agar berfokus pada akun signifikan yang
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengoptimalan aplikasi erekon sehingga dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian
lebih dini.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan maka memberikan reward kepada satker kategori
BLU dan Non BLU, serta petugas penyusun terbaik pada kategori BLU, Non BLU,
tingkat Wilayah dan tingkat Eselon 1 terbaik pada Hari Kesehatan Nasional tahun
2021
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b) Permasalahan

1)

2)

3)

4)

Penerapan Metode Penilaian Persediaan First In First Out (FIFO) Sejak
penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun
2020, Pemerintah menggunakan metode HPT (Harga Perolehan Terakhir) dalam
menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode
HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020, Pemerintah akan menerapkan
metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Adapun penjelasan lebih
lanjut terkait penerapan metode penilaian FIFO dituangkan dalam lampiran surat
Dirjen Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021. Pada
Kementerian Kesehatan terhadap satker-satker yang menggunakan Aplikasi
Persediaan BLU karena aplikasi tersebut belum di update sesuai metode FIFO
sehingga Laporan Persediaan yang tersaji masih menggunakan metode penilaian
harga perolehan terakhir.

Dalam rangka merespons pandemi COVID 19, Kementerian Kesehatan juga
secara adaptif melakukan proses revisi anggaran dalam rangka tanggap atas
kebutuhan dalam rangka penanganan COVID 19, hal ini menyebabkan proses
revisi yang dinamis sehingga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan
anggaran

Adanya pembatasan kegiatan tatap muka, sehingga penelusuran
dokumen/konfirmasi terkait penyajian data dan informasi pada Laporan Keuangan
mengalami beberapa kendala apabila ditemukan permasalahan.

Masih ditemukan permasalahan Kualitas penyajiian data dalam LK yang di
rekonsiliasi kedalam e-Rekon & LK misalnya kesalahan Penggunaan akun dalam

perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

Pengoptimalan penggunaan media online dalam proses pencapaian kinerja dan
penyajiian Laporan Keuangan yang berkualitas antara lain pengungkapan dampak
dan penanganan pandemi Covid-19 setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan
secara memadai

Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta analisis kualitas LK dalam e-
Rekon & LK

Melakukan koordinasi dengan satker dan eselon 1 terkait apabila ditemukan

permasalahan hasil Monev dan analisisi LK untuk segera dituntaskan atau koreksi
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4)

Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu selaku pembina Kemenkes apabila

permasalahan yang ditemukan penuntasan perlu dilaksanakan oleh Kemenkeu

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Peningkatan koordinasi dengan satker dan eselon 1 serta kementerian keuangan
dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi secara tepat waktu dan penyajiian LK yang
lebih berkualitas

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi LK dan
analisis serta pelaksaaan telaahan LK secara berjenjang dilakssanakan secara
konsisten setiap bulannya

Peningkatan Kapasitas SDM penyusun Laporan Keuangan melalui pelatihan,

seminar dan Workshop

2. Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

a) Faktor Keberhasilan

b)

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Kepatuhan satker dalam pengisian RUP pada aplikasi SIRUP yang cukup baik
Perubahan Kebijakan Pemanfaatan anggaran di lingkungan Kemenkes

Terdapat paket pengadaan bagi kantor daerah/dekonsentrasi dengan nominal yg
besar namun karena pengadaannya dilaksanakan dipusat sehingga memakan
waktu lama bagi kebutuhan tersebut sampai di kantor daerah/dekonsentrasi
Pengadaan dengan metode diluar aturan pengadaan barang/jasa pemerintah
seperti penyediaan vaksin dan distribusinya tidak dicatat secara realtime.
Koordinasi yang intensif dan optimal dengan Unit Utama dan LKPP

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dalam kepatuhan satker dalam
penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Non Tender terbanyak di
lingkungan Kementerian Kesehatan maka memberikan reward kepada satker
kategori Pagu di bawah 100 Milliar dan di atas 100 Milliar tahun 2021.

Permasalahan

1)

2)

3)

Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada terjadinya lelang ulang dan
tidak terlaksana

Terlambatnya pelaksanaan PBJ yang disebabkan oleh terlambatnya penyiapan
dokumen PBJ dan kualitas dokumen PBJ

Perencanaan dan pelaksanaan PBJ Pra DIPA masih belum optimal
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d)

4)

5)

Banyak pelaksanaan paket PBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan
melalui mekanisme PBJ dengan kondisi darurat, sehingga banyak realisasi PBJ
tidak terekam melalui sistem.

Terdapat pengadaan barang/jasa yang dikecualikan atau tidak menggunakan
regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaannya juga dilakukan
tanpa menggunakan sistem pengadaan. Pengadaan dikecualikan dan darurat
contohnya adalah pengadaan vaksin Covid-19 yang merupakan penugasan

khusus dibawah Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 beserta perubahannya

Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Berkoordinasi dengan LKPP terkait kebijakan updating aplikasi agar tidak
menghambat proses pelaksanaan PBJ

Peningkatan kualitas SDM terkait pemahaman dan penyusunan dokumen PBJ
Sosialisasi dan koordinasi dengan para pelaku PBJ di lingkungan Kemenkes untuk
mengurangi lelang ulang dan proses gagal lelang

Melakukan advokasi kepada pimpinan untuk mendorong pengelola PBJ
melakukan inovasi dalam proses PBJ seperti kontrak payung, pengadaan melalui
e catalogue dan/atau e purchasing Rencana Tindak Lanjut

LKPP sudah menyiapkan aplikasi untuk pencatatan sesuai dengan Surat Edaran
Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pencatatan pengadaan
darurat pada SPSE

Membuat surat edaran nomor KN.01.04/3/3135/2021 tanggal 22 Oktober
2021 tentang pemanfaatan Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (BELA

Pengadaan) untuk metode pengadaan langsung.

Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Sosialisasi dalam penggunaan aplikasi SIRUP vyang efektif, dengan
menindaklanjuti paket RUP yang sudah diumumkan ke tahapan pengadaan
selanjutnya dengan aplikasi pengadaan elektronik (SPSE/E-Katalog/BELA
Pengadaan)

Sosialisasi dan bimbingan teknis khusus untuk pengadaan dengan metode
pengadaan langsung dan penunjukan langsung, agar memanfaatkan sistem
pengadaan untuk pelaksanaannya

Mengundang pelaku usaha UMKM untuk mendaftar di LPSE, agar dapat dilakukan

pencatatan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukannya
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4)

Meninjau ulang kembali Definisi Operasional dan target atas indikator capaian IKK,
dengan hanya memperhitungkan pengadaan dengan metode Tender, Tender
Cepat, Seleksi, dan E-Purchasing agar hasil yang dicapai lebih optimal.

3. Persentase jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80

a) Faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja

1)

2)

3)

4)

Menyelenggarakan pertemuan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021 pada
bulan januari 2021 dengan mengundang seluruh kepala satker kantor pusat dan
kantor daerah di lingkungan Kementerian Kesehatan

Penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar
(force majeure) yang disebabkan oleh risiko penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), serta memperhatikan pengaturan mengenai penilaian IKPA
belanja K/L sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020
tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA K/L dan ditindaklanjuti dengan Surat
Kepala Biro Keuangan a.n. Sekretaris Jenderal Nomor KU.03.01/1/858/2020 Hal
Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA Tahun 2020 pada Aplikasi OM SPAN Tanggal
23 Maret 2020

Penerapan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-614/PB/2020
tanggal 17 Juli 2020 bahwa, dalam rangka memasuki tatanan normal baru(new
normal), menjaga tata kelola (govermance) pelaksanaan anggaran, serta
mendorong akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan covid -19 dan
pemulihanan nasional, maka Kebijakan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) tahun 2020 yang sebelumnya 'tidak dilakukan penilaian",
sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020
tanggal 23 Maret 2020 tentang kebijakan Realisasi Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dinyatakan akan "dilakukan penilaian
kembali" mulai Triwulan Il tahun 2020.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-682/PB/2020 tanggal 14
Agustus 2020 hal Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja
dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, disampaikan Pimpinan Satuan Kerja
agar memastikan percepatan penggunaan anggaran pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pencairan dana dalam rangka mendukung

pemulihan ekonomi nasional
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b)

5)

6)
7

Outstanding kontrak juga terealisasi pada triwulan IV dengan jumlah yang cukup
signifikan terhadap pagu, menyebabkan kenaikan angka capaian IKPA khususnya
pada indikator "Penyerapan Anggaran” dan "Halaman Ill DIPA”

Reformulasi perhitungan Indikator IKPA

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan
metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) memberikan reward
kepada satker kategori Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi dengan
nilai IKPA terbaik pada Triwulan 3 tahun 2021

Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

Awal triwulan satu pada aplikasi SPAN menu MONEV PA belum dapat digunakan
karena adanya perubahan formulasi penilaian IKPA 2021, sehingga Kementerian
Kesehatan tidak dapat memonitor dan mengevaluasi perolehan nilai IKPA.

Pagu yang baru dapat digunakan secara efektif pada pertengahan triwulan
menyebabkan turunnya indikator penyerapan anggaran yang cukup besar.
Indikator penyerapan anggaran memiliki bobot terbesar kedua setelah Capaian
Output sebesar 15.00 (memiliki sumbangsih 15% terhadap nilai total perolehan
IKPA)

Indikator Capaian Output merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2021
dengan bobot terbesar yakni 17,00 dari 13 Indikator. Adapun Indikator Capaian
Output terkoneksi langsung dengan aplikasi SAS dan harus diunggah ke aplikasi
SPAN

Rendahnya nilai indikator Halaman Il DIPA disebabkan oleh kondisi yang belum
memungkinkan untuk beberapa kegiatan dan kondisi pandemi

Terdapat penambahan pagu pada bulan September 2021 >20 T

Beberapa satker dengan pagu besar terkonsentrasi pada pelaksanaan Program
PC-PEN

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-
kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan
melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi
anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel.

Indikator Capaian Output yang belum terisi pada sebagian besar Satker di

lingkungan Kemenkes
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c) Pemecahan Masalah

1)

2)
3)

4)

Sosialisasi Indikator Capaian Output ke satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan

Optimalisasi Penerapan kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021
Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan satker, unit utama
serta Ditjen Perbendaharaan dan KPPN

Redefinisi dan perubahan pembobotan IKPA

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan dengan KPPN dan
Ditjen Perbendaharaan;

Meningkatkan pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi petugas
pengelola anggaran satker

Penguatan Evaluasi dan Monitoring tiap bulan kepada seluruh unit utama beserta
UPT vertikal

4. Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat

Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan

a) Faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja

1)

2)

3)

4)

5)

Membuat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/111/976/2020 tentang
Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Perolehan 1 Tahun Sebelum
Tahun Berjalan

Membuat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor KN.02.07/11/11832/2021
tentang Penertiban Aset Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan poin 13 dan poin 14 untuk melakukan update
data terkait Pengelolaan BMN dalam aplikasi SIMAN serta e-BMN dan
menyampaikan hasil update setiap triwulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021
Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan tata Kelola BMN, terutama
dalam penetapan status penggunaan BMN

Koordinasi yang baik antara satker dan Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan
Lelang (KPKNL) terkait penerbitan SK PSP BMN

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan
Laporan BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan maka memberikan reward
kepada petugas penyusun Laporan BMN terbaik kategori Satker BLU, Non BLU,
tingkat Wilayah dan tingkat Eselon 1 tahun 2021
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b) Permasalahan

d)

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Terdapat salah akun belanja, yang secara substansi seharusnya menggunakan
akun belanja barang (526xxx) barang tersebut diserahkan ke daerah, tetapi satker
menggunakan akun belanja modal (532xxx)

Terdapat alih status penggunaan BMN dari Kemenkes kepada K/L lainnya
Terdapat realisasi belanja ATR (Aset Tetap Renovasi) yang tidak termasuk dalam
objek yang di PSP-kan

Terdapat hibah masuk dari Hibah Luar Negeri untuk Covid-19 dan dicatat sebagai
aset tetap, kemudian BMN tersebut langsung dihibahkan kepada pihak ketiga
(Pemda, dinkes prov/kab/kota, RSUD, RS Swasta dan faskes)

Proses PSP satker pada Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang
(KPKNL) setempat kurang optimal akibat dari pandemi Covid-19

Adanya rotasi Pengelola BMN di satker sehingga proses penyiapan data dukung

PSP menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan

Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Melakukan identifikasi penggunaan akun belanja disetiap satuan kerja, supaya
tidak terjadi kesalahan penganggaran dalam penggunaan akun

Melakukan Pembinaan secara berkala kepada satker agar barang yang
bersumber dari donasi tidak dicatat sebagai aset tetap tetapi dicatat sebagai
barang konsumsi

Melakukan Identifikasi terhadap ATR agar dipisahkan dari BMN yang di PSP-Kan
Kemenkes akan berkoordinasi dengan K/L lain terkait dengan proses alih status
penggunaan barang tersebut

Mengoptimalkan Pengunaan Aplikasi e-BMN

Koordinasi secara intens dengan satker dan Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara

dan Lelang (KPKNL) melalui media online terkait PSP

Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Kemenkes akan membuat peraturan terkait kebijakan pengalihan status
penggunaan BMN serta melakukan monev pengelolaan BMN khususnya terkait
PSP

Identifikasi terhadap penggunaan akun dan ATR agar terpisah dari nilai BMN yang
harus di PSP-kan

Mewajibkan pengunaan aplikasi e-BMN untuk menginput data usulan PSP agar

termonitor secara intensif
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4) Melakukan pembinaan kepada satker yang belum bisa/kurang memahami apliksi

E-BMN

5) Diusulkan agar adanya sanksi kepada satker yang tidak melakukan PSP

berupa penolakan RKBMN terhadap BMN yang belum mendapat SK PSP

IV. PERUMUSAN PRODUK HUKUM DAN ORGANISASI

Sasaran kegiatan perumusan produk hukum dan organisasi adalah peningkatan produk

hukum dan organisasi yang berkualitas. Indikator kinerja kegiatan Perumusan produk hukum

dan organisasi dengan nomenklatur indikator, definisi operasional dam cara perhitungan IKK

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.1

Definisi Operasional dan Cara Hitung

SASARAN INDIKATOR

DEFINISI
OPERASIONAL

CARA PERHITUNGAN

Peningkatan Jumlah peraturan

produk hukum dan | perundang-
organisasi yang | undangan dan
berkualitas produk hukum lain

bidang kesehatan
yang disusun

Jumlah RUU, RPP,
R.Perpres/R.Inpres

yang telah diajukan ke
Kementerian  Hukum
dan HAM untuk
dilakukan harmonisasi,
Permenkes dan
Kepmenkes strategis
mendukung  prioritas
nasional yang telah
diundangkan atau
ditetapkan, MoU dan
PKS yang ditangani

Jumlah RUU, RPP,
Perpres/ R.Inpres yang
telah diajukan ke
Kementerian Hukum dan
HAM  untuk  dilakukan
harmonisasi dalam satu
tahun anggaran dan/atau
telah selesai menjadi UU,
PP, Perpres/inpres pada
tahun-tahun berikutnya +
Jumlah  Permenkes  +
Kepmenkes strategis
mendukung prioritas
nasional (Kepmenkes yang
memiliki substansi
pengaturan dan tidak
termasuk Kepmenkes yang
bersifat individual konkrit
seperti Kepmenkes
mengenai pembentukan
tim/panitia/kelompok
kerja/komite/dewan
pengawas) yang
diundangkan atau
ditetapkan dalam satu
tahun anggaran + MoU dan
PKS yang ditangani dalam
satu tahun anggaran.

telah
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SASARAN

INDIKATOR

DEFINISI
OPERASIONAL

CARA PERHITUNGAN

Jumlah produk
penataan
organisasi dan
tatalaksana serta
fasilitasi
pelaksanaan

Jumlah usulan
penataan organisasi,
tatalaksana, dan
analisis jabatan, serta
fasilitasi pelaksanaan
atau evaluasi

Jumlah usulan penataan
organisasi ke lintas sektor
terkait + produk
ketatalaksanaan

berdasarkan bisnis proses
dan analisis jabatan yang

reformasi birokrasi | reformasi birokrasi | diusulkan untuk ditetapkan

Kementerian Kemenkes + fasilitasi pelaksanaan

Kesehatan atau evaluasi reformasi
birokrasi Kementerian
Kesehatan

Jumlah Jumlah  penanganan | Jumlah kasus hukum yang

permasalahan dan
kasus hukum yang
tertangani serta
fasilitasi

pengawasan dan

kasus hukum di
pengadilan,
penanganan
permasalahan hukum
di luar pengadilan,

tertangani  dari  tingkat
pertama sampai dengan
pelaksanaan eksekusi +
penanganan permasalahan
di luar pengadilan +

penyidikan bidang | penanganan penanganan pengurusan

Kesehatan pengurusan penyelesaian proses
penyelesaian proses | Kekayaan Intelektual +
Kekayaan Intelektual, | laporan fasilitasi
dan fasilitasi | pengawasan dan
pengawasan dan | penyidikan bidang
penyidikan bidang | kesehatan
Kesehatan

Nilai Reformasi | Hasil penilaian | Nilai reformasi birokrasi

Birokrasi di lingkup | reformasi birokrasi di | Sekretariat Jenderal

Sekretariat lingkup Sekretariat | Kementerian Kesehatan

Jenderal Jenderal pada tahun | dibagi standar nilai

berjalan

dikalikan seratus persen

Tabel 3.8.2
Capaian Indikator Tahun 2021
Sasaran Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
Peningkatan produk hukum 1 | Jumlah peraturan 125 224
dan organisasi yang perundang-undangan dan
berkualitas produk hukum lain bidang
kesehatan yang disusun
2 | Jumlah produk penataan 18 20

organisasi dan
tatalaksana serta fasilitasi
pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian
Kesehatan
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Sasaran Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi

3 | Jumlah permasalahan dan 169 217
kasus hukum yang
tertangani serta fasilitasi
pengawasan dan
penyidikan bidang
kesehatan

4 | Nilai Reformasi Birokrasi 81 95,08
di lingkup Sekretariat
Jenderal

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
a) Faktor Keberhasilan
1) Sebagai satuan kerja yang vital dalam Struktur dan Organisasi Kementerian
Kesehatan;
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari
berbagai tingkatan;
3) Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
4) Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga
Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional.
b) Permasalahan
1) Permasalahan yang ditemui dalam penyusunan produk hukum:

1. Kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait masih
menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP dan R Perpres.
Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena
terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian
yang menjadi penanggungjawabnya;

2. Masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes dan atau
Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi belum
jelas secara substansi sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini
tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;

3. Khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya melebihi
target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan banyak draf yang

diajukan secara cito;
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4. Belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan dalam

program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dengan realisasi

usulan yang masuk.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penanganan masalah dan kasus

3)

hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review dan

fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang kesehatan:

1.

Kesulitan dari Bagian Hukormas unit Utama dalam penanganan masalah dan
perkara hukum.

Pendokumentasian yang kurang baik sehingga menghambat pengumpulan
bukti dalam penanganan perkara.

Perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah baik di UPT
maupun Unit Utama masih kurang sehingga menimbulkan masalah yang
seharusnya dapat dicegah menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan.
Penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan Kementerian
Kesehatan banyak yang bergantung pada Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain
yang tidak bisa dikendalikan progressnya oleh Kemenkes hamun Kemenkes
tetap memantaunya.

Draft Permenkes terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kemenkes telah diserahkan ke Bagian Peraturan Perundang-undangan II,

namun sampai saat ini masih belum selesai.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penataan organisasi dan

tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Kesehatan:

1. Kebijakan pimpinan yang berubah-ubah menyebabkan proses penataan OTK
jadi terhambat.

2. Kesulitan dalam pengumpulan data hasil kinerja UPT yang menjadi kriteria
penilaian klasifikasi untuk penataan UPT

3. Ketidaktepatan latar belakang pendidikan dengan tugas fungsi jabatan
administrasi di beberapa unit kerja menyebabkan permasalahan pada proses
penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, sehingga
prosesnya menjadi lama.

4. Penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat unit eselon |

merupakan kebijakan baru dari KemenPANRB, sehingga pelaksanaan
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PMPRB tahun 2021 sedikit terkendala, disamping itu adanya sistem aplikasi
penilaian yang baru dari KemenPANRB yang belum sepenuhnya dapat
optimal digunakan.

Penyederhanaan birokrasi merupakan hal yang baru, sehingga dalam
penyusunan peta proses bisnis pelaksanaan kedinasan pasca penyetaraan
jabatan memerlukan waktu yang panjang untuk pembahasan, agar
didapatkan pola kerja yang efektif dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas
dan fungsi di masing-masing satuan kerja.

Tindak lanjut dari unit pembina untuk masukan materi substansi teknis tidak
komprehensif dan sering terlambat, yang menyebabkan perlu turun langsung
ke satuan kerja yang dituju untuk mendapatkan masukan/konfiirmasi.
Perubahan kebijakan menyebabkan pengelolaan organisasi dan tatalaksana
serta penataan jabatan menjadi terhambat.

Usulan satuan kerja terhadap peta jabatan hanya memperhitungkan
keberadaan SDM yang ada, bukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan

organisasi.

¢) Pemecahan Masalah

1) Upaya Pemecahan Masalah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

dan produk hukum lain:

1.

Dalam menyusun usulan perencanaan program Peraturan Perundang-
undangan Bidang Kesehatan, sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep
sehingga pada saat pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum dan
Organisasi tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan demikian
pula perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usuluna regulasi;
Melaksanakan uji kelayakan pembentukan peraturan untuk menyaring
peraturan yang akan ditetapkan

Ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan
masukan materi yang akan dibahas;

Pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon i untuk
peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP;
Melakukan shopping list permasalahan, sebelum perumusan rancangan

peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain
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6.

Melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan pendampingan

penyusunan rancangan awal produk peraturan.

2) Upaya pemecahan masalah dalam dalam penanganan masalah dan kasus hukum

3)

terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review dan

fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang kesehatan:

1.

Mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana tindak lanjut
penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan
dengan Unit terkait;

Melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-hal yg
berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;

Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait dengan
aset BMN;

Meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan

Tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar kemenkes
dengan berkordinasi secara intensif dengan k/l terkait dan kementerian
kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga ada progres
yang konkrit terhadap penanganannya

Upaya penyelesaian masalah dalam kegiatan penataan organisasi dan

tatalaksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan:

1.

Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kementerian PAN
dan RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan intansi pembina JF untuk

menyamakan persepsi kegiatan organisasi dan tata laksana;

Penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit Eselon |

dalam penyelesaian permasalahan kegiatan;

Menstandarkan output/produk/tahapan kegiatan untuk satuan kerja yang

sejenis;

Membangun aplikasi SOP AP untuk memudahlan pengumpulan data dari unit

dan untuk menjadi data base untuk evaluasi SOP AP Kementerian Kesehatan;

Penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan dan

implementasi konsep organisasi dan tatalaksana.
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d) Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya tindak lanjut dari pemecahan masalah perlu dilakukan langkah-

langkah konkrit yang harus dilakukan antara lain:

1) Rencana tindak lanjut dalam penyusunan produk hukum antara lain:

1.

Memperbaiki atau menyempurnakan program kerangka regulasi legislasi
kesehatan n-1 (untuk tahun berikutnya) dengan menambahkan persyaratan
urgensi dan kesiapan rancangan peraturan;

Memperkuat kajian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum lain, untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas

dan tepat sasaran

2) Rencana tindak lanjut dalam penanganan masalah dan kasus hukum terkait

kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review dan fasilitasi

pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang kesehatan:

1.

Mendorong Hukormas untuk berperan aktif dalam penanganan kasus dan
masalah di lingkungan Kementerian kesehatan melalui rapat-rapat koordinasi
Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait dengan
aset BMN

Meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan

Membuat matrik prioritas penyelesaian dan penanganan kasus hukum dan

aset.

3) Tindak lanjut dalam kegiatan layanan organisasi dan tatalaksana:

1.

© N o u

Melakukan pembahasan penyederhanaan birokrasi dengan Kementerian
PANRB

Menguraikan Konsep proses Bisnis yang telah disetujui Pimpinan menjadi
sub-sub proses hingga ke level (n)

Pembahasan di tingkat Pimpinan untuk menentukan stuktur organisasi
Kemenkes untuk segera diusulkan ke KemenPANRB

Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim POKJA RB Kemenkes
dan Tingkat Eselon I.

Memproses Penetapan Rancangan Peta Proses Bisnis UPT.

Memfasilitasi penyusunan SOP yang terstandard.

Mendorong unit pembina JF segera menetapkan formasi JF

Memproses penetapan peta jabatan kantor pusat dan UPT di lingkungan

Kementerian Kesehatan.
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V. PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN KEMENTERIAN
Sasaran kegiatan pengelolaan ketatausahaan kementerian adalah meningkatnya pelayanan

dan pengelolaan ketatausahaan Kementerian dalam mendukung terciptanya Good

Governance dengan indikator, definisi operasional dam cara perhitungan IKK dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.9.1
Definisi Operasional dan Cara Perhitungan IKK
SASARAN INDIKATOR DEFINISI CARA

OPERASIONAL PERHITUNGAN
Meningkatnya Persentase 1. Definisi pelanggan | Rata-rata persentase
pelayanan  dan | Kepuasan adalah pimpinan dan | dan angket berskala
pengelolaan pelanggan satuan kerja di unit | likert yang diisi oleh
ketatausahaan terhadap Layanan utama  Kementerian | pelanggan
Kementerian TU Pimpinan dan Kesehatan yang
dalam Protokol menerima pelayanan
mendukung TU Pimpinan dan | Rymus: nilai  yang
terciptanya Good Protokol serta | gidapat dari angket
Governance stakeholder lain yang | gipagi dengan nilai

mempunyal maksimum dikali 100%

kepentingan dengan

pimpinan

. Definisi pimpinan

mencakup: Para

Pimpinan Tinggi

Madya dan Staf

Khusus Menteri (SKM)

. Definisi angket adalah

sejumlah pertanyaan
yang menggambarkan

kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan
TU Pimpinan dan
Protokol yang

didistribusikan kepada
para pelanggan setiap
bulannya

. Definisi Pelayanan
pimpinan adalah
pelayanan mengenai
persuratan (surat

masuk, surat keluar)
dan Keprotokolan
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SASARAN INDIKATOR DEFINISI CARA
OPERASIONAL PERHITUNGAN
Jumlah Satker yang | 1. Gerakan Kantor | Jumlah hasil penilaian
telah Berbudaya Hijau dan | self-assessment
melaksanakan Self Sehat (BERHIAS) | Gerakan Kantor

Assessment
Gerakan Kantor
Berbudaya  Hijau
dan Sehat
(BERHIAS)

adalah sebuah upaya

sistematis untuk
mewujudkan  kantor
hijau dan sehat di
lingkungan

Kementerian

Kesehatan melalui
pendekatan aspek
kantor ramah
lingkungan, efisiensi
energi dan air, 5R
(ringkas, rapi, resik,
rawat, dan rajin),
keselatan dan
kesehatan kerja
perkantoran, dan
pengelolaan

kearsipan.

Satker yang dimaksud
adalah Satker Pusat
dan UPT di lingkungan
kementerian
Kesehatan
Self-assessment/
penilaian mandiri
adalah sebuah teknik
penilaian
penyelenggaraan
gerakan kantor
Berbudaya Hijau dan
Sehat (BERHIAS)
menggunakan
instrument  penilaian
sebagaimana tertuang
pada juknis yang
dilakukan oleh satker
Pusat/UPT yang
bersangkutan

Berbydaya Hijau dan
Sehat (BERHIAS) oleh
seluruh Satker dengan
nilai rata-rata lebih
besar atau sama
dengan 75 (kumulatif
dari tahun sebelumnya)
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SASARAN INDIKATOR DEFINISI CARA

OPERASIONAL PERHITUNGAN
Jumlah Satker yang | 1. GNSTA yang | Jumlah satker yang
melaksanakan dimaksud adalah | melaksanakan
Gerakan Nasional upaya untuk | Gerakan Nasonal
Sadar Tertib Arsip meningkatkan Sadar Tertib  Arsip
(GNSTA) kesadaran Satker | (GNSTA) kumulatif dari

dalam  mewujudkan | tahun sebelumnya

tujuan

penyelenggaraan

kearsipan melalui

aspek kebijakan,

organisasi, SDM

kearsipan , prasarana

dan sarana,

pengelolaan arsip

serta pendanaan

kearsipan.

2. Sembilan langkah
GNSTA meliputi 1)
Penciptaan  naskah

dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan,
2) Penggunaan
aplikasi Electronic
Filling System (EFS),
3) Pemberkasan Arsip
Aktif yang dilakukan
pada central file serta
melaporkan daftar
arsip aktif setiap 6
(enam)  bulan, 4)
Pelaksanaan program
arsip vital dan arsip
terjaga, 5)
Mengusulkan ASN
yang akan menjadi
jabatan fungsional, 6)
Melakukan

pemindahan arsip
inaktif secara berkala,
7) Melakukan
pemusnahan arsip
yang telah habis masa
retensi sesuai dengan
peraturan perundang-

undangan, 8)
Melakukan

penyerahan arsip
statis dan 9)
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SASARAN INDIKATOR DEFINISI CARA
OPERASIONAL PERHITUNGAN
Melakukan
pengawasan terhadap
kearsipan

Satker yang dimaksud
adalah Satker Pusat
dan UPT di lingkungan
Kementerian
Kesehatan.
Satker
melaksanakan
Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip.
adalah Satker Pusat
dan UPT dilingkungan
Kementerian
Kesehatan yang
memenuhi minimal 5
(lima) langkah dari 9
(sembilan) langkah
GNSTA

yang

Jumlah Satker yang
menggunakan
aplikasi E-Monev
Belanja  Pegawai
Kementerian
Kesehatan

Satker yang dimaksud
adalah Satker Pusat
dan UPT di lingkungan
Kementerian

Kesehatan

. Aplikasi E Monev
Belanja Pegawai
Kementerian
Kesehatan adalah
aplikasi yang
memberikan layanan
penggajian berupa

daftar gaji, perincian
gaji, dan bukti potong
pajak serta layanan
lainnya yang dapat
diakses secara
mandiri

Jumlah Satker yang
menggunakan aplikasi
E Monev adalah
Satker yang telah
mengakses data
layanan  penggajian
pada aplikasi tersebut

Jumlah Satker  di
Lingkungan
Kementerian
Kesehatan yang

menggunakan aplikasi
E-Monev belanja
pegawai Kementerian
Kesehatan selama 1
tahun
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Tabel 3.9.2

Capaian Indikator Tahun 2021

Kementerian Kesehatan

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
Persentase Kepuasan Pelanggan
terhadap Layanan TU Pimpinan dan 83 % 83,87%
Protokol
Jumlah Satker yang telah
Meningkatnya melaksanakan Self Assessment 66 satker 102 satker
pelayanan dan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan
pengelolaan Sehat (BERHIAS)
ketatausahaan
Kementerian Jumlah Satker yang melaksanakan 110
dalam mendukung | Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip 111 satker
terciptanya Good | (GNSTA) satker
Governance
Jumlah Satker yang menggunakan
aplikasi E-Monev Belanja Pegawai 90 satker 93 satker

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

1. Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

a) Faktor Keberhasilan

1) Komitmen dari pimpinan maupun staf dalam menjalankan setiap tugas untuk mencapai

target yang telah ditetapkan

2) Kaualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas sehari-

hari

3) Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam menunjang

setiap kegiatan pimpinan dan staf

4) Terjalinnya komunikasi yang baik dan perbaikan terus menerus dalam satu bagian

(internal) maupun dengan pihak luar (eksternal)

5) Tersedianya database yang baik untuk menunjang pekerjaan rutin sehari-hari

6) Pelaksanaan acara-acara resmi yang sesuai dengan ketentuan aturan keprotokolan
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b) Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Adanya acara pimpinan yang mendadak menyebabkan bahan pimpinan kurang maksimal
dikarenakan waktu penyiapan yang sangat singkat;

Bahan pimpinan dari unit terkait masuk terlalu dekat dengan hari acara, tidak ideal dengan
yang seharusnya yaitu H-7 acara harus diterima oleh Menteri;

Kurangnya komunikasi yang efektif antara Tim Strategi Delivery Unit (SDU) Menteri
Kesehatan dengan Tim TU Menteri dan Staf Ahli, sehingga menyebabkab duplikasi bahan
atau terlewatnya bahan yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, final bahan yang diolah oleh
Tim SDU juga tidak di feedback kepada Tim TU Menteri dan Staf Ahli untuk diarsipkan;
Perlu dukungan peralatan pengolah data (laptop) yang mendukung kecepatan, ketepatan
dan mobilisasi karena tuntutan pekerjaan dimana tim sangat mobile dan rapat-rapat
pimpinan sangat sering dilakukan diluar jam kerja dan hari libur. Saat ini sarana pengolah
data masing kurang mendukung.

Jam kerja melebihi 8 jam dalam sehari bahkan sering bekerja di hari libur menyesuaikan
dengan kebutuhan kegiatan pimpinan;

Kebutuhan anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang sangat tinggi dikarenakan
adanya kegiatan pimpinan yang harus menyesuaikan dengan jadwal kunjungan kerja
Presiden RI yang tidak bisa diprediksi (diluar perencanaan) dengan jumlah lokasi lebih dari
satu serta jarak yang cukup berjauhan sehingga memerlukan personil protokol yang lebih
banyak di setiap lokasi sedangkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA terbatas.
Selain pendampingan kunjungan Presiden RI, ada pelaksanaan kegiatan vaksinasi di
berbagai tempat yang langsung dihadiri oleh Menteri Kesehatan beserta Panglima dan
Kapolri;

Aplikasi TNDE masih perlu perbaikan karena proses editing dalam E-sign Seketaris
Jenderal masih belum sesuai dengan penulisan yang benar, proses pengiriman di Aplikasi
TNDE dari pemeriksa ke pemeriksa lainnya membutuhkan waktu yang lama atau
terkadang surat di TNDE tidak terbaca di monitor (hilang), sering terjadi error E-Sign pada
TNDE;

Masih terdapat unit kerja yang membuat verbal surat keluar belum sesuai dengan Tata
Naskah Dinas;

Masih terdapat unit kerja yang tidak berkoordinasi dengan Sub Bagian TU Sekretaris
Jenderal terkait verbal surat keluar yang sifatnya sangat segera sehingga TU Sekretaris
Jenderal tidak mengetahu sifat surat tersebut, selain itu pengiriman verbal seringkali di luar

jam kerja dan di luar hari kerja;
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d)

10) Adanya perubahan kebijakan terkait manajemen kepegawaian PNS di Kementerian
Kesehatan untuk penandatanganan secara elektronik namun belum berlaku seluruhnya
untuk verbal-verbal kepegawaian;

11) Adanya pandemic covid-19 menyebabkan pentingnya kebutuhan akses internet yang
cepat dikarenakan banyaknya rapat yang dilakukan secara daring dan seringkali dilakukan
di luar jam kerja;

12) Dengan diangkatnya Wakil Menteri Kesehatan, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di
TU Menteri dan Staf Ahli yang ada saat ini (terbatas) harus dibagi juga untuk melayani
Wakil Menteri Kesehatan, selain untuk Menteri Kesehatan, Staf Ahli, dan Staf Khusus
Menteri Kesehatan. Selain itu alur birokrasi verbal mengalami perubahan karena harus
dibaca dan diparaf oleh Wakil Menteri Kesehatan

13) Arsip di Bagian TU Pimpinan dan Protokol belum mendapatkan penanganan yang
maksimal dikarenakan SDM yang blm memadai. Arsiparis yang ada saat ini selain
mengerjakan kearsipan juga harus melakukan pekerjaan lain sesuai arahan pimpinan
sehingga kurang fokus dalam menangani arsip

Pemecahan Masalah

1) Biro Umum perlu lebih mensosialisasikan Tata Naskah Dinas ke semua unit kerja;

2) Biro Umum masih perlu menyempurnakan aplikasi TNDE untuk kelancaran persuratan di
Kementerian Kesehatan;

3) Penambahan SDM untuk mengatasi kelelahan karena tuntutan pekerjaan yang cukup
banyak dan harus dilakukan dengan cepat (fast response);

4) Perlu penguatan untuk memfasilitasi rapat pimpinan yang dilakukan secara daring

5) Melakukan pengawasan dan koordinasi untuk verbal fisik dari unit kerja ke Bagian TU
Pimpinan dan Protokol sehingga terjalin kerja sama yang baik;

6) Perlu pengembangan aplikasi verbal yang saat ini digunakan di Bagian TU Pimpinan dan
Protokol;

7) Perlu pendampingan dalam pengelolaan arsip di Bagian TU Pimpinan dan Protokol serta
dukungan dari pimpinan agar arsiparis bisa lebih fokus melaksanakan pekerjaan sesuai
tusinya

Rencana Tindak Lanjut

1) Melakukan pengaturan/ manajemen SDM terkait:

1. Piket penyiapan bahan Menteri Kesehatan terutama di luar jam kerja dan pada hari

libur agar tidak menimbulkan kelelahan kerja pada seluruh staf;

80



2. Piket hotline acara Menteri Kesehatan sehingga koordinasi acara Menteri Kesehatan
dilakukan satu pintu;

2) Membuat aplikasi:

1. Arsip dan pencarian bahan pimpinan yang telah selesai dengan menggunakan
keyword tertentu untuk memudahkan pencarian dan berkoordinasi dengan bagian
Persuratan dan Kearsipan;

2. Aplikasi acara yang lebih mudah dan aman digunakan karena saat ini tim acara Menteri
Kesehatan masih menggunakan google calendar yang mudah diubah baik sengaja
maupun tidak sehingga history acara yang sudah terjadwal mudah hilang dari
database;

3. Pengembangan aplikasi verbal untuk menunjang surat-surat keluar/ verbal-verbal
pimpinan;

3) Melakukan komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif antara Tim SDU Menteri
Kesehatan dan Tim TU Menteri dan Staf Ahli sehingga muncul kesinambungan antara
bahan yang disusun oleh Tim SDU dan Tim TU. Selain itu, pentingnya feedback bahan
final Menteri Kesehatan yang sudah diolah oleh Tim SDU ke Tim TU agar dapat diarsipkan;

4) Berkoordinasi dengan unit lainnya terkait perlunya PIC (menjadi anggota WAG) si setiap
unit kerja yang dapat membantu menyampaikan informasi kepada pimpinan khususnya
terkait pendampingan kegiatan Menteri Kesehatan;

5) Penunjukan penugasan yang lebih efektif dan efisien pada saat kunjungan kerja pimpinan
dengan tetap mempertimbangkan semua kegiatan agar bisa terakomodir dengan baik
sesuai dengan jenis acara dan jumlah titik lokasi yang dikunjungi oleh pimpinan;

6) Melakukan pembinaan teknis (Bimtek) keprotokolan ke internal Kementerian Kesehatan
dan daerah-daerah untuk mensosialisasikan mengenai keprotokolan agar dapat
membantu tugas protokol di daerah.

2. Jumlah satker yang tekah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau
dan Sehat
Hal -hal yang mempengaruhi pencapaian target :
a) Faktor Keberhasilan

1) Monitoring dan Evaluasi rutin melalui surat himbauan untuk melaksanakan penilaian
mandiri Gerakan Kantor BERHIAS (GKB) setiap bulan oleh Kepala Biro Umum ke seluruh
Satuan Kerja (220 Satuan Kerja);

2) Koordinasi intensif dari Sekretariat Unit Utama ke Satuan Kerja/ UPT di bawahnya;
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3)

4)

5)

Peran aktif Satuan Kerja/ UPT dalam mengimplementasikan Gerakan Kantor BERHIAS
(GKB) dengan permohonan narasumber/ kaji banding ke Biro Umum;

Biro Umum melaksanakan kunjungan terkait sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis terkait
pelaksanaan Gerakan Kantor BERHIAS (GKB);

Biro Umum melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi Gerakan
Kantor BERHIAS (GKB) dengan mengundang seluruh Satuan Kerja/ UPT pada tahun 2021

melalui pertemuan tatap muka dan online/daring (hybrid);

b) Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)

Pandemi covid-19 menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan awal dengan
pelaksanaan pada tahun berjalan dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak
khususnya anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan pandemi covid-19 sehingga kegiatan Gerakan Kantor BERHIAS
(GKB) tidak menjadi kegiatan skala prioritas;

Masih ada Satuan Kerja/ UPT yang belum maksimal dalam menerapkan Gerakan Kantor
BERHIAS (GKB), bahkan masih didapati Satuan Kerja UPT yang belum pernah
melakukan penilaian mandiri;

Masih belum sesuainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan penilaian di
masing-masing aspek Gerakan Kantor BERHIAS (GKB) pada setiap Satuan Kerja/ UPT
Masih terdapat kendala pada Satuan Kerja/ UPT dalam pengusulan anggaran kegiatan
yang mendukung sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan Gerakan Kantor
BERHIAS (GKB);

Masih terdapat instrument penilaian Gerakan Kantor BERHIAS (GKB) yang belum sesuai
dengan kondisi kantor pada Satuan Kerja/ UPT khususnya UPT Vertikal.

c) Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

Melakukan koordinasi secara tatap muka maupun pertemuan online/daring guna
memonitor penyelenggaraan Gerakan Kantor BERHIAS (GKB) di lingkungan kantor
Kementerian Kesehatan serta memanfaatkan dukungan komunikasi melalui pengiriman
surat secara berkala terkait Satuan Kerja/ UPT yang telah melakukan self assessment
Gerakan Kantor BERHIAS (GKB);

Melakukan reviu kegiatan yang terdapat dalam DIPA dan menyesuaikan kembali
perencanaan sesuai kebutuhan yang bersifat mendesak untuk operasional perkantoran
agar target capaian indikator kinerja tetap tercapai;

Melakukan revisi instrument penilaian agar sesuai dan dapat diterapkan menyesuaikan

kondisi kantor seluruh Satuan Kerja/ UPT.
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d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Membangun budaya kerja pegawai melalui infografis dan media KIE terkait adaptasi
kegiatan baru;

Monitoring dan evaluasi secara berkala agar kegiatan berjalan sesuai dengan target yang
telah direncanakan secara tepat sasaran;

Membuat rencana kerja terkait pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana atau
kegiatan dalam penerapan Gerakan Kantor BERHIAS (GKB).

3. Jumlah satker yang Melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

a) Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Menteri Kesehatan telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
dengan penandatangan pakta integritas antara Menteri Kesehatan dengan semua
Pimpinan Tinggi Madya kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan antara Pimpinan
Tinggi Madya dengan seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
Ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/231/2017
tentang Pengelolaan Arsip pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dikeluarkannya surat Sekretaris Jenderal Nomor AR.03.04/V11/939/2020 tanggal 12 Maret
2020 hal Anggaran Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

UK 2 (Unit Kerarsipan Unit Utama) telah mempunyai records center untuk penyimpanan
Arsip inaktif dan anggaran dukungan perngolaan sarpras kearsipan

Inpassing Nasional dan deeselonisasi Jabatan Pengawas dan Administrator
mengakibatkan jumlah arsiparis Kementerian Kesehatan bertambah menjadi 491 orang.
Koordinasi yang baik antara Biro Umum sebagai UK 1 dengan Sekretariat Unit Utama
sebagai UK 2 dalam pendampingan pengelolaan kearsipan

Komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI), Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Asosiasi Arsiparis
Indonesia (AAIl) dan badan/ lembaga lainnya

Ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/111/2367/2020 tentang

road map kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
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b) Permasalahan

1) Pelaksanaan 9 (sembilan) langkah GNSTA belum optimal dilaksanakan oleh Satuan Kerja
dan UPT terutama dalam hal penyusutan arsip (pemindahan, pemusnhahan dan
penyerahan) serta pengelolaan arsip vital dan terjaga.

2) Masih banyaknya Satker UPT (UK3) yang belum memiliki Records Centre sehingga
belum dapat melakukan penyusutan khususnya pemindahan arsip inaktif.

3) Sebaran Arsiparis belum merata di setiap Satuan Kerja dan UPT.

4) Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Fungsional Arsiparis yang diangkat melalui
inpassing belum komprehensif salah satunya disebabkan kesempatan untuk diklat
fungsional yang masih terbatas terkait dengan jumlah antrian arsiparis yang membludak

tidak seimbang dengan kemampuan pusdiklat ANRI dalam menyelenggarakan diklat.

c) Pemecahan Masalah

1) Penguatan pengelolaan arsip secara berjenjang melalui UK1 kepada UK2 dan UK2
terhadap UK3 dan Unit Pengolah di bawahnya (UPT dan Satker).

2) Melakukan mapping sebaran serta menghitung beban kerja Fungsional Arsiparis pada
satuan kerja dan UPT, untuk Satuan Kerja atau UPT yang belum atau masih kekurangan
Fungsional Arsiparis dapat diberi rekomendasi untuk alih jabatan atau pengadaan CPNS.

3) Mendorong UPT sebagai UK3 menyediakan sarana records centre sehingga unit
pengolah dapat memindahkan arsip inaktifnya dan memudahkan proses pemusnahan.

4) Memfasilitasi Fungsional Arsiparis yang ada di Satuan Kerja dan UPT untuk mengikuti
kegiatan non diklat fungsional yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi.

d) Rencana Tindak Lanjut

1) Pendampingan 9 (sembilan) langkah GNSTA meliputi penciptaan naskah dinas,
penggunaan aplikasi Srikandi, pemberkasan arsip aktif, program arsip vital dan arsip
terjaga, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis dan
pengawasan arsip dengan metode on job training

2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNSTA di Satuan Kerja dan UPT melibatkan
Sekretariat Unit Utama selaku Unit Kearsipan Unit Utama.

3) Satuan Kerja dan UPT yang belum mengirimkan laporan terkini pelaksanaan GNSTA agar
dapat mengirimkan laporan kepada Biro Umum melalui TNDE maupun link

https://bit.ly/pelaporan GNSTA dengan tembusan Sekretariat Unit Utama agar dapat

dikompilasi sebagai laporan capaian GNSTA tahun 2021.
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4) Berkerjasama dengan ANRI, Lembaga Pelatihan Kearsipan maupun Asosiasi Arsiparis

Indonesia untuk kegiatan sertifikasi kearsipan, pelatihan,workshop, dan lain-lain

4. Jumlah Satker yang menggunakan Aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian
Kesehatan
Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

a) Faktor Keberhasilan

1) Komitmen dan peran serta pimpinan dalam  menindaklanjuti  dan
mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2) Telah dilaksanakan sosialisasi virtual dalam penggunaan aplikasi E-monev dan
diaplikasikan oleh Satker pengelola CPNS dalam rangka mengusulan uang makan

3) Kesadaran dari Satker untuk menggunakan E-Monev sebagai aplikasi untuk
mempermudah pengusulan Belanja Pegawai terutama uang makan CPNS sehingga
menyebabkan banyak Satker yang sudah menggunakan aplikasi E-Monev

4) Telah dilakukan workshop dan monitoring penggunaan aplikasi E-Monev di Wilayah
Jawa Barat pada Bulan Juli 2021

5) Telah dilakukan Rapat Evaluasi E-Monev Belanja Pegawai secara daring dan luring
(hybrid) dengan peserta Satker Pusat dan Daerah pada Bulan Januari 2021

6) Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan secara langsung/ tatap muka
kepada beberapa Satuan Kerja yang dilakukan di RS Hasan Sadikin Bandung pada
Bulan Juli 2021

b) Permasalahan
1) Belum terdapat aturan yang mewajibkan Satker untuk menggunakan aplikasi E-Monev

Belanja Pegawai khususnya Satker yang tidak memiliki CPNS yang mengusulkan
pembayaran uang makan CPNS nya ke Biro Umum

2) Terjadi beberapa kendala teknis terkait penggunakan aplikasi E-monev yang dialami
oleh Satker Pengguna/ user sehinga menyebabkan output yang dikehendaki tidak
sesuai dengan harapan, misalnya double data penyajian

3) Keterbatasan SDM Biro Umum yang mampu mengelola aplikasi E-Monev masih
terbatas

4) Adanya serangan by sistem terhadap aplikasi oleh hacker

c) Pemecahan Masalah
1) Tim E-monev Belanja Pegawai segera melakukan koordinasi dengan Satker/ user

terkait untuk menyelesaikan masalah/ kendala teknis
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2) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk memperkuat sistem proteksi terhadap aplikasi

EMonev dari serangan hacker
d) Rencana Tindak Lanjut

1) Mengusulkan tenaga operator/ admin aplikasi E-Monev yang mampu mengoperasikan
dengan baik
Melakukan pengembangan fungsi (konten) untuk layanan Belanja Pegawai pada

aplikasi E-Monev Belanja Pegawai

VI. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Sasaran kegiatan pengelolaan data dan informasi Kesehatan adalah meningkatnya pengelolaan
data dan informasi kesehatan dengan indikator, definisi operasional dam cara perhitungan IKK
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.1

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan IKK

Sasaran Indikator Definisi Cara Perhitungan
Operasional

Meningkatnya Jumlah Sistem | Suatu sistem (Tahapan dalam
pengelolaan data | Informasi informasi mengintegrasikan

dan informasi | Kesehatan yang | dinyatakan telah [sistem informasi yaitu

kesehatan Terintegrasi terintegrasi dalam |menetapkan data,

dalam Aplikasi | ASDK bila data |variabel serta

Satu Data | yang bersumber |indikator yang

Kesehatan dari aplikasi |dilengkapi atribut

(ASDK) sistem informasi |data; membuat

tersebut telah |Application
disepakati dan |Programming
terdapat pada |Interface (API),
ASDK. memastikan data
yang masuk dalam
sistem informasi unit
sama dengan data di

database ASDK serta
memastikan data
terkumpul dan

tersaji/tersedia
sesuai periode data.
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Sasaran Indikator Definisi Cara Perhitungan
Operasional
Persentase Indikator jumlah indikator
Indikator pembangunan pembangunan
Pembangunan kesehatan yang | kesehatan yang
Kesehatan yang | berasal dari data | diukur dengan data
Diukur dengan | rutin dengan | rutin dan berkualitas
Data Rutin kualitas data baik | baik (numerator)
yang merupakan | dibagi jumlah
sumber data bagi | seluruh indikator
program  dalam | pembangunan
memantau kesehatan yang
capaian kinerja diusulkan diukur
dengan data rutin
(denominator) dikali
100%
Tabel 3.10.2
Capaian Indikator Tahun 2021
SESCUEN SEEEIE Indikator Target Realisasi

Program/Kegiatan
Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi 25 25
pengelolaan data dan | Kesehatan yang terintegrasi
informasi kesehatan dalam Aplikasi Satu Data
Kesehatan (ASDK)

Persentase indikator 5 8
pembangunan kesehatan yang
diukur dengan data rutin

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target
1) Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data
Kesehatan (ASDK)
a) Faktor Keberhasilan
Adanya koordinasi dan komunikasi antara unit/satker/fasilitas pelayanan kesehatan
dengan Pusat Data dan Informasi yang cukup baik dalam melengkapi atribut data,

ketersediaan standar pertukaran data atau Application Program.
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b) Permasalahan

Target indikator ini tercapai, namun demikian masih ditemui kendala/hambatan yang

dihadapi, yaitu:

1) Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pengintegrasian mundur
dari waktu yang sudah ditetapkan.

2) Umumnya pengembangan aplikasi atau sistem informasi di unit/satker menggunakan
jasa pihak ketiga dan tidak dilengkapi dengan API sehingga memerlukan waktu dalam
penyusunan API

3) Aplikasi yang diintegrasikan adalah aplikasi yang terkait dengan pandemi Covid-19,
tidak sesuai dengan target integrasi aplikasi pada awal tahun.

4) Adanya Perubahan indikator di unit program kesehatan (perubahan kebijakan prioritas
kebutuhan data program) yang menyebabkan keterisian data berkurang.

c) Rencana Tindak Lanjut
1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit/satker yang mengembangkan
aplikasi/sistem informasi
2) Pengembangan sistem informasi/aplikasi ke depannya sesuai arahan Menteri
Kesehatan hanya dilakukan Pusdatin-DTO (tidak ada lagi pengembangan di unit
program).
3) Upgrade database ASDK DHIS2 versi 2.33.8 menjadi versi 2.37.1, menstandarisasi

tampilan data (dashboard) dan meningkatan infrastruktur sistem.

2. Persentase Indikator Pembangunan Kesehatan yang diukur dengan Data Rutin
a) Faktor Keberhasilan
1) Adanya komitmen dan keaktifan unit pelapor untuk menyampaikan cakupan indikator
pembangunan data rutin yang memperhatikan periodisasi pelaporan data, yang
terdiri atas bulanan, triwulanan dan tahunan.
2) Koordinasi dari berbagai pihak penyedia data rutin, yaitu pengelola data dan
informasi dari berbagai program dan lintas sektor serta daerah (provinsi dan

kabupaten/kota).
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b) Permasalahan
Target indikator ini tercapai, namun demikian masih ditemui kendala/hambatan
yang dihadapi, yaitu:

1) Pada penilaian indikator “jumlah kabupaten/kota eliminasi malaria”, untuk kategori
konsistensi internal antar tahun, terdapat 7 (tujuh) provinsi yang pada tahun 2021
cakupannya meningkat tajam (1,8 hingga 12 kali) jika dibandingkan rata-rata 3 tahun
sebelumnya. Ketujuh provinsi yang dimaksud yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku
Utara. Hal ini membuat ketujuh provinsi tersebut menjadi data pencilan karena
rasionya berada di luar batas konsisten. Meski demikian, data masih dikatakan baik
karena menandakan program yang berhasil.

2) Belum semua indikator pembangunan kesehatan dapat dipantau langsung pada
sistem atau database Pusat Data dan Informasi.

3) Terdapat indikator pembangunan kesehatan (RPJMN) yang memerlukan
penguatan dalam pengumpulan datanya karena merupakan indikator baru dan
definisi operasional indikator yang masih perlu disosialisasikan pada pengelola
program dan pengelola data.

4) Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan sistem
pencatatan dan pelaporan secara elektornik sehingga kecepatan dan ketepatan
waktu masih belum terpenuhi.

c) Rencana Tindak Lanjut

1) Unit program perlu meningkatkan sosialisasi indikator pembangunan kesehatan
yang menjadi ampuannya kepada unit pelapor (provinsi, kabupaten/kota, fasilitas
pelayanan kesehatan).

2) Meningkatkan koordinasi pengintegrasian sistem pelaporan yang ada ke dalam
database Kementerian Kesehatan sehingga dapat dimanfaatkan dalam

pengambilan keputusan.

VIl. PENINGKATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
Sasaran kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri adalah meningkatkan peran aktif
Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan dengan indikator, definisi

operasional dam cara perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.11.1
Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Indikator OpDe?QQiISLaI Cara Perhitungan
Meningkatkan peran | Jumlah perjanjian Perjanjian Kerja | Jumlah Dokumen
aktif Indonesia kerja sama bilateral | Sama Bilateral | Perjanjian Kerja sama
dalam kerja sama bidang kesehatan Bidang Kesehatan | Bilateral Bidang
luar negeri bidang yang ditandatangani | adalah Perjanjian | Kesehatan yang
kesehatan Kerja Sama Teknis | ditandatangani dalam

Bidang Kesehatan | satu tahun

atau  hibah luar

negeri antara

Kementerian

Kesehatan RI

dengan Kementerian

Kesehatan Negara

Mitra, Organisasi

Internasional atau

Organisasi Non

Pemerintah Asing

lainnya
Jumlah prakarsa | Prakarsa Indonesia | Jumlah Dokumen akhir
Indonesia yang | adalah pertemuan  Regional
menjadi hasil | gagasan/inisiatif dan Multilateral yang
pertemuan regional | yang disampaikan | memuat prakarsa
dan multilateral | dan diterima, baik | Indonesia diantaranya
bidang kesehatan sebagian atau | dalam bentuk resolusi,

keseluruhannya, keputusan, deklarasi,

dalam dokumen | kesimpulan,

akhir Pertemuan | rekomendasi, concept

Regional dan | note, atau kerangka

Multilateral  Bidang | acuan dalam satu tahun

Kesehatan

Tabel 3.11.2
Capaian Indikator Tahun 2021

SasaranSasaran

Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
Meningkatkan  peran  aktif | Jumlah perjanjian kerja sama 4 20
Indonesia dalam kerja sama | bilateral bidang kesehatan yang
luar negeri bidang kesehatan ditandatangani

Jumlah prakarsa Indonesia yang 5 16

dan
Kesehatan

menjadi hasil pertemuan regional
multilateral

bidang
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Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

a) Faktor Keberhasilan
1) Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya

anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai

2) Upaya aktif Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dalam membangun
jejaring kerja sama luar negeri dan pendekatan terhadap negara-negara mitra
ataupun negara lainnya yang potensial serta upaya aktif dalam forum-forum
internasional bidang kesehatan baik regional, bilateral dan multilateral;

3) Komitmen pimpinan nasional dan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti
perkembangan isu-isu internasional, terutama terkait bidang kesehatan;
b) Permasalahan
1) Dinamika internasional yang berlangsung dengan sangat cepat, khususnya isu-isu

politik dan ekonomi serta kesehatan yang merupakan salah satu isu yang tidak dapat
melepaskan diri dari perkembangan isu-isu lainnya di dunia internasional;

2) Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan terkait
kompetensi diplomasi kesehatan global;

3) Belum adanya PIC yang tetap untuk menangani kerja sama internasional di masing-
masing unit teknis sehingga menyebabkan koordinasi lintas program/lintas sektor

terkait kerja sama internasional di bidang kesehatan belum optimal.

4) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perubahan dari sisi kebijakan
pelaksanaan kegiatan, prioritas anggaran, dan prioritas pencapaian kinerja secara

keseluruhan;

5) Perubahan mekanisme pencairan anggaran dengan sistem online menyulitkan
koordinasi dengan pihak KPPN karena tidak bisa dilakukan koordinasi secara

langsung/tatap muka dan kesulitan dalam koordinasi secara daring;

6) Perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara penyelenggara pertemuan
Internasional dan akses akun platform pertemuan daring yang terbatas sehingga
mempengaruhi waktu kerja efektif pegawai (rapat sering kali dilakukan di luar jam
kerja/hari kerja).

c) Pemecahan Masalah
1) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga

terkait, terutama Kementerian Luar Negeri, untuk mengetahui peta politik dan
ekonomi di dunia internasional;
2) Upaya peningkatan kompetensi SDM terkait Diplomasi Kesehatan Global;

91



3)

4)

5)
6)

Upaya advokasi kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait
adanya PIC yang khusus menangani kerja sama luar negeri;

Upaya adaptasi terhadap pandemi Covid-19 dengan tetap menyelenggarakan
kegiatan sesuai protokol kesehatan sehingga tidak terlalu berdampak terhadap
pencapaian kinerja;

Melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN mitra terkait pencairan anggaran;
Pengalokasian anggaran fullday menjadi fullboard dalam kota untuk
mengkoordinasikan seluruh delegasi agar dapat mengikuti pertemuan di satu tempat.

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

4)
5)

Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat
mengetahui peta politik dan ekonomi di dunia internasional;

Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dalam
kompetensi SDM terkait Diplomasi Kesehatan Global

rangka peningkatan

Menyusun road map target kerja sama luar negeri untuk tahun selanjutnya sehingga
dapat fokus dan lebih terarah dalam upaya pencapaian target kinerja;

Menerapkan system kerja efektif dengan fokus pada pencapaian target kinerja;

Penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

VIIl. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PELAYANAN MASYARAKAT

Sasaran kegiatan pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat adalah

meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat dengan indikator, definisi

operasional dam cara perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.1
Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Indikator Definisi Operasional Cara Perhitungan
Meningkatnya Jumlah publikasi | Informasi program | Menjumlahkan total
pengelolaan program pembangunan kesehatan | publikasi yang
komunikasi dan | pembangunan yang dipublikasikan oleh | disebarkan ke
pelayanan kesehatan yang | Biro Komunikasi dan | masyarakat oleh Biro
masyarakat disebarluaskan Pelayanan Masyarakat | Komunikasi dan
kepada kepada masyarakat melalui | Pelayanan Masyarkat
masyarakat media cetak, elektronik, | melalui media cetak dan
melalui berbagai | media sosial (facebook, | elektronik, rilis, media
media twitter, youtube, website) | sosial yaitu : facebook,
rilis penerbitan, dan media | twitter, youtube, website,
tatap muka | penerbitan dan , media
(sosialisasi/pertemuan) tatap muka

(sosialisasi/pertemuan)
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Sasaran Indikator Definisi Operasional Cara Perhitungan
Jumlah  layanan | Layanan informasi publik | Menjumlahkan total
informasi  publik | adalah berupa permohonan | permohonan  informasi
(permohonan dan | informasi dan pengaduan | dan pengaduan
pengaduan masyarakat yang masuk ke | masyarakat yang masuk
masyarakat) yang | Biro Komunikasi dan | melalui aplikasi Saluran
diselesaikan Pelayanan Masyarakat | Informasi Aspirasi dan

melalui aplikasi Saluran | Pengaduan
Informasi  Aspirasi  dan | (Halokemenkes, email,
Pengaduan (| pojok info, PPID, LAPOR,
Halokemenkes, email, pojok | SMS, Surat, Whatsapp)
info,, PPID, LAPOR, SMS, | dengan status telah
Surat, Whatsapp) terselesaikan
Jumlah UPT | Kategori Baik adalah jumlah | Melakukan penilaian
Kemenkes dengan | UPT Kemenkes yang telah | melalui survei dengan
kategori baik | menerapkan interaksi | angka sange standar
dalam pelayanan publik sesuai| penilaian sebagai berikut
pelaksanaan Permenkes No. 33 Tahun 91-100 Prima; 81-90
standar interaksi | 2019 tentang Panduan | sangat baik; 71-80 Baik;
pelayanan Perilaku Interaksi pelayanan | 61-70  Cukup; 51-60
publik di lingkungan | Kurang; 0-50 Buruk.
Kementerian Kesehatan dan
memperoleh angka
penilaian diatas 70.
Target 3.12.2
Capaian Indikator Tahun 2021
Sasaran ) ) )
Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
Meningkanya Jumlah publikasi program pembangunan 70.000 137.784
pengelolaan kesehatan yang disebarluaskan kepada
komunikasi dan masyarakat
pelayanan : : :
masyarakat Jumlah layanan informasi public (permohonan 19.690 58.507
informasi dan pengaduan masyarakat) yang
diselesaikan
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik 30 37
dalam pelaksanaaan standar interaksi
pelayanan
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Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

1) Jumlah publikasi program pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan
kepada masyarakat
a) Faktor Keberhasilan

1)

2)
3)
4)

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
sudah sesuai dengan analisa kebutuhan dan sesuai dengan peta jabatan yang
telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, namun demikian perlu dikembangkan
dan ditingkatkan kompetensinya dalam bidang kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Time Schedule

Dukungan anggaran yang memadai
Dukungan pimpinan terhadap kegiatan yang direncanakan oleh Biro

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

b) Permasalahan

1)

2)

Digitalisasi Mediakom sudah selesai dilaksanakan, namun belum optimal
beroperasi
Media publikasi masih terbatas, hanya melalui media televisi dan radio berupa

talkshow

c) Pemecahan Masalah

Dilaksanakan pelatihan pengelola Mediakom versi digital.

d) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)
3)

4)

Tahun 2022 akan diatasi dengan dibuatkan PJ untuk setiap rubrik. Dari 20
rubrik yang ada saat ini, dikelompokkan kedalam empat rubrik besar dan
setiap rubriknya akan ada satu orang pranata humas sebagai penanggung
jawab

Mengoptimalkan digitalisasi Mediacom di tahun 2022.

Diperlukan penambahan metode lain untuk publikasi program kesehatan
melalui tv dan radio dalam bentuk sinetron atau drama kesehatan lainnya.
Namun tantangannya adalah membutuhkan dana besar.

Dilakukan pelatihan singkat jurnalistik terkait digitalisasi media untuk staf di
internal Birokom Yanmas dan unit utama lain serta Dinas Kesehatan yang

berkontribusi kuat terhadap capaian indikator Rokomyanmas.
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2. Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan
masyarakat) yang diselesaikan

a)

b)

d)

Faktor Keberhasilan
Adanya Sekretariat PPID yang bertugas memberikan pelayanan informasi,

sosialisai kebijakan PMK No. 37 tahun 2019, asistensi pembuatan Daftar
Informasi Publik, inisiasi uji konsekuensi publik, monitoring dan evaluasi PPID
Pelaksana dan PPID Pembantu.

Permasalahan
Ketidakpahaman pelanggan terhadap tata cara pengajuan perizinan di Online

Single Submission (OSS).

Pemecahan Masalah

ULT memberikan solusi dengan membuka konsultasi bagi pelanggan dan juga

membuka pengaduan melalui Halo Kemenkes 1500567.

Rencana Tindak Lanjut

1) Akan diselenggarakan rapat sosialisasi jika ada perubahan sistim dan
peraturan, untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam
penyelenggaraan layanan ULT.

2) Sekretariat akan mengusulkan penambahan jumlah personel Sekretariat
PPID kepada pimpinan, hal ini diperlukan untuk lebih meningkatkan kinerja

dalam mendukung tugas dan fungsi PPID Utama Kemenkes (pimpinan).

3. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik Dalam Pelaksanaan Standar

Interaksi Pelayanan

a)

b)

Faktor Keberhasilan

Sebagian besar UPT telah tersosialisasi terkait penilaian kepatuhan dan sudah

mengikuti workshop berkala menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan publik

service exellence

Permasalahan

1) Waktu penilaian yang tidak pernah diberitahukan kepada UPT, sehingga
mereka belum siap untuk dilakukan penilaian.

2) Rotasi pimpinan yang pernah mengikuti workshop, sehingga rencana aksi
yang pernah dibuat saat workshop belum terimplementasikan

3) Ada beberapa UPT yang belum merealisasikan rencana aksi peningkatan
kepatuhan pelayanan publik, karena berbarengan dengan penilaian
akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).
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4) Ada institusi seperti Politeknik Kesehatan, tidak dapat mengamati pelayanan

langsung, karena proses pembelajaran dan pelayanan administrasi
diselenggarakan secara online. Hanya sebagian pelayanan yang
diselenggarakan secara offline, seperti perpustakaan dan praktek di
pelayanan kesehatan/rumah sakit.

¢) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

Akan diselenggarakan kegiatan workshop pelayanan publik service
exellence kepada

para pimpinan yang belum mengikuti workshop tersebut.

Memberikan rekomendasi tindak lanjut unit pelayanan yang masih mendapat
nilai cukup dan kurang untuk melaksanakan pelatihan secara mandiri atau
mengundang nara sumber yang mempunyai kompetensi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.

Memberi sosialisasi lanjutan kepada UPT yang masih mempunyai kriteria
cukup, kurang dan buruk. Sehingga UPT tersebut dapat mengikuti survey
penilaian berikutnya.

IX. PENINGKATAN ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

Sasaran kegiatan peningkatan analisis determinan kesehatan adalah kebijakan pembangunan

kesehatan berdasarkan analisis determinan kesehatan dengan indikator, definisi operasional

dam cara perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.1

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Indikator Def|n_|S| Cara Perhitungan
Operasional
Kebijakan Jumlah  rancangan Jumlah Jumlah dokumen hasil
pembangunan kebijakan analisis rancangan analisis kebijakan
kesehatan determinan kebijakan determinan kesehatan
berdasarkan analisis | kesehatan yang pembangunan yang digunakan
determinan diusulkan  menjadi kesehatan yang | sebagai bahan
Kesehatan kebijakan disusun penyusunan rancangan
pembangunan berdasarkan kebijakan
kesehatan analisis kebijakan | pembangunan
determinan kesehatan
Kesehatan
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Tabel 3.13.2

Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Target | Realisasi

Kebijakan Jumlah rancangan kebijakan analisis 2 2
pembangunan determinan kesehatan yang diusulkan
Kesehatan menjadi kebijakan pembangunan kesehatan
berdasarkan
analisis

determinan
Kesehatan

Indikator sudah tercapai yaitu 2 rancangan kebijakan yaitu Perubahan Keempat atas PMK Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional yang
menjelaskan bahwa ketentuan mengenai akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai salah
satu persyaratan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam
Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, perlu disesuaikan
dengan kebutuhan dan karakteristik upaya peningkatan mutu faskes tingkat pertama untuk
menjamin kesinambungan yankes dan Juknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bersumber DAU dan DBH TA
2021 berisi petunjuk teknis untuk merencanakan penganggaran pelaksanaan vaksinasi covid 19
bersumber DAU dan DBH.

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian indikator

a. Faktor Keberhasilan

1) Adanya tugas langsung dari Pimpinan yang mendesak untuk menjawab permasalahan
dan isu kesehatan terkini atau yang mendukung keberhasilan program kerja Kementerian
Kesehatan dalam pembangunan Kesehatan di luar output Pusat Analisis Determinan
Kesehatan. Tugas ini memperkuat tercapainya target Pusat Analisis Determinan
Kesehatan dalam menghasilkan analisis kebijakan berupa rekomendasi bagi pimpinan
dalam pengambilan kebijakan dan penetapan rancangan kebijakan ke depan.

2) Komitmen untuk advokasi dan kolaborasi pimpinan tinggi, lintas sektor dan lintas program
untuk mengupayakan hasil analisis determinan kesehatan dapat menjadi rancangan

kebijakan pembangunan kesehatan.
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b) Permasalahan

1) Ketidaksesuaian antara jadwal dengan RPK/RPD

2) Kurang dukungan Lintas Sektor/Program

3) Penyerapan kegiatan paket meeting yang tidak sesuai dengan perencanaan
(undangan peserta dll), revisi anggaran yang menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Pemecahan Masalah

1) Fokus dalam mengerjakan output

2) Kerjasama antar lintas program/sektor yang mendukung pelaksanaan penyerapan
anggaran

3) Arahan pimpinan yang mendukung penyerapan belanja barang sesuai dengan ouput
dan kegiatan PADK. Kerjasama antar lintas program/sektor yang mendukung
pelaksanaan penyerapan anggaran

4) Fleksibilitas regulasi dalam pencapaian kinerja terkait anggaran

d) Rencana Tindak Lanjut

1) Memperkuat komitmen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal RPK/RPD

2) Monitoring dan advokasi pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pencapaian
tujuan dari analisis dan rancangan kebijakan sehingga dapat bermanfaat bagi pemangku
kebijakan, lintas sektor dan lintas program dan masyarakat.

X. PENINGKATAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
Sasaran peningkatan kesehatan jemaah haji adalah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan

Kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik dengan indikator, definisi operasional

dam cara perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.1

Definisi Operasional Dan Cara Perhitungan

Sasaran Indikator o Def|n_|S| Cara Perhitungan
perasional

Jemaah haji yang Indeks kepuasan Nilai kepuasan | Nilai kepuasan
mendapatkan jemaah haji terhadap | Jemaah Haji | Jemaah haji yang
pelayanan pelayanan terhadap pelayanan | menyatakan baik
kesehatan haji kesehatan haiji di kesehatan haji saat| (dengan metode
dengan indeks Arab Saudi minimal operasional di Arab | survey)
kepuasan minimal baik (pada saat Saudi baik
baik operasional haji)
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Definisi

Sasaran Indikator o : Cara Perhitungan
perasional
Seluruh jemaah haji | Jemaah haji yang Jumlah Jemaah haji
mendapatkan mendapatkan yang mendapatkan
pelayanan pembinaan, pembinaan,
kesehatan pemeriksaan pemeriksaan
kesehatan, vaksinasi | kesehatan, vaksinasi
sesuai dengan kuota | serta memiliki Kartu
yang ditetapkan Kesehatan Jemaah
pada tahun berjalan. | Haji (KKJH) .
Persentase jemaah Pengukuran Jumlah Jemaah haji
haji memperoleh kebugaran jemaah | yang dilakukan
pengukuran haji  dilaksanakan | pengukuran
kebugaran jasmani sebelum masuk | kebugaran pada

sebelum

Embarkasi dengan

tahun berjalan dibagi

keberangkatan menggunakan Jumlah Total
metode  Rockport | Jemaah haji yang
atau Six Minutes | akan berangkat pada
Walk Test tahun yang sama
dikali 100% .
Persentase jemaah Jemaah Haji yang | Jumlah Jemaah haji
haji memperoleh memperoleh yang diberikan
perlindungan atau vaksinasi atau | vaksin meningitis
proteksi terhadap profilaksis terhadap | atau profilaksis
penyakit meningitis penyakit Meningitis | lainnya dibagi
meningokokus meningokokus Jumlah Total
sebelum setelah  dilakukan | Jemaah haji yang
keberangkatan pemeriksaan akan berangkat pada
kesehatan. tahun yang sama
dikali 100%
Tabel 3.14.2
Capaian Indikator Tahun 2021
IDSr?)SgarL;?rr:/EEZ?arf;n Indikator Target Realisasi
Jemaah haji yang Indeks kepuasan jemaah Baik NA
mendapatkan pelayanan haji terhadap pelayanan
Kesehatan haji dengan kesehatan haji di Arab Saudi
indeks kepuasan minimal minimal baik (pada saat
baik operasional haji)
Seluruh jemaah haji | 221.000 212.690
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persentase jemaah haji 80 64,80
memperoleh  pengukuran
kebugaran jasmani sebelum
keberangkatan
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Sasaran Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi

Persentase jemaah haji 100 87,14
memperoleh  perlindungan
atau proteksi terhadap

penyakit meningitis
meningokokus sebelum
keberangkatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun tidak ada pemberangkatan
haji, tetap dilakukan pemeriksaan Kesehatan, pengukaran kebugaran, dan perlindungan Jemaah
haji yang tunda keberangkatan meskipun realisasi belum maksimal dan datanya dimasukkan ke
dalam SISKOHATKES 2021.

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian indikator

a) Faktor Keberhasilan
1) Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa jemaah haji

dapat diberangkatkan ke Tanah Suci bila memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga
semua jemaah haji harus mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan
kesehatan.

2) Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Isithaah
Kesehatan Jemaah Haji.

3) Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Rl Nomor HK.02.01/Menkes/33/2020 tentang
Kategori Sakit Permanen Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haiji

b) Permasalahan

1) Adanya pandemi Covid-19 sehingga jemaah haji tidak dapat melakukan pemeriksaan
kesehatan, pembinaan kesehatan dan pemberian vaksinasi. Hal ini disebabkan karena
jemaah khawatir tertular Covid-19 bila melakukan aktifitas di luar rumah. Selain itu juga
beberapa sarana kesehatan difokuskan untuk melayani dan melakukan upaya promotif
preventif terkait penyebaran Covid-19.

2) Dibatalkannya keberangkatan jemaah haji tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

3) Halini berimbas pada jemaah haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan, maka
jemaah tersebut tidak akan melakukan pemeriksaan kesehatan lagi karena tidak harus
melunasi BPIH.
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4) Jemaah haji yang belum dilakukan penyuntikan vaksin meningitis juga tidak melanjutkan

upaya penyuntikan, karena tidak akan diproses pembuatan visanya tahun ini.

¢) Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan Provinsi agar tetap melakukan pemeriksaan
Kesehatan bagi calon Jemaah haji melalui Surat Edaran Kepala Pusat Kesehatan Haji
Nomor HJ.01.02/1/1290/2021 tanggal 12 Juli 2021

Membuat penjadwalan pemeriksaan kesehatan jemaah haji bersamaan dengan
pemberian vaksinasi, sehingga potensi peserta datang bersamaan tidak terjadi dan
protokol Kesehatan tetap terjaga

Pembinaan kesehatan jemaah haji tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol
kesehatan, salah satunya dengan menggunakan metode online.

Membuat vlog haji sehat dan disebarluaskan melalui berbagai saluran media guna
meningkatkan pengetahuan dan perilaku jemaah agar tetap mempraktekkan hidup sehat
Tetap dilakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan menggunakan
metode online (webinar).

Pelatihan pengelola kesehatan haji kabupaten/kota secara online (e-learning).
Koordinasi petugas kesehatan baik yang akan berangkat ke Arab Saudi maupun ke

pengelola program dilakukan melalui webinar.

d) Rencana Tindak Lanjut

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

Melakukan penguatan promotif dan preventif kepada jemaah haji Indonesia;
Melaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji dalam kondisi new
normal dengan penerapan kebiasaan protokol kesehatan;

Melakukan peningkatan sistem manajemen kesehatan haji.

Meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji di kabupaten/kota.
Memperluas penyuluhan/dakwah kesehatan haji.

Meningkatkan komunikasi dan advokasi dengan stakeholders terkait dengan
penyelenggaraan kesehatan haji.

Meningkatkan koordinasi dengan kemitraan kesehatan haji dan melakukan

pemberdayaan masyarakat
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Xl. PENGELOLAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Sasaran kegiatan pengelolaan konsil kedokteran Indonesia dengan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.15.1

Definisi Operasional Dan Cara Perhitungan

Indikator

Definisi Operasional

Sasaran
Meningkatnya pelayanan
registrasi dan
penyelenggaraan
standarisasi pendidikan
profesi, pembinaan serta
penanganan kasus

pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi.

Jumlah penanganan kasus
dugaan pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang
terselesaikan

Penanganan kasus
pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi yang

terselesaikan

Jumlah Surat Tanda
Registrasi (STR) Dokter dan
Dokter Gigi yang diterbitkan

Surat Tanda Registrasi
dokter dan dokter gigi yang
teregistrasi dan terselesaikan
tepat waktu

Jumlah standar Pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi

yang disahkan

Pengesahan standar profesi
dokter dan dokter gigi yang
disahkan

Tabel 3.15.2

Analisis Capaian Kinerja 2021

Sasaran Sasaran i
No. Program/Kegiatan Indikator Target Realilsas
1. Meningkatnya pelayanan | Jumlah penanganan kasus 43 70
registrasi dan | pelanggaran disiplin dokter dan
penyelenggaraan dokter gigi yang terselesaikan
standarisasi ~ pendidikan | Jumlah Surat Tanda Registrasi | 45.000 | 65.021
profesi, pembinaan serta | (STR) dokter dan dokter gigi yang
penanganan kasus | teregistrasi dan terselesaikan tepat
pelanggaran disiplin dokter | waktu
dan dokter gigi
Jumlah  Pengesahan  Standar 7 15
Pendidikan Profesi Dokter dan
Dokter Gigi
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Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target

1. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan
terselesaikan tepat waktu
a) Faktor Keberhasilan

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7

8)
9)

Meningkatnya kesadaran dokter dan dokter gigi terhadap pentingnya registrasi.
Mengirim Sistem Komunikasi Cepat (SMS) kepada dokter/dokter gigi/spesialis yang
masa berlaku STR-nya akan berakhir dalam 6 bulan.

Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan.

Reviu regulasi tentang registrasi agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Menetapkan jadwal khusus untuk penyelesaian STR Kualifikasi Tambahan (Selasa
dan Kamis).

Adanya kesepakatan interoperabilitas data Registrasi dengan Organisasi Profesi.
Optimalisasi potensi tenaga yang ada (mengerahkan staf dengan memberi tugas
tambahan selain tugas utamanya).

Peningkatan kapasitas SDM.

Mempertahankan mutu SOP dan Standar Pelayanan.

10) Penyempurnaan sistem registrasi online.

11) Pemutakhiran dan pengembangan sistem interoperabilitas registrasi online yang

terintegrasi sertifikat kompetensi.

b) Permasalahan

1) Adanya kebijakan terkait pemutihan STR-KT tidak dibarengi dengan kesiapan Aplikasi

(kendala aplikasi).

2) Perbaikan aplikasi sangat tergantung dengan pihak ketiga yang mengembangkan

aplikasi tersebut.

3) Adanya perubahan jabatan beberapa staf inti sehingga tidak bisa digunakan maksimal

dalam proses registrasi.

c) Rencana Tindak Lanjut

1) Kebijakan yang akan berdampak pada perubahan aplikasi agar ditindaklanjuti terlebih

dahulu dengan perbaikan/penyiapan aplikasi oleh sekretariat dengan diberi batas

waktu.

2) Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

registrasi harus terperinci dan melibatkan bagian registrasi sebagai pengguna.

3) Menambah kompetensi tenaga dengan kualifikasi IT melalui pelatihan.
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2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan

a) Faktor Keberhasilan
1) Komunikasi, koordinasi dan hubungan antar anggota MKDKI, fasilitator persidangan

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

(Sekretariat KKI), dan unsur-unsur terkait berjalan dengan baik dan lancar.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan satu bulan ke depan disusun pada minggu
kedua bulan berjalan kegiatan sidang MKDKI.

Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat
Pleno MKDKI.

Seluruh kegiatan persidangan dilaksanakan sesuai sesuai peraturan yang berlaku.
Memfasilitasi MKDKI dengan tautan dalam jaringan sehingga untuk kegiatan verifikasi dan
sidang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan mapun kombinasi dalam
jaringan dan luar jaringan.

MKDKI dalam percepatan pencapaian target, meningkatkan kinerja dalam penanganan
pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) vyang dibahas dalam Pleno MKDKI. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2021,
walaupun masa pandemi covid — 19, MKDKI tetap melakukan sidang — sidang baik secara
daring maupun luring untuk kasus baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta.
Target semula sebanyak 43 kasus, akan tetapi dengan peningkatan kinerja yang
dilakukan oleh MKDKI yang difasilitasi oleh Sekretariat KKI maka dapat dicapai sebanyak
70 kasus yang diselesaikan.

Pembinaan praktik kedokteran dan monitoring evaluasi Keputusan KKI terkait dengan
sanksi pelanggaran disiplin profesi kedokteran, walaupun pada masa pandemi covid — 19
tetap dilaksanakan baik secara daring maupun luring dan mencapai target sesuai dengan
output yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan upaya dari Divisi Pembinaan untuk
peningkatan kinerja walaupun di lapangan ada beberapa kendala yang harus di lakukan

penyamaan persepsi bersama pemangku kepentingan terkait.

Fleksibilitas SDM anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dalam memenuhi  kuorum
sidang.
Kepala Sub bagian persidangan/ sub koordinator sebagai fungsional juga merangkap

sebagai panitera.

10)Pengaduan yang masuk dan diberikan tanda terima adalah pengaduan yang telah

lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11) Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan

serta mengkombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.
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b)

12) Konsistens dalam menerapkan alur pengaduan dalam setiap sidang.

13) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan dan Implementasi dilaksanakan
secara konsisten.

14) Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten.

15) Identifikasi masalah dan alternative solusi dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat Pleno
MKDKI.

16) Pembekalan dan optimalisasi anggota MKDKI dan fasilitator persidangan di awal/sebelum
kegiatan keluar kantor (luar jaringan).

17) Panitera membuat laporan kegiatan disaat waktu menunggu/lenggang saat tugas keluar
kantor.

18)Panitera dan Fasilitator saling melengkapi/membantu dalam membuat laporan
pertanggung jawaban keuangan.

Permasalahan

1) Karena adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan keterbatasan mobilitas persidangan
dan Verifikasi.

2) Karena Mayoritas Majelis berusia diatas 60 tahun dimana termasuk ke dalam usia resiko
tinggi.

3) Adanya perubahan anggaran yang berdampak terhadap keterbatasan pelaksanaan
sidang.

4) Kurangnya kuantitas SDM sebagai Panitera/Analis Materi Sidang

Rencana Tindak Lanjut
1) Melakukan pengembangan kapasitas pegawai dan penyegaran organisasi pada Panitera/

pegawai yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun.

2) Mempertahankan komunikasi, koordinasi dan hubungan yang baik antara MKDKI dan
Fasilitator (Sekretariat KKI).

3) Selama Indonesia masih dinyatakan Pandemi Covid-19, maka seluruh kegiatan Verifikasi
dan Sidang dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan serta mengkombinasi
dalam jaringan dan luar jaringan.

4) Advokasi Pemangku Kepentingan dengan meningkatkan Sosialisasi peran masing —
masing pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembinaan praktik kedokteran
terhadap sanksi disiplin dokter/dokter gigi sesuai dengan regulasi yang ada;

5) Diseminasi dan sosialisasi serta advokasi peraturan dan undang-undang bidang praktik
kedokteran perlu ditingkatkan.

6) Melakukan booster vaksin Covid-19 kepada MKDKI dan Fasilitator.
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7) Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan
atau penggabungan ke duanya.

8) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat apabila melakukan dinas luar/ menemui
pihak terkait pengaduan.

9) Melakukan penyegaran pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun.

10) Tidak membatasi latar belakang pendidikan untuk mejadi panitera.

3. Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan
a) Faktor Keberhasilan
1) Tercapainya penyelesaian Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter

Gigi yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No 84 tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun
2018 Tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi
Spesialis dimana terdapat ketentuan pada pasal 14 bahwa KKI dapat menerbitkan
STR KT untuk Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-
Subspesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan daftar nama yang telah
dikeluarkan oleh Kolegium terkait hanya dapat dikeluarkan paling banyak | (satu)
kali paling lambat diterbitkan pada tanggal 21 September 2021 berdampak
meningkatkan pengusulan Standar Pendidikan dari Kolegium dikarenakan syarat
untuk penerbitan STR-KT Spesialis-Subspesialis adalah standar pendidikan
subspesialis sudah disahkan oleh KKI.

b. Inisiasi KKI untu mendorong penetapan dokumen shared competency oleh MKKI
(Majelis Kolegium Kedoketran Indonesia) yang menjadi dasar seluruh Kolegium
untuk menyusun Standar Pendidikan Profesi Dokter sehingga proses
pembahasan di KKI menjadi lebih efekiif.

c. Pengalihan metode pertemuan koordinasi pembahasan standar pendidikan yang
semula luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring) yang menyebabkan
peserta pertemuan dapat mengikuti dari tempatnya masing-masing sehingga
proses penyelesaian Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi lebih
efektif dan efisien.

2) Tercapainya target Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi
Kedokteran dan Kedokteran Gigi karena program kebijakan yang diprioritaskan mendukung
Pemerintah khususnya misi Presiden dan Wakil Presiden RI meningkatkan kualitas

manusia dan sebagai perwujudan realisasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGS)
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3)

4)

5)

6)

poin 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua
untuk semua usia, dalam hal kebijakan yang terkait dengan pengaturan Praktik Kedokteran.
Untuk adanya kerja sama antar pemangku kepentingan, metode pertemuan pembahasan
kebijakan dan ketentuan KKI dilakukan secara daring sehingga menjadi lebih efektif dan
efisien.
Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholders dalam
penyusunan kebijakan terkait pemutakhiran ilmu dan teknologi kedokteran dan kedokteran
gigi, shared competency, dan revisi pengesahan standar pendidikan profesi kedokteran dan
kedokteran gigi.
Pengembangan Sistem Informasi dan metode dalam standardisasi pendidikan profesi
kedokteran.
Melakukan tinjauan kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi
Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Adaptasi, Pengesahan Standar Pendidikan Profesi
Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta penjaminan mutu kompetensi dokter dan dokter
gigi).
Melakukan harmonisasi regulasi di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran
gigi dengan pemangku kepentingan.
a) Pemutakhiran metode dan pengembangan sistem informasi dalam fasilitasi
standardisasi pendidikan profesi.
b) Pelayanan satu pintu (mencakup semua kegiatan divisi; Adaptasi dokter/dokter
gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis).
c) Keterpaduan pelaksanaan program KKI dan pemangku kepentingan terkait.
d) Peningkatan kapasitas SDM.
e) Mempertahankan mutu layanan dan fasilitasi.
f) Pengembangan berkelanjutan dari SOP.
g) Pembuatan panduan dalam pengesahan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan
Kedokteran Gigi.
h) Pemutakhiran dan pengembangan sistem informasi.
i) Koordinasi dalam penyusunan regulasi antara KKI dengan pemangku kepentingan.
j) Penyampaian produk KKI khususnya Divisi Standar Pendidikan Profesi kepada
masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui pertemuan koordinasi, laman

www.kki.go.id, Buletin KKI, dan media lainnya.
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b) Permasalahan

1)

2)

Masih diperlukan kesamaan konsep dan pemahaman pada saat penyusunan peraturan

perundang-undangan, terutama pada saat harmonisasi sebagaimana amanah
Permenkumham No 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan
Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
Dalam menyusun kebijakan, masih ditemukan tumpang tindih regulasi yang menjadi

dasar kewenangan penetapan materi muatan kebijakan.

¢) Rencana Tindak Lanjut

1)

2)

3)

Advokasi Pemangku Kepentingan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi
dengan pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
hal melakukan regulasi terutama yang terkait dengan registrasi, fungsi pengesahan
standar pendidikan profesi dan fungsi pembinaan praktik kedokteran;

Meningkatkan optimalisasi dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan baik
secara vertikal atau horisontal yaitu antara UUPK dengan UU Sistem Pendidikan
Nasional, UU Pendidikan Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kualitas
pendidikan profesi kedokteran dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait;

Diseminasi dan sosialisasi serta advokasi peraturan dan undang-undang bidang praktik
kedokteran perlu ditingkatkan;

XlIl. PENGELOLAAN KRISIS KESEHATAN
Sasaran kegiatan pengelolaan krisis kesehatan adalah meningkatnya upaya Kesehatan

pengelolaan krisis Kesehatan di daerah dengan indikator, definisi operasional dam cara

perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.1

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Indikator Definisi Operasional Cara Perhitungan
Meningkatnya Jumlah provinsi dan | Jumlah provinsi dan | Jumlah provinsi dan
upaya Kesehatan | kabupaten/kota yang | kabupaten/kota yang | kabupaten/kota yang
pengelolaan krisis | ditingkatkan telah mendapatkan | ditingkatkan
kesehatan di | kapasitasnya dalam | advokasi, sosialisasi | kapasitasnya dalam
daerah upaya pengurangan | dan pendampingan | upaya pengurangan

risiko krisis kesehatan | melalui kegiatan: risiko krisis kesehatan
- Assesment
Kapasitas  Daerah
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1.

Sasaran

Indikator

Definisi Operasional

Cara Perhitungan

Dalam
Manajemen
Penanggulangan
Krisis Kesehatan

- Penyusunan
Peta Respon

- Penyusunan
Rencana
Kontijensi

- Penyelenggaraan
Gladi/Simulasi
Penanggulangan
Krisis Kesehatan

Penerapan

Jumlah
kabupaten/kota yang
mendapatkan
dukungan tim dalam
upaya
penanggulangan
krisis Kesehatan

Jumlah
mendapatkan
upaya

penanggulangan
krisis kesehatan.

kabupaten/kota yang

dukungan tim dalam

yang

dukungan

Jumlah kabupaten/kota
mendapatkan
tim dalam
upaya penanggulangan
krisis kesehatan

Tabel 3.16.2
Capaian IKK Tahun 2021

Sasaran Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
Meningkatnya upaya | Jumlah provinsi dan 123 123
Kesehatan pengelolaan | kabupaten/kota yang
krisis kesehatan di daerah ditingkatkan kapasitasnya dalam

upaya pengurangan risiko krisis
Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang 35 35

mendapatkan  dukungan tim
dalam upaya penanggulangan
krisis Kesehatan

Hal — Hal yang mempengaruhi pencapaian target indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya

pengurangan risiko krisis Kesehatan

a) Faktor Keberhasilan

1) Adanya komitmen dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta

dukungan lintas sektor (provinsi, kabupaten/kota dan stake holder terkait)
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b)

c)

2)

Adanya data dan informasi yang disiapkan oleh lintas sektor terkait yang berkontribusi

dalam pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Data yang diberikan oleh narasumber tidak lengkap dan terbaru. wawancara dan
pengumpulan data secara daring terkendala akses internet di daerah dan kemampuan
petugas daerah dalam penginputan data ke dalam aplikasi

Penyampaian informasi kegiatan ini cenderung terlalu singkat, sehingga peserta belum
sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebagian bukan penanggungjawab atau bukan
sebagai pelaksana program penanggungjawab krisis Kesehatan.

Adanya kebijakan rotasi/mutasi pegawai pemeritah daerah yang menyebabkan pegawai
baru yang menangani penanggulangan krisis belum melakukan transfer of knowledge.
Memasuki tahun ke dua sejak kasus pandemi COVID 19 melanda Indonesia, terjadi
pembatasan pergerakan orang sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara luring
ke daerah sasaran.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebagian bukan penanggungjawab atau pelaksana
program penanggungjawab krisis Kesehatan.

Petugas yang telah dilatih dimutasikan ke posisi lain yang tidak berkaitan sama sekali
dengan penanggulangan krisis kesehatan.

Dokumen rencana kontijensi bidang Kesehatan belum dimanfaatkan menjadi dokumen

operasional penanggulangan bencana.

Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

Menginformasikan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk
menyiapkan data dukung/dokumen yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan
assessment untuk penginputan dan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi
sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan;
Meminta dukungan dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi
akses internet yang stabil

Melakukan pra asistensi untuk melatih petugas di daerah melakukan penginputan data
ke dalam aplikasi asistensi

melakukan post asistensi untuk melengkapi data-data yang belum di input ke dalam

aplikasi asistensi
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5) Memperbaiki persiapan dan koordinasi dengan dinas Kesehatan kab/kota untuk
pelaksanaan kegiatan ini, mencakup didalamnya sarana prasarana, lokasi, dan
dokumen pendukung lainnya.

6) Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan adalah petugas/ staf pelaksana di
Dinas Kesehatan Kab/kota yang terkait sebagai pengelola data dan informasi
penanggulangan krisis Kesehatan

7) Rencana kontijensi yang dibuat perlu dilakukan evaluasi dan diperbaharui secara
berkelanjutan sesuai bencana yang sering terjadi diwilayahnya.

d) Rencana Tindak Lanjut
1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi, Kabupaten/Kota agar kebutuhan data dan

informasi dibutuhkan dapat dihimpun untuk memudahkan penginputan data;

2) Membuat komitmen bersama seluruh pejabat dan staf pusat krisis kesehatan terkait
pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

3) Berkoordinasi dengan lebih baik, antara Pusat Krisis Kesehatan dengan Dinas
Kesehatan Kab/Kota dengan melibatkan lintas sector diwilayahnya, sesuai kebutuhan.

4) Memberikan pembekalan kembali (knowledge refreshment) kepada fasilitator sehingga
nantinya dapat memfasilitasi kegiatan ini secara optimal;

5) Komunikasi yang intensif dengan petugas yang telah dilatih sistem penanggulangan
krisis Kesehatan dan kepada pejabat yang membidangi agar dapat dimanfaatkan
secara optimal.

6) Memberikan pembekalan kembali (knowledge refreshment) kepada fasilitator sehingga
nantinya dapat memfasilitasi kegiatan ini secara optimal;

Membuat komitmen bersama seluruh pejabat dan staf pusat krisis kesehatan terkait

pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang

2. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan
krisis Kesehatan
a) Faktor Keberhasilan
1) Koordinasi Klaster Kesehatan Nasional berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan

mobilisasi tenaga bantuan kesehatan pusat, organisasi Profesi dan LSM dapat
dilakukan secara cepat dan tepat untuk upaya penanggulangan krisis kesehatan di
wilayah terdampak bencana;

2) Komitmen untuk dukungan bantuan kesehatan melalui mekanisme Klaster

Kesehatan Nasional sangat baik.
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b)

d)

Permasalahan

1)

2)

3)

Petugas yang sudah dilatih manajemen penanggulangan krisis kesehatan, karena
kebijakan pemerintah daerah sudah di rotasi/mutasi ke program lain, sementara
petugas pengelola program krisis kesehatan pengganti belum memperoleh transfer

ilmu pengetahunan manajemen krisis kesehatan;

Petugas kesehatan yang dibutuhkan untuk upaya penanggulangan krisis kesehatan di
Dinas Kesehatan kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan ikut terdampak bencana

sehingga pelayanan kesehatan mengalami kelumpuhan;

Kecepatan respon Klaster Kesehatan Nasional terhambat karena sulitnya sarana

transportasi dan jalan ke lokasi bencana akibat terkena dampak bencana.

Pemecahan Masalah

1)

2)

3)

4)

Melaksanakan kegiatan pendampingan ke dinas kesehatan provinsi, kab/kota untuk
memperkuat manajemen penanggulangan krisis kesehatan;

Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terdekat dan lintas
sektor terkait, serta organisasi profesi dan LSM untuk mobilisasi sumber daya
kesehatan;

Melakukan evaluasi pasca penanggulangan krisis kesehatan untuk pembelajaran atas
upaya yang dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penyegaran pengetahuan sumber daya manusia dalam manajemen penanggulangan

krisis Kesehatan

Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi yang lebih baik dalam peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan

bencana bagi sumber daya manusia Dinas Provinsi, Kab/Kota

Xlll. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Sasaran kegiatan Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan adalah dihasilkannya

bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan Kesehatan dan JKN dengan indikator,

definisi operasional dam cara perhitungan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.17.1

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran

Indikator

Definisi Operasional

Cara Perhitungan

Dihasilkannya
bahan kebijakan
teknis
pengembangan
pembiayaan
Kesehatan dan
JKN

Jumlah kajian
penilaian
teknologi
Kesehatan
yang dihasilkan

Rangkaian kegiatan analisis
yang dilakukan secara
sistematis dengan pendekatan
multidisiplin untuk  menilai

dampak penggunaan teknologi
kesehatan dalam program JKN

Jumlah dokumen analisis/kajian
penilaian teknologi kesehatan
yang dihasilkan dalam kurun 5
tahun dan dijabarkan pada tiap
tahunnya

Jumlah kajian
National Health
Account (NHA)
yang dihasilkan

Rangkaian kegiatan  yang
dilakukan secara sistematis dan
komprehensif untuk

menghasilkan potret aliran dana
dalam sistem kesehatan dalam
periode satu tahun

Jumlah dokumen kajian
National Health Account (NHA)
yang dihasilkan dalam kurun 5
tahun dan dijabarkan pada tiap
tahunnya

Jumlah  kajian | Rangkaian kegiatan analisis | Menghitung Jumlah dokumen
kebijakan yang dilakukan secara | kajian kebijakan  teknis
teknis sistematis untuk memperoleh | pembiayaan kesehatan
pembiayaan hasil penelaahan/rekomendasi/ | termasuk sumber pembiayaan
Kesehatan hasil kajian/ rancangan regulasi/ | yang baru yang dihasilkan
termasuk regulasi pembiayaan dalam | dalam kurun 5 tahun dan
sumber pembiayaan kesehatan | dijabarkan pada tiap tahunnya
pembiayaan termasuk sumber pembiayaan

yang baru yang baru

Jumlah bahan | Hasil penelaahan  data/hasil | Jumlah bahan dukungan teknis
dukungan kajian/ rancangan regulasi/ | Peémbiayaan kesehatan dan
teknis regulasi pembiayaan kesehatan | jaminan  kesehatan  yang
pembiayaan dan jaminan kesehatan yang | dihasilkan dalam kurun 5 tahun
Kesehatan dan | dihasilkan dan dijabarkan pada tiap
jaminan tahunnya

kesehatan

Jumlah Pertemuan yang dilakukan | Menghitung Jumlah pertemuan
advokasi dan | gengan lintas  sektor/lintas | Jumlah advokasi dan sosialisasi
sosialisasi program/lintas pembiayaan kesehatan yang
pembiayaan Kementerian/Lembaga/Satuan | dilaksanakan/diselenggarakan
kesehatan dalam kurun 5 tahun dan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

provinsi/ Kab/Kota dan
Masyarakat  dalam upaya
mengadvokasi dan

mensosialisasikan Pembiayaan
Kesehatan

dijabarkan pada tiap tahunnya
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Tabel 3.17.2
Capaian IKK Tahun 2021

Sasaran Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi

Dihasilkannya bahan | Jumlah kajian penilaian 2 2
kebijakan teknis | teknologi Kesehatan yang
pengembangan dihasilkan

pembiayaan Kesehatan dan
JKN

Jumlah kajian National Health 1 1
Account (NHA) yang
dihasilkan

Jumlah kajian kebijakan teknis 1 1
pembiayaan Kesehatan
termasuk sumber pembiayaan
yang baru

Jumlah  bahan  dukungan 2 2
teknis pembiayaan Kesehatan
dan jaminan kesehatan

Jumlah advokasi dan 10 10
sosialisasi pembiayaan
Kesehatan

Hal — hal yang mempengaruhi pencapaian target indikator :

a)

Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)

Komitmen pimpinan dan pegawai Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk
pencapaian kinerja tahun 2021.

Koordinasi yang baik antara unit satuan kerja PPJK  dengan
narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya. Sebagai contoh bentuk koordinasi
yang telah dilakukan, di antaranya dalam bentuk rapat rutin pembahasan topik HTA oleh
tenaga teknis yang telah ditunjuk setiap minggunya, rapat Dewan Penilaian Teknologi
Kesehatan, koordinasi kegiatan NHA dengan Tim NHA Universitas Indonesia,
Koordinasi pembahasan rancangan Permenkes dan rapat tim tarif.

Perencanaan kegiatan yang sudah terorganisir dengan baik, yaitu dengan membuat
time line kegiatan per bulannya untuk setiap bidang dan bagian sehingga terjadi
akselerasi antar kegiatan di bidang dan bagian.

Komitmen pegawai Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk pencapaian
kinerja tahun 2021.

Target HTA dalam Rencana Strategis Kemenkes RI tahun 2020-2024.
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6) Koordinasi dengan Komite PTK, organisasi profesi terkait studi PTK, akademisi, unit-
unit terkait di Kemenkes (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Pelayanan
Kesehatan, Badan Litbangkes), BPJS Kesehatan, tim pelaksana studi PTK.

7) Koordinasi dan penerimaan RS sebagai tempat pengumpulan data primer studi PTK

8) Panduan pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/HTA

9) Regulasi tempat penelitian (RS dan BPJS Kesehatan).

10) Ketersediaan data belanja kesehatan publik di bulan Juli setelah keluar LRA audit.

11) Ketersediaan data belanja non publik di bulan November untuk data LNPRT dan di
bulan Desember untuk data OOP Susenas.

12) Ketersediaan data DHA sebagai dasar pemecah belanja kesehatan tingkat sub
nasional. Namun dimasa pandemi covid 19, tidak ada daerah yang melakukan
penyusunan DHA. Daerah lebih fokus ke penanganan Covid 19.

13) Adanya penambahan dana kesehatan untuk penanganan pandemi Covid 19.
Penambahan belanja kesehatan yang cukup besar bersumber dari Kemendes,
Kementerian PUPR, BPOM, BNPB, Polri, Kementerian Pertahanan, BKKBN. Tim telah
berusaha untuk melakukan permintaan data ke beberapa K/L lain terkait belanja covid
19, namun belum semua dapat memberikan data secara rinci/detail.

14) Koordinasi antara unit Kementerian Kesehatan, Kementerian Lembaga terkait.

15) Masukan dan tanggapan terkait substansi Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) di Bidang Non Infrastruktur Kesehatan

16) Adanya dukungan kegiatan dari Mitra Pembangunan HP+ USAID

17) Koordinasi antara Lintas Sektor/Lintas Program, profesi, pakar/akademisi terkait
penyusunan kebijakan pengembangan pembiayaan dan JKN

18) Dalam penyusunan studi yang menjadi capaian indikator ini mendapatkan bantuan
asistensi mitra pembangunan.

19) Koordinasi pihak terkait untuk kebutuhan data baik kuantitatif maupun kualitatif, serta
data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap dan valid pada pelaksanaan kegiatan studi
Analisis Pembiayaan Kesehatan: Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada lbu
Hamil dan Remaja Putri

20) Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan terhambat
Koordinasi dengan pihak-pihak yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan advokasi

dan sosialisasi pembiayaan kesehatan
b) Permasalahan

1) Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan studi PTK terhambat, fasilitas
kesehatan membatasi akses kunjungan untuk mencegah penyebaran virus yang lebih
luas, ada pula larangan untuk perjalanan dinas luar daerah sedangkan pelaksanaan
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studi dilakukan di 4 daerah yang berbeda, DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan
Surabaya

2) Waktu yang cukup lama dalam mendapatkan persetujuan etika penelitian dan ijin
penelitian RS sebagai syarat sebelum dilakukan pengumpulan data di RS tersebut
meliputi kemudahan dalam proses etik dan ijin, akses data yang diperlukan (SIRS,
Billing RS, rekam medis, serta wawancara pasien)

3) Validitas data RS (tidak lengkapnya data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan
HTA dan banyaknya usulan topik studi PTK yang tidak memiliki data yang lengkap
sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu untuk batas pengumpulan topik

4) Terbatasnya SDM pelaksana PTK.

¢) Pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut

1) Meningkatkan rapat maupun pertemuan koordinasi dilakukan secara virtual atau
secara hybrid meeting melalui media daring/online dengan unit-unit terkait PTK.

2) Menyusun time schedule yang dapat disepakati bersama oleh para pelaksana PTK.

3) Optimalisasi pengumpulan dan analisis data studi HTA di tengah pandemi Covid-19.

4) Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan PTK tentang Kegiatan Penilaian
Teknologi Kesehatan dalam Program JKN dan kriteria usulan topik yang layak
diusulkan kepada Komite PTK untuk dikaji, sehingga semakin banyak pemangku
kepentingan yang mengetahui dan paham tentang kegiatan PTK dan kriteria-kriteria
usulan topik yang dibutuhkan

5) Pelaksanaan appraisal oleh Komite PTK dan melaksanakan diseminasi hasil PTK
kepada para pemaku kepentingan

6) Meningkatkan koordinasi melalui media daring/online dengan unit-unit terkait
penyusunan NHA.

7) Melakukan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait dalam hal
pengumpulan data melalui pengiriman surat berserta format yang dibutuhkan serta
melakukan follow up melalui online

8) Pemutakhiran data belanja kesehatan melalui pertemuan rutin Tim dan dukungan studi
tambahan. Update data terbaru dan juga sumber potensial data atau memperbaiki
kualitas data sebagaimana dibutuhkan klasifikasi SHA 2011.

9) Perlu dilakukan refresh kembali kepada Tim Pelaksana DHA/PHA yang sudah pernah
dibentuk melalui Pelatihan ataupun pendampingan ke daerah

10) Peningkatan kapasitas kepada Tim NHA Indonesia terutama pengolah data dalam
pelaksanaan produksi NHA/PHA/DHA.

11) Melakukan koordinasi dengan Digitalisasi Transformar Office (DTO) dalam rangka
otomatisasi data, sehingga produksi NHA bisa lebih cepat ( t-1).
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12) Menyediakan platform online melalui aplikasi zoom untuk memfasilitasi peserta yang
tidak dapat hadir secara langsung.

13) Melakukan koordinasi dan terus me-reminder/follow up kepada unit/stakeholder terkait

masukan dan tanggapan terkait substansi Rancangan Permenkes KPS di Bidang Non
Infrastruktur Kesehatan

14) Melakukan Harmonisasi Permenkes KPS di Bidang Non Infrastruktur Kesehatan
dengan Kementerian Hukum dan HAM

B. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

Indikator Kinerja Program

Capaian IKP Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Program
No Program Sasaran Indikator Target Capaian | Realisasi
1 | Pelayanan Terselenggaranya | Jumlah 96,8 93,55 96,64%
Kesehatan Penguatan penduduk yang
dan JKN Jaminan menjadi peserta
Kesehatan Penerima
Nasional Bantuan luran
(PBI) melalui
Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN)

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan pada program Pelayanan Kesehatan dan JKN adalah Pembiayaan

JKN/KIS dengan penjelasan indikator, definisi oeprasional dan cara perhitungan sebagai
berikut:

Tabel 3.19
Definisi Operasional dan Cara Perhitungan
Sasaran Indikator Defln_|S| Cara Perhitungan
Operasional

Jumlah dokumen Jumlah dokur_nen yang
yang  pembayaran pembayaran iuran PBI
Terlaksananya Jumlah dokumen ‘uran PBI ke BPJS ke BPJS Kesehatan
pembayaran iuran | pembayaran iuran Kesehatan selama selama setahun yang
PBI JKN PBI JKN setahun dihasilkan dalam kurun
5 tahun dan dijabarkan

pada tiap tahunnya.

117




Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No Kegiatan Sasaran Indikator Target | Capaian
1 | Pembiayaan Terselenggaranya | Jumlah 1 1
JKN/KIS pembayaran iuran | dokumen
PBI JKN pembayaran
iuran PBI JKN

Hasil capaian indikator pada tahun 2021 telah tercapai seluruhnya (100%), yaitu dengan
diperolehnya dokumen pembayaran iuran PBI ke BPJS Kesehatan selama setahun, sehingga dari
1 (satu) target dokumen yang ditetapkan diperoleh realisasi capaian sebanyak 1 (satu) dokumen.
Dalam dokumen pembayaran iuran PBl ke BPJS Kesehatan ini memberikan informasi terkait
jumlah peserta PBI JKN yang dibayarkan iurannya ke BPJS Kesehatan pada tahun 2021.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian indikator

a) Faktor Pendukung
1) Arah Kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI.
2) Adanya Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Menteri Sosial
seperti SK penetapan peserta PBI awal, SK Menteri Sosial tentang pergantian peserta
PBI
3) adanya Kebijakan pendaftaran peserta PBI oleh Menteri Kesehatan
4) adanya Kebijakan yang berkaitan dengan PBI
b) Permasalahan
Terdapat perbedaan jumlah peserta PBI antara yang diterbitkan Kemensos dan BPJS
Kesehatan
c¢) Pemecahan Masalah dan RTL
Koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan agar SK Penetapan PBI
yang diterbitkan oleh Menteri Sosial ditahun 2022 dapat sesuai target yang ditetapkan di tahun
2022 yaitu sebesar 96,80 juta jiwa.
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SUMBER DANA/REALISASI ANGGARAN

ada tahun 2021, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami perubahan dibandingkan

dengan DIPA awal. Berdasarkan DIPA Induk tahun 2021 yang terbit pada tanggal 23

November tahun 2020, eselon 1 Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp50.680.081.389.000,- dengan rincian untuk Program Dukungan Manajemen sebesar
Rpl1.892.881.389,- dan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN adalah sebesar
Rp48.787.200.000,-. Pada pelaksanaan, terdapat efisiensi penyesuaian belanja K/L untuk
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Pandemi Covid-19 sebesar
Rp3.838.678.247.000,- dan tambahan anggaran sebesar Rp1.293.668.686.000,-, sehingga pagu
akhir Sekretariat Jenderal menjadi Rp48.135.071.828.000,- dengan rincian :

a. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp45.413.329.504.000,- dan
b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.721.742.324.000,-

Berdasarkan data Omspan tanggal 21 Januari 2022, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal

sebesar Rp47.331.996.239.072,- atau 98,33% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran per Kegiatan

: Anggaran
N K t S
= egratan Pagu Realisasi %
Program Dukungan Manajemen 2.721.742.324.000 2.579.007.793.872 | 94,76
1 | Perumusan Produk Hukum 9.170.903.000 8.842.354.622 | 96,42
dan Organisasi
o | Pembinaan Administrasi 31.285.993.000 0.404.357.792 | 97,18
Kepegawaian
Pembinaan Pengelolaan
3 | Administrasi Keuangan dan 18.931.759.000 18.599.557.837 | 98,25

Barang Milik Negara

Perencanaan dan
4 | Penganggaran Program 40.535.798.000 36.552.820.120 | 90,17
Pembangunan Kesehatan

Pengelolaan Ketatausahaan

5 : 982.367.265.000 059.845.863.144 | 97,71
Kementerian

6 | Pengelolaan Data dan 449.949.040.000 395.921.507.568 | 87,99
Informasi Kesehatan

7 I\'T:;gr‘igkata” Kerja Sama Luar 7.322.022.000 6.569.185.740 | 89,72

g | Peningkatan Kesehatan 40.719.184.000 40.067.631.811 | 98,40
Jemaah Haji
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. Anggaran
NO Kegiatan Pagu Realisasi %
Pengelolaan Komunikasi
9 | Publik dan Pelayanan 34.664.922.000 32.588.451.374 | 94.01
Masyarakat
10 | Pengelolaan Krisis Kesehatan |  1.050.955.042.000 995.827.869.491 | 94.75
11 | Pengelolaan Konsil 31.581.677.000 30.666.216.603 | 97,10
Kedokteran Indonesia
1o | Pengembangan Pembiayaan 15.124.716.000 14.456.246.139 | 9558
dan Jaminan Kesehatan
13 | Peningkatan Analisis 9.134.003.000 8.665.731.631 | 94,87
Determinan Kesehatan
g;‘?‘gﬁm Pelayanan Kesehatan 45.413.329.504.000 | 44.752.988.445.200 | 98,55
1 | Pembiayaan JKN/KIS 45.413.329.504.000 | 44.752.988.445.200 | 98.55
TOTAL ANGGARAN 48.135.071.828.000 | 47.331.996.239.072 | 98,33

Sumber : Omspan 21 Januari 2022

Berdasarkan kewenganan, anggaran Setjen dibedakan menjadi Kantor Pusat dengan alokasi
Rp48.124.530.141.000,-
Rp10.541.687.000,-. Alokasi dan realisasi anggaran per unit kerja Kantor Pusat Sekretariat

sebesar dan Dekonsentrasi dengan alokasi sebesar

Jenderal sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Per Satker Kantor Pusat
Anggaran
No Nama Satker
Pagu Realisasi %

1 Biro Hukum dan Organisasi 9.179.903.000 8.842.354.622 96,42
2 Biro Kepegawaian 31.285.993.000 30.404.357.792 97,18
3 Biro Keuangan dan BMN 18.431.759.000 18.149.031.737 98,47
4 Biro Perencanaan dan 37.249.450.000 33.467.527.027 89,85

Anggaran
5 Biro Umum 982.367.265.000 959.845.863.144 97,71
6 Pusat Data dan Informasi 445,537.978.000 391.984.429.103 87,98
7 Biro Kerja Sama Luar Negeri 7.322.022.000 6.569.185.740 89,72
8 Pusat Kesehatan Haji 38.375.907.000 37.899.015.956 98,76
9 Biro Komunasi dan Pelayanan 34.664.922.000 32.588.451.374 94,01

Masyarakat
10 | Pusat Krisis Kesehatan 1.050.955.042.000 995.827.869.491 94,75
11 | Sekretariat Konsil Kedokteran 31.581.677.000 30.666.216.603 97,10

Indonesia
12 | Pusat Pembiayaan dan 45.428.454.220.000 | 44.767.444.692.339 98,54

Jaminan Kesehatan
13 | Pusat Analisis Determinan 9.134.003.000 8.665.731.631 94,87

Kesehatan

TOTAL ANGGARAN 48.124.530.141.000 | 47.322.354.725.559 98,33

Sumber : SatuDJA, 29 Januari 2022
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Sedangkan anggaran dekonsentrasi di Sekretariat Jenderal meliputi 5 kegiatan, dengan rincian

alokasi dan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Dekonsentrasi per Kegiatan
Kegiatan PAGU REALISASI %

Pembinaan Pengelolaan _A_dmlnlstra5| 500.000.000 450 526.100 90.11
Keuangan dan Barang Milik Negara
Perencanaan dan Penganggaran Program | - 3 56 348 000 | 3.085.293.003 | 93,88
Pembangunan Kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi 4.411.062.000 | 3.937.078.465 89,25
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 2.344.277.000 2.168.615.855 92,51

Total 10.541.687.000 9.641.513.513 91,46

Sumber : SatuDJA 21 Januari 2022

Pada tabel di atas, dapat dilihat realisasi anggaran dekonsentrasi tertinggi adalah kegiatan
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan persentase
sebesar 93,88%, sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan sebesar 89,25%. Total realisasi dari keseluruhan anggaran dekonsentrasi sebesar
91,46%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi per provinsi adalah sebagai
berikut :

Tabel 3.24

Realisasi Anggaran Dekonsentrasi per Provinsi

No Satker Pagu Realisasi %

1 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 178.935.000 158.735.000 88,71
2 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 728.253.000 689.323.682 94,65
3 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 606.079.000 574.429.480 94,78
4 | Dinas Kesehatan Provinsi Di Yogyakarta 210.135.000 193.945.740 92,30
5 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 691.177.000 662.069.700 95,79
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No Satker Pagu Realisasi %

6 Dinas Kesehatan Provinsi Aceh 345.011.000 330.504.400 95,80

7 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 409.173.000 380.672.800 93,03
Utara

8 gg‘rgf Kesehatan Provinsi Sumatera 332.977.000 312.772.000 | 93,93

9 Dinas Kesehatan Provinsi Riau 247.954.000 241.253.500 97,30

10 | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 227.285.000 221.925.000 97,64

11 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 248.969.000 239 887.200 96,35
Selatan

12 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 259.447.000 234.660.100 90,45

13 gg‘rgf Kesehatan Provinsi Kalimantan 248.828.000 231.960.769 | 93,22

14 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 299 022.000 265.890 800 88.92
Tengah

15 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 266.292 000 261.443.900 08,18
Selatan

16 ?i';‘]ﬁ Kesehatan Provinsi Kalimantan 225.609.000 199.731.500 | 88,53

17 B'tg";‘as Kesehatan Provinsi Sulawesi 292.341.000 289.453.300 | 99,01

18 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 294.487.000 294.428.000 99,98
Tengah

19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 640.615.000 623.015.000 97.25
Selatan

20 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 283.515.000 260.019.000 91,71
Tenggara

21 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 286.153.000 244.923.870 85,59

22 | Dinas Kesehatan Provinsi Bali 254.156.000 232 342 800 91,42

23 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 258.001.000 246.759.000 | 95,64
Tenggara Barat

24 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 616.468.000 573.634.394 | 93,05
Tenggara Timur

25 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua 104.060.000 93.698.980 90,04

26 | Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 221.272.000 220.731.501 99,76
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No Satker Pagu Realisasi %
27 | Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 232.093.000 227.557.850 98,05
28 | Dinas Kesehatan Provinsi Banten 220.864.000 115.704.000 52,39
29 gg‘nagskg?;nﬁ%” Provinsi Kepulauan 157.984.000 157.215.300 | 99,51
30 | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 187.237.000 176.149.605 94,08
31 | pinas Kesehatan Provinst Kepulauan 236.703.000 |  199.856.400 | 84,43
32 | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 340.870.000 147.943.678 43,40
33 | pinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 163.283.000 160.862.000 | 98,52
34 Bitgf‘as Kesehatan Provinsi Kalimantan 226.439.000 178.013.264 | 78,61
Total 10.541.687.000 9.641.513.513 91,46

Sumber : SatuDJA 21 Januari 2022

Realisasi anggaran dekonsentrasi per provinsi terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu
sebesar 43,40% dan tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 99,98%. Total

realisasi adalah sebesar 91%.
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ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

Tabel 3.25

Realisasi Indikator Kegiatan dan Anggaran

No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

Duku

ngan Manajemen

Perencanaan dan
Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan

40.535.798.000

36.552.820.120

90,17%

Nilai kinerja
penganggaran
Kementerian
Kesehatan

88 94,74

107,66

Persentase provinsi
yang mendapatkan
penguatan dalam
penyelenggaraan SPM
bidang Kesehatan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

40 40

100

Persentase Provinsi
dengan anggaran
kesehatan daerah
dalam APBD yang
sesuai dengan prioritas
nasional bidang
Kesehatan

40 91,18

228

Pembinaan Administrasi
Kepegawaian

31.285.993.000

30.404.357.792

97.18
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No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

Persentase Pejabat
Pimpinan Tinggi,
Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas
di lingkungan
Kementerian
Kesehatan yang
memiliki kompetensi
sesuai dengan standar
kompetensi jabatan

78%

84,24%

108

Persentase PNS di
lingkungan
Kementerian
Kesehatan yang
menduduki Jabatan
Fungsional

64%

68,67%

107,3

Tingkat Kepuasan
terhadap Layanan
Kepegawaian

41

3,08

75,12

Perumusan Produk Hukum dan

Organisasi

9.170.903.000

8.842.354.622

96,42

Jumlah peraturan
perundang-undangan
dan produk hukum lain
bidang kesehatan yang
disusun

125

224

179,2

Jumlah produk
penataan organisasi
dan tatalaksana serta
fasilitasi pelaksanaan
reformasi birokrasi
Kementerian
Kesehatan

18

20

111,11

125




No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

Jumlah permasalahan
dan kasus hukum yang
tertangani serta
fasilitasi pengawasan
dan penyidikan bidang
kesehatan

169 217

128,40

10

Nilai Reformasi
Birokrasi di lingkup
Sekretariat Jenderal

81 95,08

117,38

Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Negara

18.931.759.000

18.599.557.837

98,25

11

Persentase ketepatan
waktu penyampaian
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Satuan
Kerja

100 100

100

12

Persentase Capaian
Realisasi Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa

96 71

73,96

13

Persentase jumlah
satker kantor Pusat
dan Kantor Daerah
dengan Nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) lebih
dari atau sama dengan
80

70 90

128,6

14

Persentase nilai
Barang Milik Negara
(BMN) yang telah
mendapatkan Surat
Keputusan Penetapan
Status Penggunaan
(SK PSP) sesuai
ketentuan

100 92

92
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No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

Pengelolaan Ketatausahaan

Kementerian

982.367.265.000

959.845.863.144

97,1

15

Persentase Kepuasan
Pelanggan terhadap
Layanan TU Pimpinan
dan Protokol

83

83,87

101,05

16

Jumlah Satker yang
telah melaksanakan
Self Assessment
Gerakan Kantor
Berbudaya Hijau dan
Sehat (BERHIAS)

66

102

154,54

17

Jumlah Satker yang
melaksanakan
Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip
(GNSTA)

110

111

100,90

18

Jumlah Satker yang
menggunakan aplikasi
E-Monev Belanja
Pegawai Kementerian
Kesehatan

90

93

103,33

Pengelolaan Data dan Informasi

Kesehatan

449.949.040.000

395.921.507.568

87,99

19

Jumlah Sistem
Informasi Kesehatan
yang terintegrasi dalam
Aplikasi Satu Data
Kesehatan (ASDK)

25

25

100

20

Persentase indikator
pembangunan
kesehatan yang diukur
dengan data rutin

160

Peningkatan Kerja Sama Luar

Negeri

7.322.022.000

6.569.185.740

89,72

21

Jumlah Perjanjian
Kerja Sama Bilateral
Bidang Kesehatan
yang ditandatangani

20

500
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No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

22

Jumlah Prakarsa
Indonesia yang
menjadi hasil
Pertemuan Regional
dan Multilateral Bidang
Kesehatan

5

16

320

Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haiji

40.719.184.000

40.067.631.811

98,40

23

Persentase jemaah
haji memperoleh
pengukuran kebugaran
jasmani sebelum
keberangkatan

80

64,01

80,01

24

Persentase jemaah
haji memperoleh
perlindungan atau
proteksi terhadap
penyakit meningitis
meningokokus

100

87,14

87,14

25

Indeks kepuasaan
jemaah haji terhadap
pelayanan kesehatan
haji minimal baik (pada
saat operasional haji)

Baik

Tidak ada
realisasi karena
adanya
pembatalan
keberangkatan
Jemaah haji

26

Seluruh jemaah haji
mendapatkan
pelayanan Kesehatan

231000

222314

96,24

Pengelolaan Krisis Kesehatan

1.050.955.042.000

995.827.869.491

94,75

27

Jumlah provinsi dan
kab/kota yang
ditingkatkan
kapasitasnya dalam
upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan

123

123

100
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No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

28

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan
dukungan tim dalam
upaya
penanggulangan krisis
Kesehatan

35

35

100

Pengelolaan Konsil Kedokteran
Indonesia

31.581.677.000

30.666.216.603

97,10

29

Jumlah penanganan
kasus pelanggaran
disiplin dokter dan
dokter gigi yang
terselesaikan

43

70

162,8

30

Jumlah Surat Tanda
Registrasi (STR)
dokter dan dokter gigi
yang teregistrasi dan
terselesaikan tepat
waktu

45000

65021

1445

31

Jumlah Pengesahan
Standar Pendidikan
Profesi Dokter dan
Dokter Gigi

15

2143

Peningkatan Analisis
Determinan Kesehatan

9.134.003.000

8.665.731.631

94,87

32

Jumlah rancangan
kebijakan analisis
determinan kesehatan
yang diusulkan
menjadi kebijakan
pembangunan
Kesehatan

125
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No

Kegiatan

PK/DIPA

RKAKL

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)

Alokasi

Realisasi

%

Pengelolaan Komunikasi Publik
dan Pelayanan Masyarakat

34.664.922.000

32.588.451.374

94,01

33

Jumlah Publikasi
Program
Pembangunan
Kesehatan yang
disebarluaskan kepada
masyarakat melalui
berbagai media

70000

137784

196,83

34

Jumlah Layanan
Informasi Publik
(permohonan informasi
dan pengaduan
masyarakat) yang
diselesaikan

19690

58507

297,14

35

Jumlah UPT
Kemenkes dengan
kategori baik dalam
pelaksanaan standar
interaksi pelayanan

30

37

123,33

Pengembangan Pembiayaan

Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan

15.124.716.000

14.456.246.139

95,58

36

Jumlah advokasi dan
sosialisasi pembiayaan
kesehatan

10

12

120

37

Jumlah Kajian
penilaian teknologi
Kesehatan yang
dihasilkan

100

38

Jumlah kajian National
Health Account (NHA)
yang dihasilkan

100

39

Jumlah bahan
dukungan teknis
pembiayaan kesehatan
dan jaminan kesehatan

100
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PK/DIPA RKAKL

No Kegiatan Anggaran 2021 (Ribuan Rupiah)
INDIKATOR TARGET REALISASI % : 0
Alokasi Realisasi %
40 Jumlah kajian 1 1 100
kebijakan teknis
pembiayaan

Kesehatan termasuk
sumber pembiayaan
yang baru

Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pembiayaan JKN/KIS 45.413.329.504.000 | 44.752.988.445.200 98,55

1 Jumlah penduduk yang 96.8 93,55 96,64
menjadi peserta
Penerima Bantuan
luran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) (juta
jiwa)

2 Jumlah Dokumen 1 1 100
pembayaran iuran PBI
JKN

TOTAL 48.135.071.828.000 | 47.331.996.239.072 98,33
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Dari tabel di atas terlihat semua kegiatan sangat baik dalam hal pencapaian hasil dan
serapan anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp48.135.071.828.000,- terealisasi sebesar
Rp47.331.996.239.072,- atau 98,33%. Dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana banyak
kesulitan untuk dapat merealisasikan target indikator kinerja serta anggaran, namun Sekretariat
Jenderal selalu berupaya optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai walaupun
masih ada target yang harus dilakukan penyesuaian. Selain itu, dengan total anggaran tersebut
para stakeholder pengelola anggaran di Sekretariat Jenderal mengupayakan seoptimal mungkin
penyerapan anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan indikator
kinerja satker. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya evaluasi efektivitas perencanaan

anggaran tiap program yang mendukung indikator kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2021
berjalan dengan sangat efektif untuk mendukung pencapaian kinerja, terbukti dengan
penggunaan anggaran yang tersedia, capaian kinerja dapat memenuhi atau bahkan melebihi
target yang ditetapkan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

aporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021 merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal
dalam mencapai sasaran, indikator dan target kinerja yang tercantum pada Perjanjian
Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021. Laporan kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi atas
pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai bahan informasi untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya.

KESIMPULAN

1. Hasil capaian Indikator Sekretariat Jenderal tahun 2021 menunjukkan, bahwa Indikator Kinerja
Sekretariat Jenderal dapat tercapai 96,34%, yaitu :
A. Program Dukungan Manajemen

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes sebesar 92,19 atau 117,16% dari target 78,69

b. Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan sebanyak 2 atau
100% dari target 2

c. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang
Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 40% atau 100% dari target 40%

d. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai
dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan sebesar 91,18% atau 227,95% dari target
40%.

e. Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan
Kesehatan sebanyak 2 atau 100% dari target 2.

B. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
a. Indikator Jumlah Penduduk yang menjadi Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 93,55 juta
jiwa atau 96,64% dari target 96,80 juta jiwa
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b. Realisasi Anggaran sebesar 98,33%, dengan serapan anggaran sebesar

Rp.47.331.996.239.072,-. Terdapat 2 kegiatan dengan realisasi di bawah 90% yaitu pada

kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dan kegiatan Peningkatan Kerja

Sama Luar Negeri. Hal tersebut dikarenakan penambahan anggaran terjadi di akhir

tahun dan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan

yang semula direncanakan secara tatap muka diubah menjadi daring atau hybrid,

termasuk kegiatan atau pertemuan internasional.

Faktor Keberhasilan dan Permasalahan

Pada analisis atas capaian kinerja, faktor Keberhasilan dan permasalahan yang

teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Faktor keberhasilan

1) Kebijakan pimpinan yang mendorong pelaksanaan dan percepatan pencapaian
target

2) Komitmen dari pimpinan maupun staf dalam menjalankan setiap tugas untuk
mencapai target yang telah ditetapkan;

3) Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mendukung dan
menunjang pelaksanaan kegiatan

4) Identifikasi awal terhadap permasalahan dan kendala sebelum pelaksanaan kegiatan

5) Monitoring dan Evaluasi rutin

6) Strategi dan inovasi pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya
walaupun masih pandemi Covid-19 dengan model kegiatan daring atau gabungan
dengan luring. Pengoptimalisasian sumber daya dalam penggunaan teknologi

komunikasi.

Faktor penghambat /permasalahan

1) Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait.

2) Pandemi covid-19 menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan awal dengan
pelaksanaan pada tahun berjalan dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak
khususnya anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19

3) Pelaksanaan program dan kegiatan terkendala oleh karena terdapat beberapa kali

dilakukan efisiensi/refocussing anggaran
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TINDAK LANJUT

alam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang,

Sekretariat Jenderal akan:

1. Lebih meningkatkan koordinasi di internal Sekretariat Jenderal dan/atau Kementerian
Kesehatan, serta dengan pihak eksternal yaitu lintas K/L/sektor dan pihak terkait lainnya
dalam pencapaian target indikator kinerja.

2. Meningkatkan kompetensi SDM dan terus memotivasi seluruh pegawai agar dapat bekerja
lebih baik, lebih terarah dan lebih disiplin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai

masukan atau perbaikan dalam pelaksanaaan kegiatan dan pencapaian target.
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